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Kala Sambulan

Sutio Jumagi Akhirno, SH., M.Hum.
Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas |-A

Khusus

Assalamulaifum warabmatullah wabarakaatub,

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah Swt, saya merasa
bangga dan cukup gembira ketika diminta untuk memberi kata
sambutan atas terbitnya buku befjudul Status Hukum Peketja
Kontrak (Suatu Analisis Putusan Hakim PHI) yang merupakan
perpaduan yang cukup lengkap dalam kajian Teoritis dan Praktis yang
disusun oleh Saudara Dr. Mangaraja Manurung, S.H., M.H

Buku ini merupakan suatu perpaduan yang cukup baik antara
teoti dan praktek serta berguna menambah pengetahuan kita dibidang
hukum Ketenagakerjaan karena menguraikan persoalan yang tetjadi
antara peketja/buruh dengan pengusaha dalam kaitannya pelaksanaan
hubungan ketja dengan cara kontrak /PKWT atau yang biasa dikenal
dengan istilah peketja/buruh  Outsourcing, dimana pada faktanya
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dalam pelaksanaan harus diakui masih sering terjadi pelanggaran
norma yang diatur dalam hukum positif di Indonesia terkait dengan
masalah Ketenagaketjaan, yang tentunya apabila hal ini terjadi akan
dapat berakibat hukum.

Dalam kaitan itulah saudara Dr. Mangaraja Manurung, SH,
MH telah berusaha menganalisis putusan hakim PHI dalam perkara
hubungan kerja status PKWT menjadi PKWTT secara konprehensif
dengan melakukan tinjauan dari aspek tujuan hukum itu sendiri yakni
dari segi adanya Kemanfaatan, adanya Kepastian dan adanya
Keadilan hukum itu, telah disajikan oleh penulis secara sistematis
dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami.

Menurut pandangan saya buku ini sangat layak dibaca karena
ditulis oleh seorang praktisi sehingga dapat menjadi pedoman praktis
bagi peketja/buruh, Pengusaha, dan pemerharti dibidang
ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas wewenangnya baik
ditingkat Non litigasi maupun proses litigasi dan tentunya semoga
buku ini dapat menambah khazanah imu pengetahuan dibidang
ketenagakerjaan.
W assalammalaikunmyvarobmatullahi wabaraakatub,

Medan, Desember 2020

Sutio Jumagi Akhirno, S.H., M.Hum.
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Prof. Dr. Tri Harsono, M.Si.

Pj. Rektor Universitas Asahan

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatub,

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah ke hadirat
Allah Swt, saya menyambut baik terbitnya buku Status Hukum
Pekerja Kontrak (Suatu Analisis Putusan Hakim PHI) yang
disusun oleh Saudara Dr. Mangaraja Manurung, S.H., M.H.

Menurut pandangan saya buku ini sangat tepat
diterbitkan, karena bidang ketenagakerjaan berkaitan masalah
pekerja kontrak atau Outsourcing yang selalu dikenal dengan
istilah PKWT sangat banyak penerapannya yang tidak
memenuhi norma dalam Undang Undang Ketenagakerjaan
yang dapat menyebabkan conflik dalam hubungan industrial.
Belum lagi kondisi perekonomian kita saat ini belum normal
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dimasa pandemi covid 19, yang dapat memicu terjadinya
perselisihan antara pengusaha dan peketja/buruh.

Semoga Buku ini  dapat memberikan  sumbangsih
pengetahuan yang sangat berharga bagi para praktisi,
mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya, karena disusun
secara sistematis dan jelas tentang Status Hukum Pekerja
Kontrak (Suatu Analisis Putusan Hakim PHI) dengan bahasa
yang sederhana dan mudah dimengerti.

Saya mengenal penulis sebagai sosok akademisi yang
penuh tanggung jawab, berkemampuan akademik di atas rata
rata, kreatif dan pengalaman yang cukup dalam perjalanan
kariernya, baik sebagai seorang pengajar maupun praktisi. Oleh
karena itu, saya mendorong agar buku ini segera diterbitkan
ber ISBN dan disebarluaskan sebagai konsumsi publik yang
sangat berharga.

Selamat atas terbitnya buku ini, semoga bermanfaat
untuk semua pihak.

W assalamualaiunmvarobmatullahi wabaraakatub,

Medan, Desember 2020

Prof. Dr. Tri Harsono, M.Si.
Pj. Rektor Universitas Asahan
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Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kepada
Allah Swt Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan
perkenannya schingga penulis dapat merampungkan
penulisan Buku yang yang berjudul Status Hukum
Pekerja Kontrak (Suatu Analisis Putusan Hakim PHI).

Buku ini merupakan hasil dari Penelitian dan Karya
tulis yang dilakukan penulis dalam rangka menyelesaikan
Study Program Pasca Sarjana (§.2) Magister Ilmu Hukum
pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
(UMSU) Medan yang dimuat dalam Tesis dengan
melakukan “Analisis Yuridis Putusan Hakim PHI
Pada Pengadilan Negeri Medan, Studi Kasus
Putusan No. 37/G/2007/PHI.Mdn jo. Putusan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah
Agung RI No. 559/PDT.SUS/2012.”
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Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Buku
ini banyak mendapat bantuan dan dukungan moril,
materil maupun sprituil dari berbagai pihak khususnya
bimbingan dan arahan dari Dosen pembimbing penulis
ketika menempuh pendidikan di Program Pasca Sarjana
(8.2) Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara (UMSU) Medan dan juga dukungan dari
rekan rekan penulis, serta semua pihak yang selama ini
telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi
kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan Buku ini,
oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin
menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
(UMSU) Medan, Bapak Prof. Dr. H. Agussani, dan
Dosen Pembimbing penulis Bapak Prof. Dr. Triono
Edy, S.H., M.Hum.

2. Rektor Universitas Asahan, Bapak Prof. Dr. Tri
Harsono, M.Si.dan  Dekan  Fakultas Hukum
Universitas Asahan Bapak Dr. Bahmid, S.H. M.Kn.

3. Bapak Sutio Jumagi Akhirno, S.H, M.Hum. dan Bapak
Abdul Azis, S.H., M.H.selaku Ketua dan Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Medan Medan Kelas I-A Khusus
yang telah memberikaan kesempatan kepada penulis
untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri
Kelas I A Medan

4. Kakanda Dr. Cristina NM Tobing, S.H., M.Hum.,
Dosen Fakultas Hukum Univeristas Pelita Harapan
Medan, dan sahabatku Dr. Ibnu Affan, S.H. M.Hum.,
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera
Utara dan sekaligus juga sebagai Advocat Muda
berprestasi di Kota Medan, beliau beliau tersebut juga
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sebagai mantan Hakim Ad HocPHI pada Pengadilam
Negeri Medan, yang telah banyak memberikan
bantuan, semangat dan motivasi bagi Penulis sehingga
penulisan Buku ini dapat penulis selesaikan.
Merupakan suatu kebanggaan tersendirii, penulis

persembahkan untuk orang orang yang paling berjasa

dan sangat penulis cintai, antara lain “

1.

Ayahanda tercinta, Buyung Manurung (Almarhum)
dan Ibunda tercinta Mili Br Sinurat, yang memberikan
contoh tauladan, kedisiplinan, Ketegasan dengan
penuh keseder-hanaan dan kesabaran, yang dengan
kasih sayangnya memberikan semagat kepada penulis.
Teristimewa Isteriku Rita Rahmawaty Rangkuti dan
anak-anakku tercinta Rizky Ashri Fraza Manurung,
STP dan Qhairul Fadly Manurung, SH yang telah setia
mendam-pingiku dan banyak berkorban dengan
kesabaran, memotivasi penulis dalam suka maupun
duka.

. Rekan-rekan penulis para Hakim Karier dan Hakim

Ad-hoc PHIpada Pengadilan Negeri Medan, antara
lain Bapak Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., Bapak
Tengku Oyong, S.H., M.H., Jarihat Simarmata, S.H.,
M.H., Parmonangan Siregar, S.H., Nurmasyah, S.H.,
M.H., Bapak Meilinus Gulo AGP, S.Kom., S.H.,
Budiyono, S.H., Minggu Saragih, S.H., M.H., Ibu
Dian Alifya, S.E., S.H. dan Mirza Budiansyah, S.H.
terima kasih atas kerja sama yang terjalin baik selama
ini.

Terima kasih juga kepada rekan rekan penulis di
Fakultas Hukum Universitas Asahan yang tidak dapat
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penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak
memberikan dukungan dan motivasi bagi penulis.

Semoga kita semua senantiasa mendapatkan
limpahan rahmat dan karunia dari Allah Swt Tuhan Yang
Maha Kuasa.

Sebaik apapun buku ini menurut hemat penulis,
sudah pasti terdapat kekurangan didalamnya, oleh karena
itu penulis dengan sangat terbuka menerima masukan
dan krittkan yang sifatnya membangun demi
penyempurnaan penulisan berikutnya;

Akhirnya penulis berharap semoga Buku ini dapat
memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama bagi
kemajuan  ilmu  pengetahuan  khususnya  hukum
Ketenaga-kerjaan.

Medan, Desember 2020

Dr. Mangaraja Manurung, SH., M. H.
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B 7
Pendahuluan

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara
berdasarkan atas hukum (rechstaal) bukan atas kekuasaan belaka
(machstaat)." Prinsip-prinsip yang lain yang berkaitan dengan
prinsip pokok di atas dan salah satu yang penting adalah bahwa
dalam negara hukum, semua orang sama di hadapan hukum
tanpa perbedaan yang didasarkan pada ras, agama, kedudukan
sosial dan kekayaan. > Dengan demikian, untuk mengatur
hubungan antar warga negaranya agar tidak terjadi bentrok
antar kepentingan, maka dipetlukan suatu aturan atau hukum

! Lihat Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasca Amandemen),
Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 67.

2 Mochtar Kusumaatmadja dan Asif Sidharta, Pengantar Im Hukun,
Alumni, Bandung, 2000, halaman 135.

Mangaraja Manurung 1



2

yang betlaku di Indonesia untuk menjamin adanya kepastian
hukum bagi setiap warga negara Indonesia.

Hukum yang berkualitas adalah hukum yang
mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan
sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat, sebab itu
hukum yang baik akan menjamin kepastian hak dan kewajiban
secara seimbang kepada tiap-tiap orang. Tujuan hukum,
disamping menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi-sendi
keadilan yang hidup dalam masyarakat.’

Hukum  berfungsi sebagai sarana  pembaharuan
masyarakat dan pengayom masyarakat sehingga hukum perlu
dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana
pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara  serasi,
seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum
mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian
hukum.

Hal utama bagi kepastian hukum yakni, adanya peraturan
itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan
mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya, adalah di luar
pengutamaan nilai kepastian hukum. Dengan adanya nilai yang
berbeda-beda tersebut, maka penilaian mengenai keabsahan
hukum atau suatu perbuatan hukum, dapat berlain-lainan
tergantung nilai mana yang dipergunakan. Tetapi umumnya
nilai kepastian hukum yang lebih berjaya, karena disitu diam-
diam terkandung pengertian supremasi hukum.”

Peketja/buruh  sebagai  warga negara Indonesia
mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, baik untuk

3 Wasis S. P, Pengantar Lpm Hufeuns, UMM Press, Malang, 2002, halaman
21.

4Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, Tegakkan Hukun Gunakan Hukum,
Buku Kompas, Jakarta, 2006, halaman 59-60.
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mendapatkan pekerjaan dan  penghidupan yang layak,
mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi
serta mendirikan dan menjadi anggota serikat peketja/ serikat
buruh.’

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional
semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan
risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada tenaga ketja
petlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan
kesejahteraan, sehingga pada gilirannya akan  dapat
meningkatkan produktivitas nasional. © Bentuk perlindungan,
pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan dimaksud
diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga
ketja yang bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama,
kekeluargaan, dan gotong-royong sebagaimana terkandung
dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar
19457

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
diatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas peketjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memberi
makna bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk
mendapatkan  petlindungan  dan  kenyamanan  dalam
melaksanakan pekerjaannya. Perlindungan yang dimaksudkan
adalah untuk menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa
diskriminasi  atas dasar apapun untuk = mewujudkan
kesejahteraan  pekerja dan  keluarganya dengan tetap

> Lihat Bagian Umum Penjelasan UU No. 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Peketja / Setikat Buruh.

¢ Ridwan Halim, Hukunz Perburuban Akinal, Pradnya Paramitha, Jakarta,
1987, halaman 1.

7 Wiwoho Socjono, Peranjian  Perburnban  dan  Hubungammya ~ dengan
Perburnban Pancasila, Melpon Putra, Jakarta, 1991, halaman 9.
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4

memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan
kepentingan pengusaha. Sejalan dengan itu pembangunan
ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan
kontribusinya dalan pembangunan serta untuk melindungi hak
dan kepentingan sesuai dengan harkat dan martabat manusia.”

Reformasi dalam bidang hukum ketenagakerjaan
dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan
mutu tenaga ketja serta kesejahteraan tenaga kerja. Reformasi di
bidang hukum ketenagakerjaan diawali dengan dikeluarkannya
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Peketja/Serikat Buruh. Kemudian ditkuti dengan keluarnya
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-
kerjaan, serta keluarnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisthan Hubungan Industrial.

Tenaga ketja memiliki peran dan kedudukan yang sangat
penting sebagai pelaku (acfor) dalam mencapai tujuan
pembangunan.  Sejalan  dengan  itu,  pembangunan
ketenagaketjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan
kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan
kepentingannya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan ’
Pembangunan ketenagaketjaan  diselenggarakan atas azas
keterpaduan dan kemitraan " Oleh karena itu, sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun
2003  tentang Ketenagaketjaan  bahwa  pembangunan
ketenagakerjaan bertujuan untuk :

8 Gerty Silaban dan Salomo Perangin-angin, Hak dan Atau Kewajiban
Tenaga Keja dan Pengnsaba/ Pengurns yang Ditetapkan Dalanz Peratnran Perundangan
Keselamatan dan Kesahatan Keyja, USU Press, Medan 2008, halaman 1.

9 B. Siswanto Sastrohadiwityo, Mangajenen Tenaga Keyja Indonesia, Pendekeatan
Adpunistratif dan Operasionas, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005, halaman 1.

10T jhat Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaketjaan.
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1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga ketja secara
optimal dan manusiawi;

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan
tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan
nasional dan daerah;

3. Memberikan petlindungan  bagi tenaga kerja dan
mewujudkan kesejahteraan;

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Dalam pelaksanaannya pada waktu sekarang ini, tujuan
dari reformasi peraturan hukum di bidang ketenagaketjaan
untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap
buruh/perkeja serta untuk memenuhi amanat Undang-Undang
Dasar 1945 dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan
sebagaimana diuraikan di atas, yaitu untuk melakukan
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan
masyarakat Indonesia seluruhnya, dan untuk meningkatkan
harkat, martabat dan harga diri tenaga ketja serta mewujudkan
masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata baik materil
maupun sprituil, ternyata belum berjalan sesuai dengan yang
dicita-citakan.

Terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya hal
tersebut di atas, antara lain adalah perkembangan
perekonomian  yang demikian cepat. Oleh karenanya
perusahaan dituntut untuk memberikan pelayanan yang serba
lebih baik, akan tetapi dengan biaya yang lebih murah sehingga
dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
Akibatnya banyak perusahaan yang mengubah struktur
manajemen perusahaan mereka agar menjadi lebih efektif dan

efisien, serta biaya yang dikeluatkan perusahaan dalam
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6

melakukan kegiatan produksinya lebih kecil, dimana salah
satunya adalah dengan cara memborongkan peketjaan kepada
pihak lain atau dengan cara mempekerjakan peketja/buruh dari
perusahaan penyedia jasa tenaga ketrja yang dikenal disebut
sebagai sistem outsourcing dan dengan pekerja harian lepas,
dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Dengan menerapkan sistem Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) tersebut, biaya yang dikeluarkan perusahaan
untuk suatu atau pekerjaan menjadi lebih kecil, karena
perusahaan tidak harus memiliki tenaga ketja/peketja tetap
dalam jumlah yang banyak. Sebagaimana diketahui apabila
perusahaan memiliki pekerja yang banyak, maka perusahaan
harus memberikan berbagai tunjangan untuk kesejahteraan para
peketja, seperti tunjangan pemeliharaan kesehatan, tunjangan
pemutusan hubungan kerja (PHK), tunjangan penghargaan
masa ketja dan sebagainya. Akan tetapi dengan mempeketjakan
tenaga kerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT), maka biaya tersebut dapat ditekan.

Sebenarnya tidak ada larangan hukum bagi perusahaan
untuk menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),
karena semua itu sudah diatur secara jelas dan tegas oleh
Undang-undang  Nomor 13  Tahun 2003 tentang
Ketenagaketjaan. Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikenal dua
bentuk perjanjian ketja yang berdasarkan waktu, yaitu Petjanjian
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Keftja Waktu Tertentu (PKWT) dan Petjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu (PKWTT)."

Sejak dilegalkannya sistem Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu atau sistem ketrja sub-kontrak atau dengan peketja
outsonrcing melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13
tahun 2003, hal ini menjadi momok bagi buruh dan serikat
buruh di Indonesia. Pada prakteknya di lapangan, para buruh
dikecualikan dari hak-hak dalam bekerja (rights in work) seperti
upah lembur, insentif jabatan, fasilitas kesehatan, dan jaminan
sosial ketenagaketjaan. Para buruh kontrak dianggap sebagai
pelengkap, hanya bekerja jika memang ada skema peketjaan
tambahan, dan karenanya tidak memiliki jaminan atas
keberlangsungan peketjaannya (job insecurity). Itu sebabnya, para
buruh kontrak, wotsourcing atau harian lepas tidak memiliki
jaminan akan hak berserikat, majikan dapat dengan mudah
memutus kontrak ketjanya apabila dianggap tak layak.'”

Hal yang menimbulkan permasalahan adalah banyaknya
terjadi pelanggaran dalam penerapan sistem Perjanjian Kerja
Waktu  Tertentu  (PKWT). Dimana banyak  terjadi
penyimpangan terhadap pelaksanaan aturan Petjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT), atau dengan kata lain Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilaksanakan tidak sesuai

atau bahkan tidak mengacu kepada aturan Petjanjian Ketja

1 Sentosa Sembiting, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik
Indonesia Tentang Ketenagakerjaan, Nuansa Aulia, Bandung, 2005, halaman 38.

12 Indah Saptorini dan Jafar Suryomengeolo, Kekuatan Sosial Serikat Burnb,
Putaran Baru dalam Peyjuangan Menolak Outsourcing, Trade Union Rights Centre,
Jakarta, 2007, hal. 5.
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Waktu Tertentu (PKWT) yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam prakteknya di lapangan, selain penerapan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sistem Petjanjian
Ketja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilaksanakan juga sangat
merugikan pekerja. Sebagai contoh banyak pengusaha yang
melakukan pelanggaran dengan memakai pekerja dengan sistem
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk mengerjakan
peketjaan yang bersifat tetap/permanen di perusahaannya.

Kerugian lain penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) adalah, selain tidak memberikan kepastian
tethadap hubungan kerja yang ada juga upah kerja yang
diberikan lebih murah serta kurangnya bahkan tidak ada
perhatian sama sekali dari pengusaha, karena status pekerja
hanya sebagai karyawan tidak tetap dan hanya beketja untuk
jangka waktu sebentar saja. Yang lebih berbahaya lagi dalam
beberapa waktu belakangan ini, Petjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) sudah menjadi semacam #end bagi
pengusaha untuk menckan biaya peketja/buruh (labour cosh)
demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Dari keadaan tersebut tentunya pihak yang paling
dirugikan adalah tenaga kerja atau peketja atau buruh yang
beketja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) tersebut. Karena selain perlindungan dan syarat kerja
yang diberikan sangat jauh dari ketentuan yang seharusnya dan
sewajarnya diberikan, juga terdapatnya perbedaan yang sangat
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jauh pada perlindungan yang diberikan jika dibandingkan
dengan pekerja/tenaga ketja yang dipekerjakan dengan sistem
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Namun demikian penegakan hukum terhadap keadaan
ini juga menjadi sebuah dilematis tersendiri, karena di tengah
keadaan dimana pengangguran sangat tinggi secara logika akan
terpikir, mana yang lebith baik menyediakan lapangan kerja
untuk banyak orang dengan gaji yang mungkin kecil dan syarat
ketja serta ketentuan ketja yang tidak memadai atau rendah atau
belum sepenuhnya wajar, atau menggaji sedikit pekerja dengan
gaji yang baik atau wajar akan tetapi hanya memberikan sedikit
lapangan ketja serta membuat banyak pengangguran. Memang
idealnya adalah menyediakan banyak lapangan ketja dengan gaji
yang wajar/layak. Hal tersebut juga menjadi alasan banyaknya
diterapkan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Banyaknya penerapan sistem Petrjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 13  Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan seharusnya segera ditertibkan oleh pemerintah
agar ketentuan dan aturan hukum yang ada dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaketjaan dapat
membetikan petlindungan terthadap buruh/peketja  dalam
hubungan ketja yang ada sekaligus sebagai tindakan pencegahan.

Di sist lain, apabila terjadi perselisihan tentang penerapan
Petjanjian Ketja Waktu Tertentu antara Peketja/Buruh dengan
Pengusaha/Perusahaan, maka  keberadaan  Pengadilan
Hubungan Industrial yang dibentuk melalui Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
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Hubungan Industrial adalah sangat diperlukan untuk
menyelesaikannya melalui putusan hukum yang berkekuatan
hukum tetap, memperoleh kepastian hukum dan memiliki
kekuatan eksekutorial sebagaimana amanat UUD 1945.

Apabila dalam penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, hal ini tentunya mempunyai dampak yang
kurang baik terhadap pembangunan ketenagakerjaan, yang
bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi
para peketja/buruh sebagai bagian dati pembangunan sumber
daya manusia di Indonesia.

Di titik inilah penulis berpendapat penting dan sangat
signifikan untuk melakukan analisis yuridis terhadap putusan
Pengadilan Hubungan Industrial tentang perkara petrjanjian
ketja waktu tertentu (PKWT) menjadi petjanjian ketja waktu
tidak tertentu (PKWTT), dan dari buku ini diharapkan kita
akan dapat :

1. Mengetahui dan menganalis pengaturan Petjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu (PKWTT) dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Mengkaji dan menganalisis mekanisme dan prosedur
penyelesaian  perselisthan  hubungan  industrial dalam
Petjanjian  Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi
Petjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

3. Mengkaji dan menganalisis putusan Hakim PHI dalam
perkara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
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Penulis juga berharap buku inidapat memberikan
kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan
ilmu hukum khususnya Hukum Ketenagakerjaan, yang
berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
dan hukum Ketenagakerjaan serta dapat memberikan
sumbangan pemikiran berupa konsep, metode atau teori yang
menyangkut dengan penegakan hukum terutama yang
berkaitan dengan putusan penyelesaian perselisihan hubungan
industrial di Pengadilan Hubungan Industrial.

. Kerangka Teori dalam Penelitian

Kontinuitas  perkembangan imu hukum, selain
bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi
sosial sangat ditentukan oleh teori. "’ Teori merupakan
serangkaian asumsi, konsep, defenisi dan proposisi untuk
menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan
cara merumuskan hubungan antar konsep.*

Pentingnya kerangka konsepsional dan landasan atau
kerangka teoritis dalam penelitan hukum, sebagaimana
dikemukakan oleh Soefjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahkan
menurut mereka berdua kerangka tersebut merupakan unsur
yang sangat penting."

Menurut Bintoro Tjokroamijoyo dan Mustofa Adidjoyo
“teori diartikan sebagai ungkapan mengenai kausal yang logis
diantara perubahan (variabel) dalam bidang tertentu, sehingga

13 Soetjono Sockanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 1996,
Halaman 6.

14 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2003,
Halaman 19.

15 Soetjono Soekanto dan Sti Mahmudji, Perelitian Hukum Normatg, Snatn
Tinjanan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 7.
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dapat digunakan sebagai kerangka fikir (Frame of thingking) dalam
memahami serta menangani permasalahan yang timbul di

dalam bidang tersebut.”'® Fungsi teori dalam penelitian ini

adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan

serta menjelaskan gejala yang diamati."”

Menurut Neuman :

“Teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai
abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau
berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi
pengetahuan tentang dunia. Ia adalah cara yang ringkas
untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu
bekerja.”"®

Dengan mendasarkan kepada pendapat Malcom Walters,

maka teori hendaknya meliputi semua pernyataan yang disusun

dengan sengaja yang dapat memenuhi kriteria:

1.

Pernyataan itu harus abstrak, yaitu harus dipisahkan dari
praktek-praktek sosial yang dilakukan. Teori biasanya
mencapai abstraksi melalui pengembangan konsep teknis
yang hanya digunakan dalam komunitas sosiologis dan
sosial.

Pernyataan itu harus tematis. Argumentasi tematis harus
diungkapkan melalui  seperangkat pernyataan  yang
menjadikan pernyataan itu koheren dan kuat.

. Pernyataan itu harus konsisten secara logika. Pernyataan-

pernyataan itu tidak boleh saling berlawanan satu sama lain

16 Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustofa Adidjoyo, Teori dan Strateg

Pensbangunan Nasional, Haji Mas Agung, Jakarta, 1988, halaman 12.

7 Texy ]. Moleong, Metodolygi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya,

Bandung, 2002, halaman 35.

18 \W. L. Neuman, Soczal Research Methods, Allyn dan Bacon, London, 1991,

halaman 20.
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dan jika mungkin dapat ditarik kesimpulan dari satu dan
lainnya.

4. Pernyataan  itu  harus  dijelaskan.  Teori  harus
mengungkapkan suatu tesis atau argumentasi tentang
fenomena tertentu yang dapat menerangkan bentuk
substansi atau eksistensinya.

5. Pernyataan itu harus umum pada prinsipnya. Pernyataan itu
harus dapat digunakan dan menerangkan semua atau contoh
fenomena apapun yang mereka coba terangkan.

0. Pernyataan-pernyataan itu harus independen. Pernyataan itu
tidak boleh dikurangi hingga penjelasan yang ditawarkan
para partisipan untuk tingkah laku mereka sendiri.

7. Pernyataan-pernyataan itu secara substansi harus valid.
Pernyataan itu harus konsisten tentang apa yang diketahui
dunia sosial oleh partisipan dan ahli-ahli lainnya. Minimal
harus ada aturan-aturan penerjemahan yang dapat
menghubungkan teori dengan ilmu bahkan pengetahuan
lain."”

Sesuai dengan makna dari suatu kaedah hukum, maka
kaedah hukum selalu diartikan sebagai berikut : “‘sebagai
peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu
berprilaku, bersikap dalam masyarakat agar kepentingannya dan
kepentingan orang lain terlindungi.”’

Fungsi teori dalam peneliian ini adalah untuk
memberikan petunjuk dan menjelaskan gejala yang diamati, dan
dikarenakan penulisan dalam penelitian ini merupakan
penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan

Y R. Otje Salman dan Anton F. Susanto, Teori Hukum, Refika Aditama,
Bandung, 2004, halaman 23.

20 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukunr Suatu Pengantar, Liberty,
Yogyakarta, 1996, halaman 11.
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secara khas ilmu hukum, maksudnya penelitian ini berusaha
untuk  memahami Putusan Hakim PHI dalam perkara
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian
Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dalam menjawab
rumusan permasalahan yang ada kerangka teori yang digunakan
sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah Teori Tujuan
Hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam hubungannya dengan ketenagakerjaan dan
perjanjian  kerja dalam prakteknya dipandang ketentuan
perundang-undangan tidak berpihak kepada masyarakat luas
seperti kaum buruh atau pekerja, termasuk dalam hal ini dalam
Undang-Undang Nomor 13  Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan tetapi justru berpihak kepada kepentingan
segelintir orang seperti pengusaha. Kerangka teori yang
bethubungan dengan hal tersebut sebagaimana yang
dikemukakan oleh Plato (427-347 SM), filsuf Yunani
mengatakan bahwa untuk menciptakan kedamaian dan
kesejahteraan di sebuah negara, hendaklah keadilan yang
memerintah di negara tersebut. > Menanggapi Plato, John
Rawls mengatakan, sebuah masyarakat tertata dengan baik
ketika masyarakat tersebut secara efektif diatur oleh konsepsi
publik mengenai keadilan dan ketika dirancang untuk
meningkatkan kesejahteraan anggotanya.”

Menurut Lawrence M. Friedman, suatu sistem hukum
terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu struktur (structure), substansi
(substance) dan budaya hukum (lega/ culture). Jika seorang merasa
dirugikan oleh warga masyarakat lain, tentu ia menggugat pihak
lain itu agar bertanggung jawab secara hukum atas

2! John Rawls, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, halaman

2]}, halaman 5.
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perbuatannya. Dalam hal ini diantara mereka mungkin saja
sudah terdapat hubungan hukum berupa petjanjian di lapangan
hukum keperdataan, tetapi dapat pula sebaliknya sama sekali
tidak ada hubungan hukum demikian.”’

Dalam Pancasila, mengenai perjanjian kerja  juga
memperoleh landasan idiil (filosifis) hukumnya pada sila kelima
yaitu : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Pengertian keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, di dalamnya
terkandung suatu “Hak” seluruh rakyat Indonesia untuk
diperlakukan sama (equality) di depan hukum. Hak adalah suatu
kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif yang
merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan
hukum. Oleh karena hak dilindungi oleh tatanan hukum, maka
pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya
dari gangguan/ancaman dari pihak manapun juga.”*

Radbruch juga menyebut keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum sebagai “3 (tiga) ide dasar hukum”, yang
berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Di antara
ketiga asas tersebut yang sering menjadi sorotan utama adalah
masalah keadilan, dimana Friedman menyebutkan bahwa: “Ir
terms of law, justice will be judged as how law treats pegple and how it
distributes its benefits and cost}” dan dalam hubungan ini Friedman
juga menyatakan bahwa: “every function of law,general or specific, is

. 25
allocative.”

23 Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika Sebuab Pengantar, Tata Nusa,
Jakarta, 2001, halaman 7-8.

24 Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, (Dasar-Dasar Lnm Huknmr Novmatif),
Terjemahan Raisul Muttagien, Nusamedia & Nuansa Bandung, 2006, halaman
152.

25 Peter Mahmud Marzuki, The Need for the Indonesian Economic 1 egal
Framenork, Dimuat dalam Jurnal Hukum Ekonomi, (Edisi IX, Agustus, 1997),
halaman 2.
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Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan
asas ini menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan
perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang
berhubungan dengan perjanjian kerja oleh semua pihak yang
terlibat di dalamnya. Keseimbangan pertlindungan hukum
tethadap para pihak atas suatu perjanjian kerja tidak terlepas
dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum
yang terjadi antara para pihalk.*

Hubungan antara peketja/buruh dengan pengusaha
terjadi perbedaan bahkan kesenjangan di antara kedua belah
pihak, yaitu peketja/buruh tetletak pada posisi tawar (bargaining
posisition). Secara yuridis peketja/buruh memang manusia yang
bebas, sebagaimana prinsip bahwa setiap warga negara
bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan,
berhak mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak.
Namun secara sosiologis seting ditemukan, peketja/buruh
tidak menempati posisi dimana peketja/buruh  harus
diberlakukan sebagai manusia yang bermartabat, tidak hanya
sebagai faktor produksi tetapi juga pihak yang ikut menentukan
keberhasilan ~ pengusaha.  Sebaliknya, pihak  pengusaha
menganggap dirinya adalah pihak yang juga berhak
mendapatkan keadilan dalam hubungannya dengan pihak
peketja/buruh.

Pada gilirannya sampai pada permasalahan bahwa rasa
keadilan mana yang harus dikedepankan dan didahulukan,
apakah peketja/buruh dengan kondisinya yang setba terbatas
dan lemah baik dari keberadaannya dalam mendapatkan
peketjaan yang layak sesuai tujuan negara dalam memajukan

26 Sudikno Mertokusumo, Op. Cif, halaman 39.
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kesejahteraan umum dengan menekan angka kemiskinan dan
pengangguran.

Pihak pengusaha dengan segala kelebihan modal yang
dimiliki mampu mendapatkan peketja/buruh yang sesuai
dengan kebutuhannya, akibat tingginya angka pengangguran
menjadikan posisi peketja/buruh menjadi serba dilematis.
Pengusaha dengan alasan selalu ingin membatasi biaya
operasional produksi yang dikeluarkannya hingga menekan
pada titik yang serendah mungkin.

Berdasarkan teori tersebut di atas, konsepsi publik
keadilan yakni masyarakat dimana (1) setiap orang menerima
dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan
yang sama, serta (2) institusi-institusi sosial dasar yang ada
umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.”’

Menurut teori keadilan di atas dikatakan bahwa keadilan
(equality) adalah suatu keadaan yang muncul dalam pikiran
seseorang jika ia merasa bahwa rasio antara usaha dan imbalan
adalah seimbang dengan rasio individu yang dibandingkannya.
Inti dari teori keadilan ialah bahwa karyawan membandingkan
usaha mereka terhadap imbalan dengan imbalan karyawan
lainnya dalam situasi ketja yang sama. Teori menjadi motivasi
ini didasarkan pada asumsi bahwa orang-orang dimotivasi oleh
keinginan untuk diperlakukan secara adil dalam pekerjaan.
Individu beketja untuk mendapat tukaran imbalan dari
organisasi atau perusahaan.”

John Rawls, mengemukakan konsep keadilan sebagai
Jaimess. Teoti ini berdasarkan suatu anggapan mengenai
kedudukan asal, dimana setiap orang duduk untuk

27 Munir Fuady, Dinanzika Teori Hukunz, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007,
halaman 46.
28 Ibid, halaman 106.
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merundingkan suatu petjanjian yang berisi aturan-aturan yang
harus ditaati para pihak. Perjanjian betlangsung diantara
pribadi-pribadi yang bebas dan mandiri dalam kedudukan yang
sama dan karena itu mencerminkan integritas dan otonomi
yang sama dari pribadi-pribadi rasional yang mengadakan
perjanjian tersebut. Teori John Rawls ini, memperhatikan
kepada hak dan kewajiban secara seimbang dalam masyarakat,
sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaatnya.
Prinsip yang terpenting adalah keadilan yang berfungsi sebagai
panduan kesepakatan yang patut.”’
Dalam hal ini Lalu Husni mengatakan bahwa :

“Sebagai suatu bentuk intervensi pemerintah terhadap
mekanisme perburuhan melalui peraturan perundang-
undangan yang telah membawa perubahan mendasar,
yakni menjadikan sifat hukum perburuhan menjadi
ganda yaitu bersifat privat yang melekat pada prinsip
adanya hubungan kefrja yang ditandai dengan adanya
pefrjanjian kerja antara buruh dengan pengusaha atau
majikan, sekaligus juga sifat publik dalam artian adanya
sanksi pidana, sanksi administratif bagi pelanggar
ketentuan di bidang ketenagakerjaan/petburuhan dan
ikut campur tangannya pemerintah dalam menetapkan
besarnya upah”.”

Pemerintah (negara) harus mampu memposisikan dirinya
sebagai regulator yang bijak melalui sarana pembentukan dan
pelaksanaan Hukum Ketenagakerjaan dikarenakan Hukum
Ketenagakerjaan akan menjadi sarana utama untuk
menjalankan kebijakan pemerintah di bidang ketenagaketjaan
itu sendiri. Kebijakan ketenagaketjaan (labor policy), di Indonesia

29 John Rawls, Op. Cit, halaman 6.
Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2003, halaman 53.
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dapat dilihat dalam UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara, juga
dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.”

Beberapa teori di atas merupakan dasar yang dijadikan
pisau analisis guna menggambarkan kondisi yang mewarnai
sistem perburuhan dan ketenagakerjaan dewasa ini. Sistem
perundang-undangan  seperti  telah  melegalkan  buruh,
eksploitasi secara besar-besaran, pengurasan keringat dan
tenaga buruh demi akumulasi modal yang sebesar-besarnya.
Tenaga kerja merupakan komoditi yang dikebiri hak-hak
kemanusiaannya. Inilah wajah dari kapitalisme sebagai sebuah
sistem yang menggerogoti tubuh-tubuh buruh dengan harga
dan imbalan yang tidak seimbang.

Hal ini tentunya sangat ironis, buruh sebagai tulang
punggung produksi tidak mendapatkan upah yang sesuai
dengan kerja yang mereka lakukan. Dalam suatu hubungan
ketja, seharusnya pengusaha sebagai pihak pemberi ketja dan
upah mempunyai kedudukan sosial ekonomi dan latar belakang
pendidikan yang lebih tinggi, schingga dalam melakukan
hubungan hukum dengan pekerja sebagai pihak yang
mempunyai kondisi yang lemah dalam segala aspeknya,
kebebasan dalam melakukan hubungan hukum khususnya
pembuatan perjanjian kerja ada di tangan pihak pengusaha.

Kartasapoetra yang dikutip Zainal Asikin mengatakan
bahwa bentuk petlindungan hukum bagi tenaga ketja meliputi:**

3 Agusmidah, Politik Hukum dalan: Hukunr Ketenagakerjaan Berdasarkan
Peraturan Perundang-nndangan Ketenagakeyjaan, Disertasi) PPS USU, Medan 2006,
halaman 30-31.

32 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukunr Perburnban (Pengertian, Sifat dan
Hakekat Hukum Perburuban, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, halaman 96.
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1. Norma keselamatan ketja, yang meliputi keselamatan yang
bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja dalam proses
melaksanakan peketjaannya.

2. Norma kesehatan ketja dan hygiene kesehatan perusahaan
yang meliputi pemeliharaan dan mempertinggi derajat
kesehatan kerja.

3. Norma ketja, meliputi perlindungan terhadap waktu kerja,
sistem pengupahan, cuti, istirahat tenaga ketja wanita, anak
kesusilaan agama dan kewajiban sosial kemasyarakatan.

4. Kepada tenaga ketja yang mendapat kecelakaan/menderita
penyakit akibat kerja berhak atas ganti rugi perawatan dan
rehabilitasi akibat kecelakaan ketja tersebut.

Selanjutnya  apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap
peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang
berlaku, maka telah ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang
merupakan hukum acara khusus. Oleh karena itu pelanggaran-
pelanggaran terhadap ketentuan tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, maka Pengadilan Hubungan Industrial adalah
merupakan ujung tombak untuk mewujudkan keadilan. Hakim
adalah pembela keadilan, dan keadilan melampaui “‘fzrmess’
karena menimbang seluruh aspek secara imparsial dan bukan
sekedar kompromi/ ekuilibtium kepentingan. »

Harry C. Bredeimer berpendapat: “Hukum sebagai
sarana mekanisme integrasi, yang menelii bagaimana
beketjanya hukum di Pengadilan. Jadi hukum digunakan untuk
menyelesaikan sengketa/konflik yang ada di masyarakat.

33 F. Budi Hardiman, Hakins, Pengadilan dan Keadilan, Makalah Siide Show
disampaikan pada Seminar Nasional, TURC, Jakarta.
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Hukum lahir dari putusan-putusan pengadilan; jika tidak ada
masalah/sengketa/konflik maka mekanisme integrasi tidak
berjalan (seperti hakim, jaksa, pengacara, polisi). **

. Kerangka Konsep Dalam penelitian

Dalam kerangka konsep ini diungkapkan beberapa
pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian
hukum, guna menghindari perbedaan penafsiran dari istilah
yang dipakai, selain itu juga dipergunakan sebagai pegangan
dalam proses penelitian ini. Untuk menjawab permasalahan
dalam penelitian ini harus didefenisikan beberapa konsep dasar,
agar secara operasional diperoleh hasil dalam penelitian ini yang
sesual dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu :

Putusan adalah putusan peradilan tingkat pertama dan
memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di Pengadilan
Negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi
penyelesaian perkara yang disengketakan.”

Menurut Andi Hamzah, * putusan adalah hasil atau
kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan
dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis
maupun lisan. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo,”’
putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim,

34 Dalam Zudan Fakhrulloh, DiktatMata Kuliah : Sosolog Hukun, STTH
IBLAM, Jakarta, 2010, halaman

3 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Cetakan Kelima, Sinar
Grafika, Jakarta, 2007, halaman 797.

3 Andi Hamzah, Hukun Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta, 1986,
halaman 485.

37 Sudikno Mertokusumo, Hiukunr Acara Perdata  Indonesia, 1ibetty,
Yogyakarta, 1998, halaman 206.
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sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu,
diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Hakim adalah Hakim Karier Pengadilan Negeri yang
ditugasi pada Pengadilan Hubungan Industrial.™ Sedangkan
Hakim Ad-Hoc adalah Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan
Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah
Agung yang pengangkatannya atas usul setikat pekerja/setikat
buruh dan organisasi.”

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan
khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang
berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan
terhadap perselisihan hubungan indusrial.*’

Perjanjian kerja adalah suatu petjanjian dimana pihak
yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah
perintahnya pihak yang lain yaitu si majikan untuk suatu waktu
tertentu, melakukan peketjaan dengan menerima upah.*!

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa yang
dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian antara
peketja/buruh dengan pengusaha atau pemberi ketja yang

3 Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

% Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselishan Hubungan Industrial.

40 Lalu Husni, Penyelesaian Perselisiban Hubungan Industrial Melalni Pengadilan
dan Luar Pengadilan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 16. Lihat Pasal
1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

4 Asti Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika,
Jakarta, 2009, halaman 29.
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memuat syarat-syarat ketja, hak, dan kewajiban para pihak.*
Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu
tidak tertentu.”

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan
petjanjian kerja yang hanya didasarkan atas jangka waktu atau
selesainya suatu pekerjaan tertentu dan tidak dapat diadakan
untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Selain itu perjanjian ketja
untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk peketjaan
tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegjatan peketjaannya
akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

1. Peketjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu
yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

3. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau

4. Peketjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan
baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan
atau penjajakan.*

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah
petjanjian kerja yang dapat mensyaratkan masa percobaan kerja
paling lama 3 (tiga) bulan, dan di masa percobaan ini pengusaha
dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang
berlaku. Apabila masa percobaan telah dilewati, maka
peketja/buruh  langsung menjadi  berstatus peketja  tetap.
Dengan  status tersebut  peketja/buruh  memiliki  hak

42 Tihat Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagaketjaan.

43 Lihat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagaketjaan.

4 Suwatto, Hubungan Industrial Dalam Praktek, Cetakan 1, Asosiasi
Hubungan Industrial Indonesia (AHII) Jakarta, 2005, halaman 48. Lihat Pasal 59
ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
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sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,
peraturan perusahaan atau petjanjian ketja bersama.®

Penulisan buku ini bersumber dari penelitian yang
bersifat deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif
analitis, maksudnya suatu peneliian yang menggambarkan,
menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam
bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian di
lapangan. *
(metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis

Dengan metode pendekatanyuridis normatif

normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder
belaka."’

Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara
berpikir dalam, maka penarikan kesimpulan yang ditarik dari
sesuatu yang sifathya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia
benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya
khusus). * Dengan demikian objek yang dianalisis
denganpendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode
penelitian yang mengacu padanorma-norma hukum yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan.”

Selain daripada itu juga dilakukan metode pendekatan
yuridis empiris untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam
putusan perkara PKWT menjadi PKWTT. Kemudian norma-
norma tersebut dijadikan dasar analisis terhadap pertimbangan
hakim dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam

4]hid, halaman 50.

46 Soetjono Sockanto, Op. Cit, halaman 63.

47Soetjono Seokanto dan Sti Mamudji, Op. Cit, halaman 13.

48 Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodolygi Penelitian, Mandar Maju,
Bandung, 2002, halaman 23.

4 Soetjono Seokanto dan Sri Mamudji, Op.C#, halaman 14.
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kasus Perselisthan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sebagai sesuatu yang
sifatnya khusus.

Penulisan buku ini juga diawali dengan menggunakan alat
* atau studi
dokumen  (documentary smdy)) untuk mengumpulkan data

pengumpulan data yaitu : studi kepustakaan,

sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan,
dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, diktat
kuliah, makalah, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen
peraturan perundang-undangan seperti: Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial danKeputusan Menteri Tenaga Ketja
Dan  Transmigrasi ~ Republik  Indonesia ~ Nomor:
KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu serta Putusan Hakim
Pengadilan Hubungan Industrial yang terkait dengan perkara
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian
Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Penulisis melakukan analisis terhadap permasalahan
dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum
serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan
menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya
dinamakan data sekunder. Bahan kepustakaan yang mengikat

50 Abdulkadit Muhammad menyatakan bahwa studi pustaka adalah
pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber
dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
Tihat Abdulkadit Muhammad, Hukunz dan Penelitian Hukum, Cetakan. 111, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 81.

Mangaraja Manurung 25



yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder.
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Ketentuan Tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu Menjadi Perjanjian Kerja

Waktu Tidak Tertentu Menurut Hukum
Ketenagakerjaan

A. Perjanjian Kerja
Secara hukum umum (lex  gemeralis) pengertian
perjanjian telah diaturyakni pada ketentuan Pasal 1313
KUHPerdata: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang lain atau lebih”.
Secara hukum khusus (lex  specialist) pengertian

Perjanjian Kerja menurut ketentuan Pasal 1 angka 14
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan :
“Perjanjian Kerja adalah petjanjian antara peketja/buruh
dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-
syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. Selanjutnya
pada ketentuan Pasal 1 angka 15 dinyatakan : “Hubungan
kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyali unsur
pekerjaan, upah dan perintah. Ketentuan Pasal 50 Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa
hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara
pengusaha dan pekerja atau buruh.

Hubungan kerja yang dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini adalah suatu perikatan
kerja yang bersumber dari perjanjian, tetapi tidak mencakup
perikatan kerja yang bersumber dari undang-undang.
Ketentuan perjanjian kerja yang ada hubungan ketja atau
ketenagakerjaan bukan merupakan bagian dari hukum
perjanjian, oleh karena itu dikatakan bahwa ketentuan
perjanjian kerja bukan hukum pelengkap. Hal ini berarti
ketentuan perjanjian kerja bersifat memaksa artinya
ketentuan perjanjian kerja dalam hukum ketenagakerjaan
tersebut wajib ditaati atau diikuti. >'

Soepomo memberikan defenisi mengenai hubungan

keftja, yaitu : >

51 Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan 2003, Ghalia Indonesia, Jakarta,
2004, halaman 70.

52 Imam Soepomo, Hukum Perburnban Bidang Hubungan Kerja,
Djambatan, Jakarta, 2001, halaman 1.
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“Suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang

majikan, dimana hubungan kerja itu terjadi setelah

adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak.

Mereka terikat dalam suatu perjanjian, di satu pihak

pekerja bersedia bekerja dengan menerima upah dan

pengusaha mempekerjakan pekerja dengan buruh
dengan memberi upah”.

Dengan demikian, adanya hubungan kerja ini maka
lahirlah perjanjian kerja. Hubungan kerja terjadi apabila
seorang (karyawan, pekerja, atau pegawai) menyediakan
keahlian dan tenaganya untuk orang lain (majikan atau
pimpinan) sebagai imbalan sejumlah uang. Hubungan kerja
tersebut harus dilakukan secara teratur dan terus menerus,
untuk membedakannya dengan keadaan bahwa seorang
kontraktor bebas membuat perjanjian hanya untuk suatu
pekerjaan tertentu, kemudian ia pergi dan menjual jasanya
di tempat lain. Pekerjaan itu dapat dilakukan selama jangka
waktu tertentu dan tidak tertentu, lama atau singkat, atau
sampal suatu pekerjaan tertentu itu diselesaikan, tetapi pada
umumnya pihak-pihak lebih terikat secara teratur.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka di
dalam perjanjian kerja harus dipenuhi 3 (tiga) unsur, yakni
sebagai berikut :

1. Ada orang di bawah pimpinan orang lain. Dalam
petjanjian kerja, adanya unsur “perintah”, kedudukan
kedua belah pihak tidaklah sama yaitu pihak yang satu
kedudukannya di atas (pihak yang memerintah), sedang

53 S.B. Marsh dan J. Soulsby dialih bahasa oleh Abdulkadir Muhamad,
Hukum Peyjanjian, PT. Alumni, Bandung, 2006, halaman 314.
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pihak lain kedudukannya di bawah (pithak yang
diperintah). Kedudukan yang tidak sama ini disebut
hubungan sub-ordinansi serta ada yang menyebutkan
hubungan kedinasan;

2. Penuaian kerja maksudnya melakukan “pekerjaan”. Di
sini tidak dipakai istilah melakukan pekerjaan sebab
istilah tersebut mempunyai arti ganda. Istilah melakukan
pekerjaan dapat berarti persewaan tenaga kerja atau
penuaian kerja. Dalam persewaan tenaga kerja yang
tersangkut dalam kerja adalah tenaga manusia, sehingga
upah sebagai kontraprestasi dipandang dari sudut
ckonomi. Dalam penuaian ketja, yang tersangkut dalam
kerja adalah manusia itu sendiri sehingga upah sebagai
kontraprestasi dipandang dari sudut sosial ekonomis; >

3. Adanya “upah”, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 30
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah : “Hak
peketja/buruh  yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau
pemberi ketja kepada peketja/buruh yang ditetapkan
dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,
termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya
atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan
dilakukan”.

Dengan dipenuhinya 3 (tiga) unsur tersebut, maka
perjanjian yang memenuhi unsur adanya perintah, pekerjaan

dan upah disebut petrjanjian kerja. Adapun pihak yang

5 Tihat, A. Ridwan Halim dan Sti Subiandini Gultom, Sarz Hukum
Perburmban Aktnal, PT. Pradnya Paramita, 1987, halaman 1.
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memerintah disebut pengusaha atau pemberi kerja, sedang
pihak yang diperintah disebut peketja/buruh. *

Kajian terhadap ketentuan unsur-unsur perjanjian
kerja ini, maka di dalam perjanjian kerja jelaslah kedudukan
pekerja dengan pengusaha tidak mungkin sederajat dari segi

jabatan, sosial dan ekonomi.

. Syarat Petjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu
(PKWT) lazimnya disebut dengan perjanjian kontrak atau
perjanjian kerja tidak tetap. Status pekerjanya adalah pekerja
tidak tetap atau pekerja kontrak atau pekerja uotsourcing atau
pekerja harian lepas.

Sebagaimana perjanjian kerja pada umumnya PKWT
harus memenuhi syarat-syarat materil dan formil agar
petjanjian dapat mengikat dan menjadi undang-undang bagi
para pihak yang membuatnya. Berikut adalah tentang
syarat-syarat PKWT menurut ketentuan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan pelaksananya.

1. Syarat Materil
Syarat-syarat materil yang harus dipenuhi adalah
sebagaimana tertera pada ketentuan Pasal 52 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, yang menetapkan perjanjian kerja
termasuk PKWT dibuat atas dasar :
a. Kesepakatan kedua belah pihak;

55 F.X. Djumialdji, Peyianjian Keyja, Opeit, halaman 9.
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b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan
hukum;

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan
dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan
perundang-undangan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ditetapkan, apabila syarat huruf (a) dan
(b) berupa syarat subjektif tidak dipenuhi maka
perjanjian kerja (PKWT) dapat dibatalkan, yaitu dengan
permohonan atau gugatan ke Pengadilan Hubungan
Industrial, sedangkan apabila perjanjian kerja (PKWT)
bertentangan dengan syarat huruf (c) dan (d) berupa
syarat objektif maka secara otomatis petjanjian yang
dibuat adalah batal demi hukum.

Akibat tidak dipenuhinya syarat objektif hukum ini
telah ditetapkan oleh undang-undang Ketenagakerjaan
yakni secara mutatis mutandis batal demi hukum, akan
tetapi di dalam praktek hal ini juga akan mengalami
kendala, sebab siapa yang berwenang menilai dan
menyatakan batal demi hukum, oleh karena itu hal ini
juga harus dimintakan oleh pihak yang dirugikan yakni
pekerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial agar
menyatakan PKWT batal demi hukum, sebab lembaga
inilah yang memiiki kewenangan untuk menetapkannya.

Berikutnya akan dikaji syarat subjektif dan objektif
keabsahan PKWT sebagaimana dimaksud ketentuan
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Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan.

a. Syarat Subjektif berupa: Kesepakatan kedua belah
pihak dan Kemampuan atau kecakapan melakukan
perbuatan hukum.

Apabila  ditinjau  ketentuan = Pasal 1320
KUHPerdata, maka syarat materil sahnya suatu
perjanjian pada umumnya adalah sama dengan
perjanjian kerja yang diatur dalam ketentuan Pasal 52
ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Menurut KUHPerdata,
kedudukan para pihak adalah sama atau sederajat,
akan tetapi di dalam perjanjian kerja sebagaimana
telah diuraikan di atas, tidak ada kesamaan
kedudukan antara peketrja/buruh yang diperintah
dengan pengusaha sebagai pihak yang memerintah
dan memberi upah, schingga apabila dikaji lebih
mendalam, terdapat perbedaan yang prinsip antara
perjanjian pada umumnya dengan perjanjian kerja
pada khususnya, merupakan suatu kenyataan yang
tidak bisa dipungkiri. Hal ini disebabkan jika di dalam
suatu petrjanjian pada umumnya antara pihak yang
membuatnya mempunyai derajat dan kondisi yang
sama serta mempunyal hak dan kewajiban yang
seimbang. Namun tidak demikian halnya dalam
ketentuan tentang perjanjian kerja, karena para pihak
yang mengadakan perjanjian kerja, walaupun pada

prinsipnya mempunyai kedudukan dan derajat yang
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sama dan seimbang, akan tetapi dikarenakan berbagai
aspek yang melingkari di sekelilingnya maka
kenyataan menunjukkan bahwa kedudukan dan
derajat bagi pihak yang mengadakan perjanjian kerja
tersebut menjadi tidak seimbang. *°

Berdasarkan uraian di atas, maka kesepakatan
para pihak di dalam perjanjian kerja sulit diwujudkan
sebagaimana dalam perjanjian pada umumnya, sebab
kedudukan yang tidak seimbang dari segi sosial dan
ckonomis. Disamping itu dengan banyaknya angka
pengangguran di Indonesia, maka pencari kerja acap
kali tidak mementingkan jenis pekerjaannya apakah
sesuai dengan kemampuannya atau tidak, yang
terpenting dapat pekerjaan. Kedudukan yang tidak
seimbang ini juga yang memberi peluang bagi
pengusaha menjadi lebih leluasa untuk menetapkan
petjanjian kerja untuk waktu tertentu, sebagaimana
dalam praktek dunia usaha. Oleh karena itulah dapat
dipahami bahwa syarat dan ketentuan perjanjian kerja
khususnya perjanjian kerja waktu tertentu yang telah
diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan beserta
peraturan pelaksananya adalah bersifat memaksa
(dwingenrecht) yang harus dipatuhi oleh pengusaha.

Dari uraian di atas, maka dapat diterima bahwa
alasan pemerintah melegalkan sistem kerja dengan

perjanjian  kerja waktu tertentu adalah untuk

27.

56 Djumadi, PejanjianKerja, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman
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menuntaskan masalah pengangguran. Hal ini dapat
dilihat bahwa sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
baru ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, walaupun
dengan batasan-batasan yang tidak terlalu ketat. Pada
undang-undang sebelumnya yaitu pada Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Kerja dan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang
Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, hubungan
kerja tidak tetap tersebut tidak ada diatur, sebaliknya
juga tidak ada dilarang, sehingga kalau terjadi
hubungan kerja kontrak dikarenakan masyarakat
menggunakannya sebagai suatu kebiasaan.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan
landasan yuridis yang lebih kuat terhadap sistem
kerja kontrak dibandingkan dengan undang-undang
sebelumnya. Hal ini dapat terlihat bahwa Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu terdapat pengaturan tersendiri
dalam sub bab tentang hubungan kerja, kemudian
dibuat pula peraturan pelaksananya yaitu Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP.100/MEN/VI1/2004.

Mengenai syarat subjektif berupa kemampuan
atau kecakapan melakukan perbuatan hukum dari
pihak-pihak dalam PKWT yakni pekerja dan

pengusaha/perusahaan. Kemampuan dan kecapakan
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melakukan perbuatan hukum ini berkaitan dengan
usia dan bentuk usaha dari perusahaan pengusaha.
Bila berdasarkan kecapakan orang (natuurljke
persoon) untuk melakukan perbuatan hukum maka
dipedomani ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, yakni
telah dewasa (telah berusia di atas 21 tahun atau di
bawah 21 tahun tetapi telah/pernah menikah), tidak
di bawah pengampuan dan tidak kurang ingatan.
Dalam praktek sering terjadi adanya pekerja
anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 telah  melarang  pengusaha
mempekerjakan anak, ketentuan ini dikecualikan bagi
anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai
dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan
pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu
perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial
sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan syarat
sebagaimana tertera dalam Ayat (2):
1) Harus ijin orang tua atau wali;
2) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang
tua atau wali;
3) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu
waktu sekolah;
4) Keselamatan dan kesehatan kerja;
5) Adanya hubungan kertja yang jelas, dan
0) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
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Ayat (3): ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi
anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Untuk Pengusaha, dapat dipedomani ketentuan
umum Pasal 1 angka 5 bahwa Pengusaha adalah :
orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum
yang menjalankan suatu perusahaan, dengan
demikian subjek hukum pegusaha adalah : manusia
(natunriljjke persoon), persekutuan berupa Firma atau
CV dan badan hukum berupa Perseroan Terbatas,
Koperasi dan Yayasan. Dengan demikian syarat
kecakapannya melakukan perbuatan hukum adalah
sesuai ketentuan KUHPerdata sebagaimana telah
diuraikan di atas, KUHDagang, Undang-Undang
Perseroan Terbatas, Undang-Undang Yayasan dan
Peraturan perundang-undangan tentang Koperasi.

Setelah menelusuri ketentuan Pasal 64 sampai
dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 ternyata ada diatur tentang dibukanya peluang
PKWT dalam hubungan kerja atau petjanjian ketja
antara perusahaan penerima pekerjaan dengan
peketja/buruh dan antara perusahaan penyediaan jasa
peketja/buruh dengan peketja/buruh.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 65
ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003  ditetapkan untuk penyerahan sebagian
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain

dilaksanakan = melalui  perjanjian  pemborongan
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pekerjaan yang dibuat secara tertulis dan perusahaan
lain tersebut harus berbentuk badan hukum. Dengan
demikian subjek hukum perusahaan penerima
pekerjaan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan
dimasud haruslah berbadan hukum, oleh karenanya
kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan
Terbatas, Undang-Undang Yayasan dan ketentuan
hukum tentang Koperasi. Ketentuan Pasal 65 ayat (8)
ditetapkan apabila syarat subjektif berupa badan
hukum ini ini tidak terpenuhi, maka demi hukum
status hubungan kerja peketja/buruh  dengan
perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi
hubungan ketja peketja/buruh dengan perusahaan
pemberi pekerjaan yang hubungan kerjanya sama
dengan perjanjian kerja antara penerima pekerjaan
dengan peketja/buruh yang dapat berupa PKWT.
Dari ketentuan di atas, walaupun Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur tentang
akibat hukum tidak dipenuhinya syarat subjektif
perusahaan penerima pekerjaan harus berbadan
hukum,  schingga  hubungan  kerja  antara
peketja/butuh dengan  perusahaan  penerima
peketjaan dengan peketja/buruh beralih demi hukum
menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi
peketjaan, akan tetapi status peketja/buruh tidak
berubah, tetap berpeluang menjadi pekerja kontrak
yang diikat dengan PKWT, sebagaimana ditetapkan
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oleh Pasal 65 ayat (9) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003.

Ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf a dan b
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 membuka
peluang adanya PKWT antara perusahaan penyedia
jasa tenaga ketja dengan peketja/buruh. Dalam Pasal
66 ayat (3) diharuskan untuk perusahaan penyedia
jasa pekerja/buruh merupakan badan usaha yang
berbentuk badan hukum dan memiliki izin dari
instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan. Apabila tidak dipenuhi, maka demi
hukum status hubungan ketja antara peketja/buruh
dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih
menjadi hubungan ketja antara peketja/buruh dan
perusahaan pemberi pekerjaan. Ketentuan ini sama
dengan kajian di atas, dimana status peketja/buruh
tidak berubah tetapi tetap berpeluang menjadi pekerja
kontrak yang diikat dengan PKWT.

Selanjutnya di dalam ketentuan organik PKWT
yakni Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor :
KEP.100/VI/2004 tentang PKWT, pada Pasal 10
dan 11 ditemukan adanya Perjanjian Kerja Harian
Lepas, akan tetapi tidak diatur mengenai subjek
hukum perusahaannya harus badan hukum, oleh
karena itu dapat berupa perusahaan perorangan,

persekutuan dan badan hukum.
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b. Syarat Objektif berupa: Adanya pekerjaan yang

diperjanjikan  dan  pekerjaan  tersebut  tidak

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan,

dan peraturan perundang-undangan.

Syarat objektif ini berkaitan dengan jenis dan
sifat pekerjaan yang harus dipenuhi dalam PKWT
telah diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003, yakni sebagai berikut:

1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya
dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang
menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya
akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

a) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang
sementara sifatnya;

b) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya
dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling
lama 3 (tiga) tahun;

c) Pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk
baru, kegiatan baru, atau produk tambahan
yang masih dalam percobaan atau penjajakan;

2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat
diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat
diperpanjang atau diperbaharui;

4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan
atas jangka waktu tetentu dapat diadakan untuk
paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh
diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu
paling lama 1 (satu) tahun.
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5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang
perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling
lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu
tertentu  berakhir  telah ~ memberitahukan
maksudnya secara tertulis kepada peketja/buruh
yang bersangkutan.

6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya
dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang
waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian
kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan
perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh
dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua)
tahun.

7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak
memenuhi  ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (50, dan ayat
(6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja
waktu tidak tertentu.

Pekerjaan yang bersifat tersebut di atas,
ditegaskan lagi dalam Penjelasan ketentuan pasal
dimaksud, yakni pekerjaan yang sifatnya terus
menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu
dan merupakan bagian dari suatu proses produksi
dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan
musiman. Pekerjaan yang bukan musiman adalah
pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu
kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan
pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus,
tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari

suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau
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pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi

tertentu  maka pekerjaan  tersebut merupakan

pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan
tetap sehingga dapat menjadi objek perjanjian kerja
waktu tertentu. >’

Dari ketentuan-ketentuan di atas maka sifat
dan jenis pekerjaan menjadi ukuran untuk
menentukan suatu perjanjian kerja waktu tertentu.
Agusmidah mengatakan bahwa pengaturan tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan menimbulkan pengertian ganda
sekaligus perbedaan tafsit dalam merumuskan
pekerjaan kontrak, apakah menurut jangka waktunya
atau menurut selesainya pekerjaan, sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, pengertian ganda tersebut dapat
dilihat dalam hal : **

1) Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Apakah
pekerjaan menurut jangka waktu atau menurut
selesainya pekerjaan. Menurut jangka waktu, tidak
mempersoalkan apakah pekerjaan yang dikerjakan
oleh pekerja bersifat tetap atau tidak tetap. Banyak

57 Lihat Penjelasan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

58 Agusmidah, Politik Hukum dalam Hukun Ketenagakerjaan Berdasarkan
Peraturan Pernnd, i Ketenagakerjaan, Disertasi, PPS USU, Medan, 2006.
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pekerjaan yang dilakukan dengan sistem PKWT
namun bentuk pekerjaannya adalah pekerjaan inti
(penulis : core bussiness) yang juga dilakukan pekerja
yang berstatus tetap. Dengan kata lain batasan
yang diberikan oleh Undang-Undang tentang
PKWT telah ditafsirkan secara sepihak oleh
kalangan pengusaha yang hanya berpegang pada
bunyi Pasal 56 ayat (2);

2) Aturan pembaruan perjanjian Pasal 59 ayat (6)
digunakan sebagai dasar untuk terus menerus
menggunakan  pekerja  kontrak  meskipun
pekerjaan yang dilakukan adalah jenis peketrjaan
inti dan tetap.

Dalam multi tafsir inilah dapat dikatakan
bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan membuka peluang dan
kesempatan bagi pengusaha yang akan menggunakan
sistem kerja kontrak dengan lebih leluasa di dalam
dunia usaha. Hal ini didukung pula dengan kondisi
pasar kerja yang sedikit dibanding tersedianya banyak
tenaga kerja potensial, sehingga pengusaha dapat
dengan mudah melakukan penggantian pekerja
kontrak lama dengan yang baru tanpa harus
membayar kompensasi hak-hak normatif
sebagaimana dalam hal status pekerja tetap.

Agar multitafsir ini dapat dihindari, maka perlu
dianalisis dan ditetapkan secara tegas atau setidaknya

Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat
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menemukan hukumnya, yakni tentang hal-hal

berikut :

1) Kategori pekerjaan tetap dan tidak tetap;

2) Kategori pekerjaan inti dan penunjang;

3) Syarat perpanjangan dan pembaruan PKWT; dan

4) Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran poin-poin
di atas;

Dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP.100/MEN/V1/2004 disebutkan bahwa dalam
PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau
sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan
atas selesainya pekerjaan tertentu dan dibuat untuk
paling lama 3 (tiga) tahun. Apabila pekerjaan tersebut
dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan,
maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat
selesainya peketjaan.

Pada Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 ditetapkan pekerjaan yang dapat
diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut :

1) Dilakukan secara terpisah dilakukan secara
terpisah dari kegiatan utama;

2) Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak
langsung dari pemberi pekerjaan;

3) Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara
keseluruhan; dan

4) Tidak menghambat proses produksi barang secara
langsung.
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Selanjutnya dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 ditetapkan PKWT
tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan.
Hakekat masa percobaan adalah masa atau waktu
untuk menilai kinerja dan loyalitas serta keahlian
seorang pekerja, sebelum diangkat menjadi pekerja
tetap. Apabila pengusaha menilai selama masa
percobaan pekerja tidak layak diangkat menjadi
pekerja, maka pengusaha dapat mengakhiri hubungan
kerja secara sepihak tanpa harus meminta ijin atau
penetapan dari lembaga yang berwenang. Dengan
demikian masa percobaan ini hanya diberlakukan
untuk pengangkatan pekerja tetap yang diikat dengan
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sebagaimana
ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang
Ketenagakerjaan lamanya masa percobaan adalah
selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan wuraian di atas, maka adanya
larangan masa percobaan dalam PKWT dapat
diterima karena masa PKWT berlangsung relatif
singkat dan status pekerja adalah tidak tetap. Oleh
karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ditetapkan
bahwa pelanggaran atas syarat masa percobaan ini
mengakibatkan PKWT batal demi hukum.

Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 menegaskan : syarat-syarat kerja yang
dimuat dalam PKWT tidak boleh lebih rendah dari
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syarat-syarat kerja yang dimuat dalam peraturan
perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila
syarat-syarat perjanjian kerja tersebut lebih rendah
maka syarat-syarat yang berlaku adalah yang termuat
dalam peraturan perundang-undangan atau Perjanjian
Kerja Bersama (PKB).

2. Syarat Formil

Dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-
Undang  Nomor 13 Tahun 2003  tentang
Ketenagakerjaan disyaratkan PKWT harus dibuat tertulis.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin atau
menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan
dengan berakhirnya kontrak kerja.

Selanjutnya dalam Pasal 13 Keputusan Menteri
Tenaga Kerja Nomor KEP.100/VI/2004 disebutkan
bahwa PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada
instansi  yang  bertanggung  jawab di  bidang
ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan.
Oleh karena ketentuan tentang pendaftaran adalah wajib,
maka menurut hukum sanksinya adalah PKWT yang
tidak didaftar belum memiliki keabsahan formil.
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Syarat-syarat formil lainnya yang harus
dipenuhi oleh suatu kesepakatan kerja tertentu adalah
sebagai berikut
a. Kesepakatan kerja dibuat rangkap 3 (tiga), masing-

masing digunakan untuk pekerja, pengusaha dan
Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat yang
masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama;

b. Kesepakatan kera harus didaftarkan pada Kantor
Departemen Tenaga Kerja setempat, selambat-
lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak
ditandatanagani kesepakatan kerja tertentu;

c. Biaya yang timbul akibat pembuatan kesepakatan
kerja tertentu semuanya ditanggung pengusaha;

d. Kesepakatan kerja tertentu harus memuat identitas
serta hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagai
berikut :*

1)  Nama dan alamat pengusaha atau perusahaan;
2)  Nama, alamat, umur dan jenis kelamin pekerja;
3) Jabatan atau jenis/macam peketjaan;

4)  Besarnya upah serta cara pembayaran;

5) Hak dan kewajiban pekerja;

6) Hak dan kewajiban pengusaha;

7)  Syarat-syarat kerjanya;

8) Jangka waktu berlakunya kesepakatan ketja;

9) Tempat atau alokasi kerja;

67

5 Djumadi, Perjanjian Kerja, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman

0 Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagaketjaan.
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10) Tempat dan tanggal kesepakatan kerja dibuat
serta tanggal berlakunya; dan

11)  Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

3. Spesifikasi Pekerjaan dalam PKWT

Sebagaimana yang diuraikan di atas adanya
peluang multi tafsir dalam kategori pekerjaan tetap dan
tidak tetap, pekerjaan inti dan penunjang dapat
menimbulkan penyimpangan dalam praktek.

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004
terdapat beberapa pasal yang mengatur spesifikasi
pekerjaan yang dapat dilakukan dengan PKWT antara
lain dalam Pasal 3 dan Pasal 12, yakni :

a. PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau
sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama

3 (tiga) tahun, harus memuat antara lain :*'

1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau
sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan
atas selesainya pekerjaan tertentu.

2) Jangka waktunya paling lama 3 (tiga) tahun.

3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan
maka PKWT tersebut dapat diselesaikan lebih
cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT tesebut

putus demi hukum pada saat pekerjaan selesai.

61 Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Ketja dan Transmigrasi Nomor :

KEP.100/MEN/VI/2004
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4) Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya
pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan
suatu pekerjaan dinyatakan selesai.

5) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya
pekerjaan tertentu namun karena kondisi pekerja
tersebut belum dapat diselesaikan dapat dilakukan
pembaharuan PKWT.

6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dilakukan
setelah melebihi masa tenggang 30 (tiga puluh)
hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.

7) Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh hari) hari
tersebut tidak ada hubungan kerja antara
pekerja/buruh dan pengusaha.

8) Para pihak dapat mengatur hal lain yang
dituangkan dalam perjanjian.

b. PKWT untuk peketjaan yang sifatnya musiman : *

1) Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan
yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau
cuaca.

2) PKWT vyang dilakukan untuk pekerjaan tersebut
hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan
pada musim tertentu.

3) Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk
pekerjaan tersebut hanya diberlakukan untuk
peketja/buruh  yang  melakukan  peketjaan
tambahan.

4) Pengusaha yang mempekerjakan peketja/buruh
berdasarkan PKWT untuk peketja/buruh yang

62 Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Ketja dan Transmingrasi Nomor :
KEP.100/MEN/V1/2004.
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melakukan tambahan harus membuat daftar nama

peketja/buruh  yang  melakukan  peketjaan
tambahan.”’

c. PKWT untuk pekerja yang berhubungan dengan
produk baru :**

1) PKWT dapat dilakukan dengan peketja/buruh
untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan
dengan produk baru, kegiatan baru atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjajakan.

2) PKWT tersebut hanya dapat dilakukan untuk
jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 (satu)

tahun.
3) PKWT tersebut juga tidak dapat dilakukan
pembaharuan.

4) PKWT tersebut hanya boleh dilakukan bagi
peketja/buruh yang melakuka peketjaan di luar
peketjaan yang biasa dilakukan perusahaan.”

d. Petjanjian Ketja Harian Lepas :*

63 Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Ketja dan Transmingrasi Nomor :
KEP.100/MEN/VI/2004.

64 Pasal 7 Keputusan Menteri Tenaga Ketja dan Transmingrasi Nomor :
KEP.100/MEN/VI/2004.

%5 Pasal 9 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmingrasi Nomor :
KEP.100/MEN/VI/2004.

% Pasal 10 Keputusan Menteri Tenaga Ketja dan Transmingrasi Nomor :
KEP.100/MEN/VI/2004.

6 Pasal 11 Keputusan Menteri Tenaga Ketja dan Transmingrasi Nomor :
KEP.100/MEN/V1/2004.
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1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-
ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta
upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan
dengan perjanjian kerja harian lepas.

2) Perjanjian kerja harian lepas tersebut dilakukan
dengan ketentuan pekerja/buruh beketja kurang
dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu bulan).

3) Dalam hal peketja/buruh beketja 21 (dua puluh
satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-
turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas
berubah menjadi PKWTT.

4) Perjanjian kerja harian lepas yang memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam hal
tersebut dikecualikan dari ketentuan jangka waktu
PKWT pada umumnya. *’

Dari ketentuan di atas, maka ....masukkan Putusan MK

4. Jangka Waktu dan Berakhirnya PKWT

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah
menetapkan jangka waktu PKWT secara tegas pada
Pasal 59 ayat (3), batas maksimal yang boleh
diperjanjikan hanya 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang atau diperbaharui untuk satu kali saja dan
untuk waktu 1 (satu) tahun. Dengan demikian jangka
waktu PKWT tidak boleh melebihi 3 (tiga) tahun,
walaupun demikian karena alasan-alasan yang mendesak
untuk jenis pekerjaan tertentu dengan seizin Menteri

Tenaga Kerja ketentuan tersebut dapat dikesampingkan.
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Apabila  dikaji  pemisahan  aturan tentang
perpanjangan dan pembaharuan PKWT, tentu terdapat
perbedaan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
diuraikan di atas, maka perpanjangan PKWT adalah
melanjutkan hubungan kerja setelah jangka waktu
PKWT berakhir, jadi tidak terjadi pemutusan hubungan
kerja. Sedangkan pembaharuan PKWT adalah adanya
hubungan kerja baru setelah PKWT pertama berakhir,
dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, jadi dalam
pembaharuan PKWT terjadi pemutusan hubungan kerja
yakni selama 30 (tiga) puluh hari.

Berakhirnya ~ PKWT  adalah  sebagaimana
berakhirnya hubungan kerja yang diikat dengan
perjanjian kerja, maka terdapat beberapa kemungkinan,
yaitu :*

a. Pekerja meninggal dunia;

b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau
penetapan  lembaga  penyelesaian  perselisihan
hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; atau

d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang
dicantumkan dalam perjanjian  kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat
menyebabkan berakhirnya hubungan ketja.

Di sisi  lain, berakhirnya PKWT  dapat
dikulifikasikan karena diakibatkan oleh ketentuan

%8 Pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagaketjaan.
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perundang-undangan yakni berakhir demi hukum dan
karena diakhiri secara sepihak oleh salah satu pihak, baik
pekerja atau pihak pengusaha.

C. Perubahan PKWT menjadi PKWTT
Dari uraian ketentuan perundang-undangan tentang

PKWT sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diketahui

apabila PKWT tidak dipenuhi syaratnya PKWT dapat

berubah menjadi PKWTT. Berikut akan diuraikan bilamana

PKWT menjadi PKWTT sebagaimana Pasal 15 Keputusan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

KEP.100/V1/2004;

1. PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan
huruf Latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya
hubungan kerja.

2. Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal
5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak
adanya hubungan kerja. *

3. Dalam hal PKWT dilakukan untuk peketjaan yang
berhubungan dengan produk baru menyimpang dari
ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), maka PKWT
berubah ~ menjadi  PKWTT  sejak  dilakukan
penyimpangan.”’

4. Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya

©  Lihat Pasal 4 ayat (2) Kepmenakertrans  No.
KEP.100/MEN/Vi/2004: Pasal 5 ayat (2) :”

70 Lihat Pasal 8 ayat (2) dan (3) Kepmenakertrans No.
KEP.100/MEN/VI/2004.
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perpanjangan  PKWT dan tidak diperjanjikan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT
berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya
syarat PKWT tersebut.

5. Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja
terhadap  pekerja/buruh  dengan hubungan ketja
PKWTT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4), maka hak-hak peketja/buruh dan
prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan bagi PKWTT.

Walaupun ketentuan perundang-undangan telah
mengatur tentang perubahan PKWT menjadi PKWTT,
maka seharusnya demi hukum harus secara mutatis
mutandis berubah, akan tetapi di dalam praktek hal ini juga
akan mengalami kendala, sebab siapa yang berwenang
menilai dan menyatakan perubahan tersebut, oleh karena
itu hal ini juga harus dimintakan oleh pihak yang dirugikan
yakni pekerja kepada Pengadilan Hubungan Industrial agar
menyatakan PKWT demi hukum menjadi PKWTT, sebab
lembaga inilah yang memiliki kewenangan untuk
menetapkannya.

Permohonan perubahan PKWT menjadi PKWTT ini
dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Disinilah Hakim Pengadilan Hubungan Industrial harus
dapat membangun konstruksi hukum yang benar dan adil
di dalam pertimbangannya, baik dari segi yuridis, maupun
dari segi sosiologis dan filosofis, dari mulai jenis dan sifat
pekerjaan, jangka waktu sehingga PKWT menjadi PKWTT.
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D.Jaminan Perlindungan Pekerja Outsourcing

Peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan
sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 adalah mengatur dan mempunyai banyak
dimenasi serta keterkaitan, dimana keterkaitan itu tidak
hanya dengan kepentingan tenaga kerja selbelum, selama,
dan sesudah bekerja, tetapi juga keterkaitan dengan
kepentingan pengusha, pemerintah dan masyarakat.
Hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) dan penyerahan sebagian pekerjaan
kepada perusahaan lain, yang umum dikenal dengan
uotsonrcing, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 serta Pasal 66
Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah dalam rangka
memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara
Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,
sebagaimana dimanatkan oleh Pasal 27 ayat 2) UUD 1945,
juga dalam rangka memberika perlakuan yang adil dan layak
bagi semua warga negara dalam hubungan kerja guna
mendapatkan imbalan yang setimpal dengan pekerjaan yang
dilaksanakannya.

Hubungan kerja antara buruh dengan perusahaan
penerima borongan atau dengan perusahaan penyedia jasa
yang melaksanakan pekerjaan pada perusahaan lain,
sebagaimana diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mendapat
petlindungan ketja dan syarat-syarat yang sama dengan
perlindungan dan syarat-syarat kerja pada perusahaan

pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan yang
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berlaku. Dengan adanya ketentuan tentang petlindungan
hak-hak pekerja outsourcing yang sama dengan pekerja tetap,
maka sistem oufsourcing bukanlah merupakan wodern slavery
dalam proses produksi.

Selanjutnya datri sisi lain, posisi peketja/buruh
outsourcing dalam  hubungannya dengan perusahaan
outsourcing, baik perusahaan outsounrcing yang melaksanakan
sebagian pekerjaan dengan perjanjian pemborongan
pekerjaan,  maupun  perusahaan  oufsourcing  yang
menyediakan jasa peketja/buruh, akan menghadapi
ketidakpastian kelanjutan kerja apabila hubungan kerja
antara  peketja/buruh  dengan perusahaan  dilakukan
berdasarkan PKWT vide Pasal 65 ayat (7) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003. Akibatnya pekerja harus
menghadapi  resiko  tidak  mendapatkan  pekerjaan
selanjutnya karena pekerjaan borongan atau perusahaan
penyedia jasa pekerja tidak lagi mendapat kontrak
perpanjangan dari perusahaan pemberi ketja.

Selain  adanya ketidak adanya ketidakpastian
mengenai kelanjutan pekerjaan, pekerja akan mengalami
ketidakpastian masa kerja yang telah dilaksanakan karena
tidak diperhitungkan secara jelas akibat sering bergantinya
perusahaan penyedia jasa outsourcing, sehingga berdampak
pada hilangnya kesempatan pekerja owutsourcing untuk
memperoleh pendapatan dan tunjangan yang sesuai dengan
masa kerja dfan pengabdiannya.

Walaupun terdapat perlindungan kerja dan syarat-
syarat kerja sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (4) Undang-
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Undang Nomor 13 Tahun 2003, akan tetapi tidak ada
jaminan bahwa perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja
tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, ketidakpastian
nasib pekerja sehubungan dengan peketrjaan outsourcing
tersebut, terjadi karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tidak memberi jaminan kepastian bagi pekerja
outsonrcing untuk bekerja dan mendapat imbalan serta
perlakuan yang layak dalam hubungan kerja dan tidak
adanya jaminan bagi pekerja untuk mendapat hak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,
sehingga esensi perburuhan #o protect the workers terabaikan.
Di sisi lain, penyerahan sebagian pelaksanaan
pekerjaan  kepada perusahaan lain melalui perjanjian
pemborongan pekerjaan secara tertulis atau melalui
perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (perusahaan
outsonrcing) adalah kebijakan usaha yang wajar dari suatu
perusahaan dalam rangka efisiensi usaha. Akan tetapi harus
dipastikan bahwa hubungan kerja antara pekerja dengan
perusahaan outsourcing dilaksanakan dengan tetap menjamin
petlindungan atas hak-hak pekerja, dan penggunaan model
outsonrcing tidak disalah gunakan oleh perusahaan hanya
untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan tanpa
memperhatikan bahkan mengorbankan, hak-hak pekerja.
Jaminan dan perlindungan demikian tidak  dapat
dilaksanakan dengan baik hanya melalui perjanjian kerja
yang mengikat antara perusahaan dengan pekerja

berdasarkan PKWT karena pekerja berada pada posisi
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tawar yang lemah akibat banyaknya pencari pekerja atau over
supply tenaga kerja.

Oleh karena itu untuk menghindari perusahaan
melakukan eksploitasi pekerja hanya untuk kepentingan
keuntungan bisnis tanpa memperhatikan jaminan dan
perlindungan atas hak-hak pekerja untuk mendapatkan
pekerjaan dan upah yang layak, dan untuk meminimalisasi
hilangnya hak-hak konstitusional para pekerja outsourcing,
perlu ditetapkan perlindungan dan jaminan hak bagi pekerja.

Dalam Putusan Mahkamah Konstirusional Nomor
27/PUU-IX/2011 tertanggal 17 Januari 2012, dalam
pertimbangan hukumnya memberikan dua model yang
dapat dilaksanakan untuk melindungi hak-hak pekerja.
Pertama, dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara
pekerja dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan
outsourcing tidak berbentuk PKWT. Kedua, menerapkan
prinsip pengalihan tindakan petlindungan bagi pekerja
(Transfer of Underking Protection of Employment atau TUPE)
yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan
outsoncing. .

Melalui model yang pertama tersebut, hubungan keja
antara pekerja dengan perusahaanyang melaksanakan
peketjaan  outfsoncing  adalah  konstitusional  sepanjang
dilakukan berdasarkan PKWTT secara tertulis. Model
kedua yang diterapkan, dalam hal hubungan kerja antara

pekerja dengan perusahaan yang melakukan pekerjaan

71 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX /2011 tertanggal
17 Januati 2012, halaman 44.
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outsonrcing berdasarkan PKWT maka pekerja harus tetap
mendapat perlindungan atas hak-haknya sebagai pekerja
dengan  menerapkan  prinsip  pengalihan  tindakan
perlindungan bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan
yang melaksanakan pekerjaan  outsourcing.  Pengalihan
perindungan pekerja diterapkan untuk melindungi para
peketja  outsourcing dari  kesewenang-wenangan  pihak
pemberi kerja. Dengan menerapkan prinsip pengalihan
perlindungan, maka ketika perusahaan pemberi kerja tidak
lagi memberikan pekerjaan borongan atau penyediaan jasa
pekerja kepada suatu perusahaa owfsourcing yang lama dan
memberikan pekerjaan  tersebut kepada perusahaan
outsourcing yang baru, maka selama peketjaan yang
diperintahkan untuk dikerjakan masih ada dan berlanjut,
perusahaan penyedia jasa baru tersebut harus melanjutkan
kontrak ketja yang telah ada sebelumnya, tanpa mengubah
ketentuan yang ada dalam kontrak tanpa persetujuan pihak
yang  berkepentingan,  kecuali  perubahan  untuk
meningkatkan keuntungan bagi pekerja karena bertam-
bahnya pengalaman dan masa kerjanya. Aturan ini tidak saja
hanya memberikan kepastian akan kontinutas pekerjaan
para  peketja  owutsourcing, tetapi juga memberikan
petlindungan terhadap aspek-aspek kesejahteraan lainnya,
karena dalam aturan tersebut para peketja outsourcing tidak
diperlakukan sebagai pekerja baru. Masa kerja yang telah
dilalui para pekerja outsourcing tersebut dianggap ada dan
diperhitungkan, sehingga para peketja outsourcing tersebut

dapat menikmati hak-hak sebagai pekerja secara layak dan
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proporsional. Melalui prinsip pengalihan perlindungan
tersebut,  kehilangan  atau  terabaikannya  hak-hak
konstitusional peketja outsourcing dapat dihindar.

Selanjutnya  kalaupun  pekerja  outsonrcing
diberhentikan dengan alasan pergantian perusahaan
pemberi jasa pekerja, maka para pekerja diberi kedudukan
hukum untuk mengajukan gugatan berdasarkan hal ini
kepada  Pengadilan ~ Hubungan Industrial  sebagai
perselisihan hak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
amar Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 27/PUU-
IX/2011 antara lain : Frasa “.. perjanjian ketrja waktu

<

tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “...perjanjian
kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD RI Tahun
1945 sepanjang dalam perjanjian ketja tersebut tidak
disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi
pekerja perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan
borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia

(13

jasa peketja/buruh. Frasa perjanjian  kerja waktu

<

tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “..petjanjian
kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan
adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi peketja yang

objek kerjanya tetrap ada, walaupun terjadi pergantian
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perusahaan yang melaksankan sebagian pekerjaan borongan
dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia bertentangan
dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang dalam perjanjian
ketja tersebut tidak disyaratkan peketja/buruh.
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Mekanisme dan Prosedur Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial dalam
Perkara PKWT Menjadi PKWTT

A. Pengertian dan Jenis Perselisihan Hubungan

Industrial

Pengertian  perselisthan ~ hubungan  industrial
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian
Perselisthan  Hubungan Industrial adalah perbedaan
pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara
pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh

atau  serikat pekerja/serikat  buruh katena adanya
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perselishan  mengenai  hak, perselisthan kepentingan,

perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan

antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Selanjutnya jenis perselisihan hubungan industrial

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2), (3), (4) dgan (5)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah sebagai
berikut :

1.

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena
tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan
pelaksanaan atau penafsiran  terhadap ketentuan
peraturan  perundang-undangan, perjanjian  kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul

dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian
pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan
syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian ketja,

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama,

. Perselishan  pemutusan  hubungan kerja  adalah

perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian
pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang
dilakukan oleh salah satu pihak.
Perselisihan antar setrikat peketja/serikat buruh adalah
perselisihan antar serikat peketja/serikat buruh dengan
setikat peketja/serikat buruh lain hanya dalam satu
perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham
mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban
keserikatpekerjaan.

Dari rumusan Undang-Undang tersebut di atas, maka

subjek hukum perselisthan hubungan industrial adalah
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pengusaha/gabungan pengusaha, peketja/buruh dan serikat
pekerja/serikat buruh.

Selanjutnya apabila dihubungkan dengan pokok
penelitian ini, maka perselisihan hubungan industrial antara
pekerja dan pengusaha tentang apakah Perjanjian suatu
Perjanjian Kerja merupakan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu atau Perjanjian Kerja Tidak Tertentu dapat
merupakan jenis perselisthan kepentingan karena tidak
adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau
perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam
perjanjian kerja.

Perselisihan kepentingan ini tetapi dapat pula disertai
perselisthan hak dan perselisihan pemutusan hubungan
kerja, karena jenis perjanjian kerja akan menentukan status
pekerja. Perselishan hak karena adanya perbedaan
pendapat akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau
penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan, PKWT dan PKWTT. Demikian pula apabila
terjadi pemutusan hubungan kerja, maka jenis PKWT dan
PKWTT ini akan berpengaruh terhadap cara berakhirnya
dan besarnya hak-hak normatif pekerja akibat pemutusan
hubungan kerja. Jadi ketiga jenis perselisihan ini akan dapat
saling berkaitan satu sama lain.

Perilaku  pengusaha adalah perilaku  ekonomi.
Proposisi ini bisa dilanjutkan bahwa pengusaha mencari
keuntungan secara ekonomi. Secara tekstual hukum
perburuhan sering membatasi kebebasan pengusaha dalam

memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, misalnya (1)
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hukum perburuhan menentukan mimimum upah, (2)
hukum perburuhan membatasi waktu ketja, (3) hukum
perburuhan mewajibkan jaminan sosial untuk pekerja, (4)
hukum perburuhan mewajibkan waktu istirahat, (5) hukum
perburuhan amat mempersulit pemutusan hubungan ketja,
(6) outsourcing amat dibatasi dan cenderung dilarang, dan
lain-lain.”

Jika pengusaha terhambat atau terhalang
mencapai tujuan ekonominya, maka hambatan atau
halangan tersebut tampak sebagai ketidakadilan bagi
pengusaha. Prosedur yang tidak mudah dengan
kemungkinan tidak bisa ditetapkan pemutusan hubungan
kerjanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tampak merupakan
ketidakadilan bagi pengusaha.

Perilaku pekerja adalah perilaku memperoleh upah
sebesar-besarnya dengan tenaga sckecil-kecilnya. Pasal 1
angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Ketenagakerjaan menegaskan bahwa “pekerja adalah setiap
orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan
dalam  bentuk lain”. Hambatan atau  halangan
pengoptimalan upah tampak merupakan ketidakadilan bagi
pekerja. Karakteristik perilaku pengusaha dan perilaku

72 Abdul Rachmad Budiono, 2013, Makalah : Pemyelksaian Perselisiban
Hubungan Industrial Dalam Perspeksif Socio-I egal, disampaikan pada  “Silaturrohim
Nasional Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial” di Hotel Garden
Palace, Surabaya, tanggal 6 April 2013.
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pekerja sering menyulitkan hakim dalam mengadilkan
putusannya.

Perilaku serikat peketja/serikat buruh. Pasal 1 angka
17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menegaskan bahwa serikat pekerja/serikat
buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk
peketja/buruh  baik di  perusahaan maupun di luar
perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri,
demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan,
membela, serta melindungi hak dan kepentingan
pekerja/butruh serta meningkatkan kesejahteraan
pekerja/buruh dan keluarganya.

Serikat pekerja adalah organisasi pekerja untuk
memperjuangkan, membela, dan melindungi hak pekerja.
Dalam fungsi ini serikat pekerja sering berpandangan
bahwa “benar” adalah milik buruh, sehingga serikat pekerja
sering berperilaku melampaui kewenangannya.

Kebenaran adalah kecocokan antara perbuatan
dengan norma hukum. Kebenaran bukan milik buruh saja
atau pengusaha saja, akan tetapi bagaimana menerapkan
hukum normatif ke dalam suatu perbuatan secara yuridis

normatif telah tepat dan berkeadilan.

. Prosedur Penyelesaian Perkara PKWT Menjadi
PKWTT

Berdasarkan Jenis Perselisthan Hubungan Industrial
sebagaimana diuraikan di atas, maka perselisthan tentang

apakah suatu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan

Mangaraja Manurung 67



68

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu merupakan perselisihan
kepentingan, hak dan pemutusan hubungan kerja yang
dapat berkaitan satu sama lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 Tentang Penyelesaian Perselisthan Hubungan
Industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
adalah merupakan kekhususan dari penyelesaian perkara
perdata umum, kekhususan dimaksud adalah harus
dilaluinya  penyelesaian tahap non litigasi barulah
perselisihan dapat dilanjutkan ke tahap litigasi/pengadilan.
Kekhususan ini pada hakekatnya adalah bahwa penyelesaian
perselisihan hubungan industrial mengutamakan melalui
perundingan atau musyawarah untuk mufakat antara
pekerja dengan pengusaha dibantu oleh pemerintah, apabila
tidak tercapai barulah melalui gugatan ke Pengadilan
Hubungan Industrial.

Berikut  adalah  uraian  tentang  mekanisme
penyelesaian perselisihan hubungan industrial baik di
tingkat non litigasi maupun litigasi.

1. Penyelesaian Di Tingkat Non Litigasi
a. Bipartit
Penyelesaian melalui Bipartit merupakan upaya

penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial
(perselisihan  hak, kepentingan, dan pemutusan
hubungan kerja (PHK), serta perselisthan antar
serikat peketja/buruh dalam satu perusahaan) yang
dilakukan secara dua pihak, yakni antara pihak
pengusaha dengan peketrja/buruh  atau  serikat
peketja/buruh.
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Ketentuan mengenai upaya Bipartit diatur
dengan tegas di dalam Undang- Undang Nomor 13
tahun 2003 yaitu pada Pasal 136 ayat (1). Menurut
pasal tersebut “Penyelesaian perselisihan hubungan
industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan
pekerja/buruh  atau serikat pekerja/buruh  secara
musyawarah dan mufakat”.

Lebih jelasnya diatur dalam hukum acara formil
yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
menyatakan “Perselisthan Hubungan Industrial wajib
diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui
perundingan Bipartit secara musyawarah untuk
mencapai mufakat”. Bipartit diberikan dalam tempo
30 (tiga puluh) hari, apabila tercapai kesepakatan
maka dituangkan dalam Perjanjian Bersama.
Perjanjian Bersama ini didaftarkan ke Pengadilan
Hubungan Industrial untuk mendapat akta bukti
pendaftaran, kegunaannya adalah untuk dapat
melakukan eksekusi oleh Pengadilan bilamana satu
pihak mengingkari Persetujuan Bersama tersebut.

Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para
pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan

penyelesaian ke tahap perundingan Mediasi.

b. Mediasi
Mediasi  merupakan  upaya  penyelesaian

perselisthan ~ kepentingan,  perselisthan  hak,

73 Sehat Damanik, 2006, Hukum Acara Perburuban, Cetakan ke 11, Dss
Publishing , Jakarta, hal. 24.
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perselisthan  PHK dan perselisthan antar serikat
pekerja/buruh melalui seorang mediator (perantara
dari dinas tenaga kerja). Dalam Undang -Undang
Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 8 disebutkan
“Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan
oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
kabupaten / kota”.

Tugas mediator adalah untuk melakukan
mediasi dan memberikan anjuran tertulis kepada para
pihak  yang  berperkara guna  menyelesaikan
perselisihan. apabila tidak tercapai kesepakatan.
Sebaliknya apabila tercapai kesepakatan, Mediator
wajib mengeluarkan Anjuran.

Waktu yang diatur dalam undang — undang
sampai dengan keluar anjuran adalah 30 hari, bila
tercapai kesepakatan akan dilanjutkan membuat
Persetujuan Bersama, dan Persetujuan Bersama ini
didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial
untuk mendapat akta bukti pendaftaran, kegunaannya
adalah untuk dapat melakukan eksekusi oleh
Pengadilan  bilamana satu pihak mengingkari
Persetujuan Bersama tersebut.

Apabila salah satu pihak tidak menerima

anjuran yang dikeluarkan oleh mediator diberikan
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waktu 10 (sepuluh hari) untuk memberikan jawaban
kepada Mediator.™

Risalah Perundingan Bipartit dan Mediasi ini
adalah salah satu syarat mengajukan gugatan ke
Pengadilan ~ Hubungan  Industrial  sebagaimana
ditetapkan dala ketentuan Pasal 83 Undang-Undang
Nomor 2 Tahu 2004.

. Konsiliasi

Lembaga konsiliasi merupakan lembaga pilihan.
Sebagai lembaga pilihan hanya dapat ditempuh
apabila kedua belah pihak yang berselisih sepakat
untuk mencari penyelesaian melalui  lembaga
Konsiliasi. Apabila upaya Bipartit gagal, maka para
pihak diberi kesempatan untuk memilih upaya
penyelesaian yang mereka inginkan. Apabila para
pihak tidak memilih salah satu dari upaya tersebut,
maka penyelesaian perselisihan hubungan industrial
wajib dilakukan melalui mediasi.

Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan
kepentingan perselisthan Pemutusan Hubungan
Ketja (PHK) dan perselisihan antar serikat/peketja
dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang
ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang
netral. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004 Pasal 17 sampai dengan Pasal 28.

"41bid,.
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d. Lembaga Abitrase

Lembaga Abitrase juga merupakan lembaga
yang hanya dapat menyelesaikan suatu Perselisihan
Hubungan Industrial (perselisihan kepentingan dan
perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh),
apabila pihak-pihak yang bersengketa bersepakat
untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui
arbitrase dan kesepakatan penyelesaian tersebut
biasanya dilakukan dalam bentuk perjanjian secara
tertulis.

Pendapat yang dikeluarkan Arbiter merupakan
putusan final dan mengikat, akan tetapi terhadap
putusan Arbitrasi dapat diajukan peninjauan kembali
ke Mahkamah Agung.

2. Di Tingkat Litigasi

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisthan Hubungan
Industrial ditetapkan bahwa: Pengadilan Hubungan
Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada
pada lingkungan peradilan umum, jadi pengadilan
hubungan industrial merupakan bagian khusus dari
peradilan umum.

Kewenangan dan tugas memeriksa dan memutus
dari pengadilan hubungan industrial ini ditetapkan dalam
Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu :
a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;

b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai

perselisihan kepentingan
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c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan
hubungan kerja

d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai
perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam
satu perusahaan.

Berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan
dengan jenis perselisihan PKWT menjadi PKWTT
adalah  perselisihan  kepentingan, maka Putusan
Pengadilan Hubungan Industrial pada tingkat pertama
adalah merupakan putusan terakhir, artinya putusan
sudah znkracht tidak dapat lagi diupayakan kasasi.
Sedangkan untuk perselisihan hak dan pemutusan
hubungan ketja yang timbul dan/atau menyertai
perselisthan  PKWT  menjadi  PKWTT, putusan
Pengadilan Hubungan Inbdustrial pada tingkat pertama
masih dapat diupayakan upaya hukum kasasi ke
Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah
Agung.

Baik buruknya kinerja Pengadilan tidak hanya
dilihat dari tingkat kuantitas perkara yang dapat
diselesaikan dengan baik, tetapi dapat diukur dari segi
manfaatnya dan kualitas terhadap pencari keadilan secara
khusus kepada peketja/ buruh dan perusahaan, secara
umum dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan dapat
memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan

kepada peketja/ buruh dan perusahaan.
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penyelesaian Perkara PKWT menjadi PKWTT.
1. Faktor-faktor yang dapat Mencegah Pelanggaran

Ketentuan Perundang-undangan tentang PKWT

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II bahwa
Pemerintah  berperan  penting dalam  keabsahan
hubungan kerja yang diikat dengan PKW'T yakni PKWT
harus didaftarkan ke instansi pemerintah yang terkait
dengan  ketenagakerjaan. Demikian pula dalam
penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya
perselisthan  PKWT menjadi PKWTT, pemerintah
dalam hal ini Instansi yang terkait di bidang
ketenagakerjaan memegang peran penting sebagai
mediator.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu
dianalisis ketentuan hukum tentang peran atau
kewenangan pemerintah dalam upaya pencegahan
(preventif) terjadinya PKWT yang tidak sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku dan juga sebagai
tindakan penyelesaian (represif) perselisihan PKWT
menjadi PKWTT.

Dalam Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja
Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 disebutkan bahwa
PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
kabupaten/kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh)

hari kerja sejak penandatanganan.
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Dari ketentuan tersebut di atas, maka pencatatan
PKWT adalah merupakan hal yang wajib hukumnya,
oleh karenanya ketentuan ini bersifat memaksa (dwingen
recht), sehinggamenurut hukum PKWT yang tidak
dicatatkan belum memiliki keabsahan formil. Akibatnya,
apabila hubungan kerja telah terjadi, maka PKWT yang
belum dicatatkan demi hukum berubah menjadi
PKWTT.

Dalam Pasal 12 Keputusan Menteri Tenaga Kerja
Nomor: 100.KEP/MEN/VI1/2004 ditetap-
kan:”Pengusaha yang mempeketjakan peketja/buruh
pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara
tertulis dengan para peketja/buruh. Petjanjian ketja
hatian lepas dapat dibuat berupa daftar peketja/buruh
yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal
10 sekurang-kurangnya memuat :

a. Nama, alamat perusahaan atau pemberi ketja;
b. Nama, alamat peketja/buruh;

c. Jenis pekerjaan yang dilakukan;

d. Besaran upah atau imbalan lainnya.

Daftar peketja/buruh  hatrian lepas tersebut
disampaikan kepada instansi yang bertanggung di bidang
ketenagakerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak
mempeketjakan pekerja/buruh.

Apabila diteliti lebih dalam ketentuan PKWT
dalam Perjanjian Harian Lepas di atas, ternyata
mengandung kelemahan sebab Daftar pekerja/buruh

harian lepas baru disampaikan ke instansi yang
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bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setelah 7
(tujuh) hari pekerja dipekerjakan, artinya Perjanjian
Harian Lepas telah berlaku tanpa ada penelitian terlebih
dahulu terutama tentang jenis pekerjaan dan besaran
upah dari pekerja. Dengan demikian penyerahan
Perjanjian Harian Lepas berupa daftar pekerja hanya
sebagai formalitas belaka, bukan merupakan hal yang
wajib.

Ketentuan-ketentuan  di  atas  juga  telah
menetapkan pentingnya peran pemerintah dalam hal ini
instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan
dalam hal pengawasan pelanggaran syarat-syarat PKWT
yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni
menolak untuk mencatatkannya atau mendaftarkannya,
sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan berlakunya
PKWT dan/atau Petjanjian Kerja Harian Lepas yang
seharusnya adalah PKWTT.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya,
peran pemerintah dalam upaya pencegahan masalah
Ketenagakerjaan sangat penting, khususnya dalam
bidang pidana dan administratif termasuk terhadap
pembuatan PKWT dan Perjanjian Harian Lepas. Akan
tetapi, setelah penulis telusuri ketentuan perundang-
undangan yang mengatur tentang PKWT dan Perjanjian
Harian Lepas tersebut, tidak tertera adanya ketentuan
sanksi baik pidana maupun administratif = bagi
pelanggarnya. Hal ini membuka peluang bagi pengusaha
untuk menerapkan PKWT dan Perjanjian Harian Lepas
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terthadap pekerja yang seharusnya adalah merupakan
PKWTT. Di sisi lain, melemahkan instansi pemerintah
untuk menerapkan sanksi adminisratif, misalnya

mencabut ijin usaha, ijin tempat usaha dari perusahaan.

. Faktor - Faktor Penghambat Dalam Penyelesaian
Perselisihan PKWT Menjadi PKWTT.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat
diketahui beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan
dalam penyelesaian perselishan  PKWT  menjadi
PKWTT, antara lain adalah sebagai berikut :

a. Dari segi yuridis :

1) Ketentuan hukum yang belum lengkap dan dapat
menjadi multi tafsir antara jenis, sifat pekerjaan
dan jangka waktu PKWT, serta posisi tawar
pekerja yang lemah akan membuka peluang bagi
pengusaha untuk mempekerjakan pekerja secara
kontrak atau outsourcing atau harian lepas.

2) Ketentuan hukum tentang syarat PKWT di bidang
administratif ~ belum  menetapkan  sanksi
administrasi yang tegas apabila ada perusahaan
yang melanggar syarat formil pencatatan dan
pendaftaran PKWT, sehingga pemerintah dalam
hal ini instansi yang terkait tidak memiliki
kewenangan untuk mencabut ijin usaha atau ijin
tempat usaha, sehingga pencegahan tidak dapat

dilakukan secara optimal.

Mangaraja Manurung 77



78

3) Ketentuan hukum tentang PKWT antara
perusahaan penyedia tenaga kerja dengan pekerja
belum memberikan perlidungan kepada pekerja,
dimana status pekerja menjadi kurang terlindungi,
sebab apabila perusahaan penyedia tenaga ketja
tidak memperoleh pekerjaan dari pemberi kerja,
maka pekerja tidak memperoleh pekerjaan dan
upah serta hubungan kerja putus demi hukum.
Selanjutnya, pekerja dapat dialihkan  oleh
perusahaan jasa tenaga kerja ke perusahaan jasa
tenaga kerja lainnya, sehingga masa kerja pekerja
tidak  dihitung sama sekali. =~ Apabila ini
diperselisihkan oleh pekerja melalui tingkat non
litigasi sampai ke tingkat litigasi, maka jelas dasar

hukumnya kurang kuat.

b. Dari segi sosisologis

Kedudukan pekerja dari segi sosial ekonomi
akan berpengaruh terhadap pengajuan perselisihan
PKWT menjadi PKWTT. Untuk menetapkan PKWT
menjadi PKWTT baik karena tidak memenubhi syarat
subjektif dan formil, harus melalui pengajuan gugatan
ke Pengadilan Hubungan Industrial, yang sebelumnya
harus melalui prosedur non litigasi yang memakan
waktu dan tenaga yang relatif lama. Di sisi lain, posisi
pekerja dalam hubungan kerja yang diikat dengan
PKWT dapat menjadi tidak harmonis bahkan dapat
terancam akan kehilangan pekerjaannya, sebab
pengusaha akan merasa terganggu kepentingannya
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dan berupaya untuk mempertahankan PKWT
dimaksud.
. Dari segi Filosofis

Faktor filosofis ini merupakan hal yang melekat
pada hakekat diberlakukannya atau dilegalkannya
PKWT di Indonesia, yakni untuk mengatasi
pengangguran atau memperluas lapangan pekerjaan.
Di sisi lain penyelesaian perselisthan PKWT ini
menyangkut pula bagaimana filosif moral dan
perilaku pengusaha, pekerja, pejabat pemerintah
terkait di bidang ketenagakerjaan termasuk hakim
karier dan hakim adhoc yang mengadili perkara
PKWT menjadi PKWTT. Hambatan yang mungkin
terjadi adalah kemauan untuk mengkedepankan
keadilan daripada sekedar menerapkan hukum secara
strict kepada PKWT dan khusus bagi hakim
Pengadilan Hubungan Industrial seharusnya memiliki
kemampuan menggali dan membentuk konstruksi
hukum dari berbagai segi agar PKWT benar-benar
telah sesuai dengan dasar filosofis, sosiologis dan
yuridis.

Faktor-faktor penghambat di atas, akan diuji
dalam perkara PKWT menjadi PKWTT terutama
kajian atas pertimbangan hakim dalam  Putusan
Pengadilan Hubungan Industrial yang dijadikan studi
kasus dalam penelitian ini
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Roah TV
Analisis Terhadap Putusan PHI Medan

Nomor: 37/6/2011/PHL Mdn

A. Perkara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PHI Pada
PN Medan

Sejak berdirinya Pengadilan Hubungan Industrial

pada Pengadilan Negeri Medan bulan April 2006, maka

berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Negeri

Medan ditemukan perkara perselisthan hubungan industrial

sebagaimana pada tabel berikut ini:
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Jumlah Perkara Perselisthan Hubungan Industrial Pada
Pengadilan Negeri Medan sejak April 2006 sampai dengan

bulanAgustus 2013
No. Tahun Jumlah Perkara
1. 2006 142
2. 2007 208
3. 2008 140
4. 2009 109
5. 2010 90
0. 2011 120
7. 2012 98
] 2013 (s.d 78
Agustus)
Jumlah 985

Sumber: Data Primer, Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Medan per Agustus 2013.

Dari perkara yang telah inkracht di Kepaniteraan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan,
penulis  menetapkan ~ Putusan = Perkara ~ Nomor
37/G/2011/PHLMdn sebagai tinjauan analisis, dimana
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bahwa  putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan
Hubungan Industrial pada  tingkat kasasi Mahkamah
Agung.

Terdapat data pada periode tahun pertama dan kedua
sejak Pengadilan Hubungan Industrial dioperasionalkan
atau tepatnya sejak bulan April 2006, ekspektasi peketja /
buruh terhadap peradilan khusus ini tampak begitu antusias.
Setidaknya hal itu terlihat dari data kuantitas perkara di
kepaniteraan PHI pada PN. Medan, yang mencatatkan
bahwa jumlah perkara tahun 2006 sebanyak 142 kasus, dan
tahun 2007 meningkat menjadi 208 kasus.”

Tingginya antusiasme masyarakat khususnya pekerja
/ buruh terhadap Pengadilan Hubungan Industrial yang
dibentuk berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004, tentu saja
merupakan respons yang sangat logis. Sebab Penjelasan
Umum UU ini menegaskan bahwa PHI merupakan konsep
tanding terhadap sistem  penyelesaian  perselisihan
perburuhan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1957, yakni
P4D/ P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Daerah/ Pusat), yang dinilai tidak mampu mewujudkan
penyelesaian perselisihan perburuhan secara cepat,
tepat, adil dan murah. Alasannya, selain penyelesaian
perselisithan yang memakan waktu sangat panjang dan
betlarut- larut, putusan P4D/ P4P dinilai tidak final karena
adanya hak veto menteri dan tidak memiliki kepastian
hukum karena putusannya dapat digugat di PTUN. Bahkan

putusannya juga dinilai tidak pro buruh karena komposisi

75. Data perkara PHI, Kepaniteraan PHI pada PN. Medan, Mei 2010.
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panitia tidak mencerminkan pluralitas kebebasan serikat
pekerja/ serikat buruh. Maka sebagai konsep tanding, PHI
diharapkan menjadi satu sistem penyelesaian perselisihan
hubungan industrial yang efektif dan mampu menyelesaikan

perkara secara cepat, tepat, adil dan murah.”

.Putusan Hakim PHI pada Pengadilan Negeri

Medan Register Perkara Nomor:37/G/2011/PHI.Mdn.

Untuk lebih memperjelas bagaimana penerapan
ketentuan hukum PKWT menjadi PKWTT dalam
penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hukum
in concrito dapat dilihat dari studi terhadap suatu kasus, mulai
dari proses bipartit, mediasi hingga putusan Pengadilan
Hubungan Industrial pada tingkat pertama dan kasasi, maka
penulis mengambil putusan yang sudah znkrach? sebagai
contoh untuk dianalisis, yakni Putusan Perkara Nomor :
37/G/2011/PHI yang dapat dianggap representatif untuk
analisis yang lengkap dan sudah inkracht.

Putusan Perkara Nomor 37/G/2011/PHIL.Mdn ini
telah dikuatkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada
Mahkamah Agung, sehingga pertimbangan hukumnya layak
untuk dikaji lebih dalam. (Putusan terlampir).

Penggugat bernama Rini Riswilyanti pegawai harian
Perum Pegadaian Kantor Wilayah Medan, sedangkan
Tergugat I Perum Pegadaian Kantor Pusat Cq Perum

76, Daulat Sthombing, Hakin Adboc Menggugat (Catatan Kritis Hukun
Perburnban), TURC, Jakarta, 2009, Hal.3
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Pegadaian Kantor Wilayah Medan dan Tergugat II adalah
PT. Era Permata Sejahtera.
1. Pokok Gugatan Penggugat.
Pokok perkara dalam perselisihan adalah berkaitan
dengan 3 (tiga) pokok persoalan, yakni :

a. Tergugat I mempekerjakan Penggugat sebagai
pegawai harian berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT);

b. Tergugat I mengalihkan hubungan kerja Penggugat
menjadi tanggungjawab Tergugat II;

c. Tergugat II memutuskan hubungan kerja dengan
Penggugat dengan alasan karena  Penggugat
mengundurkan diri;

Selanjutnya petitum Penggugat dalam gugatannya
adalah sebagai berikut :

PRMAIR :

a. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan
perbuatan melawan hukum;

b. Menyatakan  surat  perjanjian  kerja  yang
ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I dan
IT tidak syah dan batal demi hukum yang terdiri dari :
1) Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak di Lingkungan

Perum Pegadaian Kantor Daetah 1 Medan
tertanggal 1 Desember 2001;

2) Surat Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak di
Lingkungan Perum Pegadaian Kantor Wilayah
Medan  Nomor :  2990/Kp.101003/2003,
tertanggal 1 Desember 2003;

3) Surat Perjanjian Kerja Tenaga Kontrak di
Lingkungan Perum Pegadaian Kantor Wilayah
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Medan  Nomor :  2742/Kp.101003/2004,
tertanggal 1 Desember 2004;

4) Surat Perjanjian Kerja Administrasi Nomor :
201/EPS/12005, tertanggal 1 Januari 2005;

5) Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu Nomor : 1084/TO.EPS/1/2007,
tertanggal 1 Januari 2007;

6) Revisi atas Perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu Nomor : 1084/TO.EPS/1/2007 tanggal

1 Januari 2007 Nomor:
1084 /rev/TO.EPS/V1/2007 tertanggal 28
Januari 2007.

c. Menyatakan demi hukum hubungan kerja antara
Penggugat dengan Tergugat 1 tetap berlangsung
hingga Maret 2011;

d. Menyatakan demi hukum Pemutusan Hubungan
Kerja adalah sah terhitung sejak Maret 2011;

e. Menghukum Tergugat membayar hak-hak normative
kepada Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja
yakni dengan perincian sebagai berikut :

1) Uang pesangon : 2 x 9 x Rp.1.983.216,-
=Rp. 35.687.888,-

2) Uang Penghargaan masa kerja:4xRp.1.983.216,-
=Rp. 7.932.864,-

3) Uang Penggantian Hak :15%xRp.43.630.752,-
=Rp. 6.544.612,-

4)  Upah sejak Jan 2010-Maret 2011: Rp.1.983.216,-
x 15 bulan =Rp. 29.748.240,-

5)  Upah selama proses : 12 x Rp.1.983.216,-
=Rp. 23.798.592-
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=Rp.103.722.196,-

Yang sudah diterima Tergugat II
=Rp. 1.239.000,-

Jumlah =Rp.102.483.190,-

f. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat

dijalankan dengan serta merta;

g. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang
timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-adilnya (ex aguo et bono).

2. Jawaban Tergugat I dan II.
a. Jawaban Tergugat I:

Dalam Jawabannya, Tergugat I mengajukan
Eksepsi tentang gugatan kabur/Obscuur, eksepsi
adalah gugatan tidak menyebutkan jenis perselisthan
hubungan industrial yang menjadi pokok gugatan dan
mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi
absolut karena petitum primair Penggugat yang
memohon agar Tergugat I dan II dinyatakan telah
melakukan perbuatan melawan hukum (vide Pasal
1365 KUHPerdata) bukan kewenangan Pengadilan
Hubungan Industrial yang membatasi hanya terhadap
4 (empat) jenis perselisthan sebagaimana Pasal 2 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Oleh

karenanya Tergugat I memohon agar Eksepsinya
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diterima dan menyatakan gugatan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara, Tergugat I menolak
seluruh dalil gugatan Penggugat dan mengakui
dengan menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) antara Penggugat dengan Tergugat I
berakhir sejak tanggal 31 Desember 2004.

b. Jawaban Tergugat II :

Tergugat II dalam Jawabannya menolak
seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan memohon
agar menyatakan antara Penggugat dan Tergugat II
terdapat hubungan kerja terhitung 01 Januari 2005
sampai dengan 04 Desember 2009.

. Pertimbangan hakim.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim telah
menolak FEksepsi Tergugat I dengan pertimbangan
ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 tentang PPHI yang mengatur tentang 4 (empat)
jenis perselisithan hubungan industrial yang menjadi
tugas dan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial
adalah Dbersifat integral tidak  partial. Kemudian
dihubungkan pula dengan konsepsi pengajuan gugatan
ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana
ketentuan Pasal 81 jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2004 adalah bersifat kumulatif atau
penggabungan antara perselisihan hak, kepentingan dan
pemutusan hubungan kerja.
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Dalam  pokok  perkara,  Majelis  Hakim
mempertimbangkan dengan menetapkan persoalan
yuridis yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

a. Apakah tindakan Tergugat I yang mempekerjakan
Penggugat berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, sah menurut ketentuan hukum yang berlaku? ;

b. Apakah tindakan Tergugat I mengalihkan hubungan
kerja Penggugat menjadi tanggungjawab Tergugat 11, sah
menurut ketentuan hukum yang berlaku? ;

c. Apakah tindakan Tergugat II yang memutuskan
hubungan kerja dengan Penggugat dengan alasan karena
Penggugat mengundurkan diri, sah menurut ketentuan
hukum yang berlaku?

Ad.a. Tentang Tindakan Tergugat I yang
mempekerjakan Penggugat berdasarkan PKWT.
Dalam pertimbangannya, sebelum Majelis Hakim
menjawab pertanyaan dalam permasalahan tersebut pada
point a di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan  secara  yuridis normatif, yakni
sebagaimana ketentuan yang telah diatur secara eksplisit
dalam Pasal 59, ayat (1) sampai dengan ayat (7) UU No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3
Kepmenakertrans No. Kep-100/Men/VI/2004 tentang
pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Dengan memperhatikan persoalan yuridis dalam
perkara aquo, bahwa kwalifikasi hubungan kerja yang
menjadi obyek perselisthan antara Tergugat dengan

Penggugat adalah PKWT untuk pekerjaan yang sekali
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selesai atau sementara sifatnya, yang penyelesaiannya

paling  lama 3 (tiga) tahun, sebagaimana dalam

Kepmenakertrans Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004

tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Terhadap hubungan kerja antara Tergugat I dengan
Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta- fakta
berupa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan
Tergugat I di persidangan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan yuridis dikaitkan
dengan fakta- fakta persidangan, maka terhadap hubungan
kerja antara Tergugat I dengan Penggugat Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut :

* Bahwa beranjak dari bukti P-3, Tergugat 1
mempekerjakan  Penggugat  berdasarkan PKWTT
(Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) terhitung sejak
tanggal 01 Oktober 2000, dan berdasarkan fakta — fakta
persidangan bahwa PKWTT antara Tergugat I dengan
Penggugat tidak pernah terputus atau diputuskan, baik
karena adanya putusan pengadilan dan/ atau penetapan
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
yang telah berkekuatan hukum tetap ;

* Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai tenaga personalia,
administrasi dan kasir, bukan pekerjaan yang sekali
selesai atau yang sementara sifatnya, atau pekerjaan yang
diperkirakan selesai dalam waktu paling lama 3 (tiga)
tahun, atau pekerjaan bersifat musiman, atau pekerjaan
yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru,
atau produk tambahan yang masih dalam percobaan
atau penjejakan ;
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Bahwa pekerjaan sebagai tenaga personalia, administrasi
dan kasir adalah pekerjaan yang bersifat tetap dan
kontinyu serta tidak terukur dengan waktu ;

Bahwa PKWT hanya dapat diadakan untuk paling lama
2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali
untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun,
sementara Tergugat I telah mempekerjakan Penggugat
setidaknya sebelum dialihkan ke perusahaan lain sekitar
4 (empat) tahun dengan perpanjangan kontrak sedikitnya
3 (tiga) kali.

Bahwa PKWT Penggugat ternyata tidak mencatumkan
sama sekali tentang batasan suatu pekerjaan dinyatakan
selesal, sebagaimana disyaratkan ketentuan yang berlaku ;
Bahwa pembaharuan atau perpanjangan PKWT antara
Tergugat dengan Penggugat, berlangsung tanpa adanya
masa jedah dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari
setelah berakhirnya perjanjian kerja dan selama tenggang
waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud tidak
ada hubungan kerja antara Tergugat I dengan
Penggugat ;

Bahwa PKWT antara Tergugat I dengan Penggugat
tidak dicatatkan kepada instansi yang bertanggungjawab
dibidang ketenagakerjaan kabupaten / kota, dimana
pekerjaan itu dilaksanakan selambat- lambatnya 7 (tujuh)
hari terhitung sejak ditandatangani ;

Bahwa secara kumulatif, PKWT antara Tergugat I
dengan Penggugat tidak memenuhi syarat sesuai dengan
ketentuan UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 59 ayat (1)
sampai dengan ayat (7) jo. Pasal 3 Kepmenakertrans
Nomor : KEP/100/MEN/V1/2004 ;
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Atas dasar dan pertimbangan itu, Majelis Hakim
berkesimpulan  bahwa tindakan Tergugat 1 yang
mempekerjakan Penggugat berdasarkan PKWT dinyatakan
tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa oleh karena tidak sah menurut ketentuan
hukum yang berlaku, maka sesuai ketentuan UU No. 13
Tahun 2003, Pasal 59 ayat (1), (2), 4), (5) dan (6) dan
Kepmenakertrans Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004,
Pasal 15 ayat (4), maka hubungan kerja antara Tergugat
I dengan Penggugat berubah dari PKWT menjadi
PKWTT.

Ad.b. Tentang tindakan Tergugat 1 yang
mengalihkan hubungan kerja menjadi tanggung
jawab Tergugat II.

Untuk menjawab pertanyataan ini, Majelis Hakim
terlebih dahulu memperhatikan ketentuan Undang Undang
No. 13 Tahun 2003 Pasal 64 sampai dengan 606, terutama
tentang pengalihan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
Perusahaan lain, dapat dilaksanakan apabila :

1. Terpisah dari kegiatan utama ;

2. Berdasarkan perintah langsung atau tidak langsung dari
pemberi pekerjaan ;

Merupakan kegiatan penunjang perusahaan ;

Tidak menghambat proses produksi secara langsung ;
Perusahaan penyedia jasa berbentuk badan hukum ;

AR S

Perusahaan penyedia jasa memiliki ijin dari instansi yang
bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan ;
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Majelis Hakim dalam pertimbangannya terlebih
dahulu melihat alat bukti surat yang diajukan oleh
Penggugat dan Tergugat II, sehingga di persidangan
ditemukan fakta-fakta hukum.

Terhadap persoalan yuridis dikaitkan dengan fakta-
fakta persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan :

* Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat II sebagai
pegawai administrasi.

* Bahwa  pekerjaan  Penggugat  sebagai  pegawai
administrasi sama sekali tidak terpisah dari kegiatan
utama dan bukan pekerjaan penunjang perusahaan ;

* Bahwa berdasarkan prinsip hukum dalam Pasal 111 ayat
(2) dan Pasal 124 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003, bahwa
peraturan perusahaan/ petjanjian kerja bersama, tidak
boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang — undangan yang berlaku dan dalam hal
ternyata bertentangan maka yang berlaku adalah
ketentuan peraturan perundang- undangan ;

* Bahwa atas dasar itu, maka terhadap bukti T-1.3/T-IL4,
sepanjang yang mengatur tentang jenis pekerjaan
pegawai administrasi dan kasir sebagai pekerjaan yang
tidak terkait langsung dengan proses produksi,
dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karena
pekerjaan pegawai administrasi dan kasir adalah jenis
pekerjaan yang bersifat tetap dan tidak terpisah dari
kegiatan utama, schingga tidak dapat diserahkan atau
diborongkan kepada perusahaan lain,

" Bahwa berdasarkan bukti T-1I.3a, perusahaan Tergugat
IT adalah sebuah badan hukum berbentuk PT (Perseroan
Terbatas), akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 66
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ayat (3) perusahaan Tergugat II ternyata tidak memiliki
ijin sebagai penyedia jasa tenaga kerja dari instansi yang
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dimana
pekerjaan itu dilaksanakan ;

* Bahwa berdasarkan bukti T-11.3c, Tergugat II memiliki
1jin operasional dari Keputusan Kepala SUKU Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta
Pusat, Nomor : 39/ 2005, yang betlaku selama 5 (lima)
tahun terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2005 ;

* Bahwa secara kumulatif tindakan owt sourching atau
pengalihan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat
I menjadi tanggungjawab Tergugat II, tidak memenuhi
syarat dan ketentuan Pasal 64 — 66, UU No. 13 Tahun
2003 ;

Berdasarkan pertimbangan demikian, maka tindakan
Tergugat 1 yang mengalihkan hubungan kerja menjadi
tanggungjawab Tergugat II, dinyatakan tidak sah dan
bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa atas dasar dan pertimbangan tersebut di atas,
maka berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003, Pasal
65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4), maka demi hukum
hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II
beralih menjadi hubungan kerja antara Penggugat

dengan Tergugat I ;
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Ad.c. Tentang Tindakan Tergugat II yang
memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat
dengan alasan karena Penggugat mengundurkan diri.

Majelis Hakim mempertimbangkan dengan melihat
pertimbangan sebelumnya yakni bahwa hubungan kerja
antara Penggugat dengan Tergugat II demi hukum beralih
menjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan
Tergugat 1.

Oleh karena hubungan kerja Penggugat demi hukum
beralih menjadi hubungan hukum dengan Tergugat I, maka
konsekuensinya  segala  tindakan hukum  sepanjang
mengenai hubungan kerja antara Tergugat II dengan
Penggugat dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak pernah
ada, dan oleh karena itu pengunduran diri Penggugat
kepada Tergugat II dan pemutusan hubungan kerja
Tergugat 11 kepada Penggugat, juga dinyatakan tidak sah
dan dianggap tidak pernah ada ;

Dalam konteks demikian maka surat pengunduran
diri Penggugat, tertanggal 04 Desember 2009 (vide : bukti T-
I1.52) dan surat pemutusan hubungan kerja Tergugat II
kepada Penggugat (vide ‘T-11.5b), dinyatakan tidak relevan
lagi untuk dipertimbangkan ;

Tentang pengunduran diri ini Majelis Hakim
ketentuan Pasal 154 butir b dan Pasal 162 ayat (3) UU No.
No. 13 Tahun 2003, yang pada pokoknya mengatur sebagai
berikut :

* Bahwa Pasal 154 butit b mengatur : “Peketja/ buruh
mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis
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atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/

intimidasi dari pengusaha...” ;

* Bahwa Pasal 162 ayat (3) mengatur : “Pekerja/ buruh
yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) harus memenubhi syarat :

a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara
tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal mulai pengunduran diri ;

b. Tidak terikat dalam ikatan dinas ;

c. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal
mulai pengunduran diri ;

Berdasarkan ketentuan yuridis di atas dihubungkan
dengan fakta-fakta di persidangan maka terhadap
pengunduran diri Penggugat, Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut :
® Bahwa berdasarkan bukti P-14 dan P-15, Penggugat

telah membuat surat pengunduran diri tertanggal 04

Desember 2009 dan diajukan kepada Tergugat II

tertanggal 04 Desember 2004 dan mulai tidak bekerja

lagi kepada Tergugat pada tanggal 05 Desember 2004 ;

* Bahwa meskipun secara formalitas surat pengunduran
diri Penggugat, tertanggal 04 Desember 2009, harus
dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan lain,
akan tetapi secara prosedural surat pengunduran diri
Penggugat ternyata tidak sesuai dengan ketentuan UU
No. 13 Tahun 2003, Pasal 162, ayat (3) huruf a dan c;

= Bahwa menurut ketentuan UU No. 13 Tahun 2003,
Pasal 162 ayat (3) huruf a, peketja/buruh yang
mengundurkan diri harus mengajukan permohonan
pengunduran diri secara tertulis selambat- lambatnya 30

Status Hukum Pekerja Kontrak



(tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai mengundurkan
diri ;

Bahwa menurut ketentuan UU No. 13 Tahun 2003,
Pasal 163 ayat (3) huruf ¢ bahwa peketja/ buruh yang
mengundurkan diri tetap melaksanakan kewajibannya
sampai tanggal mengundurkan diri ;

Bahwa adapun maksud dari ketentuan Pasal 163 ayat (3)
huruf a dan ¢, adalah pertama, bahwa peketja/ buruh
yang bermaksud mengundurkan diri harus sungguh —
sungguh  yakin  dan  bertanggungjawab  dengan
keputusannya, dan kedua, agar pengusaha dapat
mengantisipasi dan mempertimbangkan segala akibat
dan konsekuensi dati pengunduran diri pekerja/ buruh ;
Bahwa jika ditafsirkan secara a contrario ketentuan Pasal
163 ayat (3) huruf a dan c, adalah bahwa pengunduran
diri peketja/buruh harus diajukan dalam tenggang waktu
sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum tanggal mulai
pengunduran diri, dan itu artinya bahwa antara tanggal
pengajuan surat pengunduran diri dengan tanggal
mulainya mengundurkan diri harus ada tenggang waktu
sekurang — kurangnya 1 (satu) hari

Bahwa faktanya, surat pengunduran diri Penggugat
dibuat tertanggal 04 Desember 2009 diajukan kepada
Tergugat II tanggal 04 Desember 2004 dan Tergugat 11
kemudian memutuskan hubungan kerja dengan
Penggugat tertanggal 05 Desember 2009, tanpa adanya
tenggang waktu sekurang- kurangnya 1 (satu) hari
sebelum Penggugat mengundurkan diri, sehingga tidak
sesuai dengan semangat ketentuan Pasal 162 ayat (3)
huruf a dan c;
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* Bahwa secara kumulatif, pengunduran diri Penggugat
kepada Tergugat II, tidak memenuhi syarat dan
ketentuan sebagaimana diatur oleh Pasal 154 butir b dan
162 ayat (3), UU No. 13 Tahun 2003 ;

Atas dasar dan pertimbangan itu maka Majelis Hakim
mempertimbangkan bahwa surat pengunduran  diri
Penggugat tertanggal 04 Desember 2004 adalah cacat
formil, sehingga dinyatakan tidak sah dan batal demi
hukum ;

Persoalan berikutnya yang menjadi pertimbangan
hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial
Medan adalah terkait dengan dalil gugatan Penggugat
tertanggal 12 April 2011, menyatakan bahwa Tergugat I (7.
General Menejer Perum Pegadaian) dengan surat Nomor :
409/BD.100411/2009, tanggal 1 Desember 2009,
memanggil Penggugat untuk mengikuti Diklat Penaksir
Muda yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 09
Desember 2009 s/d 15 Januari 2010 ;

Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut,
Penggugat diwajibkan dan disyaratkan membuat surat
pengunduran diri pada Tergugat II, sehingga Penggugat
terpaksa membuat atau menandatangani formalitas surat
pengunduran diri tertanggal 04 Desember 2009 ;

Setelah Penggugat menandatangani dan menyerahkan
formalitas surat pengunduran dirinya tertanggal 04
Desember 2009 kepada Tergugat II, Tergugat I
berdasarkan bukti P-15, justru membatalkan Penggugat

sebagai peserta Diklat dengan alasan karena nilai 2 (dua)
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mata ajar yang mengulang yakni MTPI dan MTLP tidak
mencapai 70 (tujuh puluh) ;

Terhadap fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim
mempertimbangkan bahwa tindakan Tergugat I dan II yang
memanggil Penggugat untuk mengikuti Diklat Penaksir
Muda di Jakarta pada tanggal 09 Desember 2009 s/d 15
Januari 2010, dengan syarat harus membuat surat
pengunduran diri Penggugat dari Tergugat II tetapi
kemudian secara sepihak dibatalkan oleh Tergugat I,
merupakan tindakan yang harus dianggap sebagai bentuk
tekanan atau intimidasi atau tindakan manipulatif, yang
bertentangan dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003,
Pasal 154 huruf b ;

Hal lain yang patut dipertimbangkan, bahwa
berdasarkan bukti T-IL.5b, berupa surat PHK Tergugat II,
Nomor : 272/SK.EPS.01/1/2009, atas nama Penggugat
yang dibuat di Jakarta tertanggal 04 Desember 2009, akan
tetapi dibuat dalam hari dan tanggal yang sama dengan
pengajuan surat pengunduran diri Penggugat yang diajukan
di Medan, tertanggal 04 Desember 2099, halmana
mengindikasikan pula adanya tekanan atau intimidasi atau
tindakan yang bersifat manipulatif, yang bertentangan
dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 154 huruf
b;

Berdasarkan uraian — uraian tersebut di atas, maka
terthadap tindakan Tergugat yang memutuskan hubungan
kerja dengan Penggugat karena Penggugat mengundurkan
diri, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum hukum,
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sechingga sebagaimana telah dipertimbangkan lebih awal
bahwa hubungan kerja Penggugat demi hukum beralih
menjadi tanggungjawab Tergugat I ;

Oleh karena demikian, maka Majelis Hakim
menyatakan Tergugat I harus mempekerjakan kembali
Penggugat pada posisi semula atau kedudukan yang setara,
namun meskipun pada prinsipnya Tergugat I harus
mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi dan
kedudukan yang setara, akan tetapi memperhatikan
Penggugat dan Tergugat I dalam gugatan dan jawaban
telah menghendaki pemutusan hubungan kerja, sedangkan
jika Penggugat dipekerjakan kembali justru dikuatirkan
hubungan kerja tidak harmonis, maka Majelis Hakim
karena jabatannya memutuskan hubungan kerja antara
Penggugat dengan Tergugat I dan dipertimbangkan bahwa
putusnya hubungan kerja antara Tergugat dengan
Penggugat adalah terhitung sejak putusan pengadilan ini
dibacakan .

Oleh karena Majelis Hakim mempertimbangkan
bahwa putusnya hubungan kerja antara Tergugat I dengan
Penggugat merupakan konsekuensi logis dari tindakan
Tergugat I yang mempekerjakan Penggugat dengan PKWT
secara tidak sah dan tindakan Tergugat yang mengalihkan
hubungan kerja Penggugat kepada Tergugat II secara tidak
sah, maka Majelis Hakim mewajibkan Tergugat I untuk
membayar hak — hak Penggugat berupa pesangon 2 (dua)
kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), penghargaan masa kerja 1
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(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan penggantian hak
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;

Selain dari pada itu sesuai dengan prinsip yang
terkandung dalam ketentuan 155 ayat (2) bahwa selama
putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun
peketja/  buruh  harus tetap melaksanakan segala
kewajibannya, maka Majelis Hakim mewajibkan juga
Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat gaji / upah
selama perkara belum berkekuatan hukum tetap yang
diperhitungkan selama 12 (dua belas) bulan ;

Setelah dipertimbangkan dengan seksama maka hak —
hak Penggugat yang wajib diterima dari Tergugat I, adalah
sebagai berikut :

a. Pesangon, 2 x 9 x Rp. 1.983.216.-............... Rp.
35.697.888.-

b. Penghargaan masa kerja, 4 x Rp. 1.983.216 .Rp.
7.932.864.-

Rp 43.630.752.-

c. Penggantian hak, 15% x Rp. 43.630.752.-... Rp.
0.544.612.-

Rp. 50.175.364.-

d. Upah selama proses perkara
12 x Rp.1.983.216 Rp. 23.798.592.-

Rp. 73.973.956.-
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4.

Amar Putusan Hakim PHI Medan

MENGADILI

DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Tergugat Tersebut

DALAM POKOK PERKARA

1.
2.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
Menyatakan PKWT antara Tergugat I dengan Penggugat
demi hukum berubah menjadi PKWTT ;

Menyatakan PKWT antara Tergugat II dengan
Penggugat demi hukum beralih menjadi tanggungajwab
Tergugat I ;

. Menyatakan PHK antara Tergugat II dengan Penggugat

karena Penggugat mengundurkan diri tidak sah dan
batal demi hukum ;

. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat I dengan

Penggugat putus karena diputuskan oleh pengadilan ;

. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak — hak

Penggugat, total sebesar Rp. 73.973.956.- (Tujuh puluh
tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan
ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

. Menghukum Tergugat I untuk membayar denda berupa

bunga sebesar 6% setahun bila Tergugat lalai tidak
melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap hingga dilaksanakan secara sempurna ;

. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar

. Menolak selain dan selebihnya ;
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C. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Nomor :
37/G/2011/PHI.Mdn Tentang Keadilan,
Kemanfaatan dan Kepastian Hukum
1. Konstruksi dan Sistematika Peristiwa Hukum

Setelah penulis menguraikan hal-hal pokok dari
Putusan yang menjadi objek penelitian ini sebagaimana
telah diuraikan di atas, maka konstruksi hukum terhadap
masalah yang dibangun oleh Majelis Hakim dengan
memilah 3 (tiga) pokok peristiwa hukum dan
membangun 3 (tiga) masalah yuridis adalah sudah sangat
tepat.

Majelis Hakim merumuskan pokok masalah dari
dalil-dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I
dan II untuk menggambarkan peristiwa hukum yang
terjadi dalam hubungan hukum atau hubungan ketja
antara Penggugat selaku pekerja dengan Tergugat I dan
Tergugat II dibagi 3 (tiga), yakni :

a. Hubungan kerja antara Tergugat I dengan Penggugat
berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT);

b. Tergugat I mengalihkan hubungan kerja Penggugat
menjadi  hubungan kerja dengan Tergugat II yang
merupakan perusahaan penyedia jasa tenaga ketja;

c. Tergugat II memutuskan hubungan kerja dengan
Penggugat dengan alasan karena Penggugat
mengundurkan diri;
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Dengan adanya pemilahan peristiwa hukum di atas,
maka  Majelis Hakim menetapkan 3 (tiga) masalah
yuridis yang harus dibuktikan, yakni :

a. Apakah tindakan Tergugat I yang mempekerjakan
Penggugat berdasatkan PKWT (Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, sah menurut ketentuan hukum yang
berlaku? ;

b. Apakah tindakan Tergugat I mengalihkan hubungan
kerja Penggugat menjadi tanggungjawab Tergugat 11,
sah menurut ketentuan hukum yang berlaku? ;

c. Apakah tindakan Tergugat II yang memutuskan
hubungan kerja dengan Penggugat dengan alasan
karena Penggugat mengundurkan diri, sah menurut
ketentuan hukum yang berlaku?

Bangunan konstruksi peristiwa dan masalah
hukum ini memberikan sistematika yang runtut tentang
kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi antara
Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yang
akan  sangat berpengaruh  terhadap  sistematika
pertimbangan hukum Majelis Hakim selanjutnya, yang
pada akhirnya mengambil suatu kesimpulan dalam
putusan.

Kemudian dengan adanya sistematika peristiwa
hukum dan masalah hukum dalam setiap peristiwa
tersebut akan memudahkan dalam memilah alat-alat
bukti yang relevan untuk setiap peristiwa hukum
sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam
putusannya. Dari penelitian dan pertimbangan setiap alat

bukti akan ditemukan di persidangan fakta-fakta hukum,
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yang akan membuktikan setiap peristiwa hukum yang
didalilkan oleh pihak Penggugat ataupun yang dibantah
oleh pihak Tergugat.

Dari pengajuan alat-alat bukti, ternyata azas
keadilan telah diterapkan dalam pembebanan alat bukti,
sebab  baik Penggugat dan Tergugat diberikan
kesempatan untuk mengajukan alat bukti. Sesuai
ketentuan Pasal 283 RBg. karena isi gugatan Penggugat
disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka kewajiban
dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil
gugatannya, sedangkan Tergugat dapat mengajukan
bukti lawan (zegen bewijs) untuk menguatkan dalil-dalil
bantahannya.

Dalam pertimbangan terhadap alat bukti, azas
keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan juga
telah digunakan Mejelis Hakim, sebab seluruh alat bukti
Penggugat dan Tergugat I dan II sepanjang yang relevan
dipertimbangkan. Sedangkan alat bukti yang tidak
relevan yakni surat pengunduran diri, alat bukti
pengalihan hubungan kerja Penggugat dari Tergugat I
kepada Tergugat II dapat dikesampingkan, walaupun
mempunyai kekuatan alat bukti yang cukup. Hal ini
disebabkan dalam peristiwa hukum antara Penggugat
dengan Tergugat I dan dengan Tergugat II sebelumnya
telah terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan
PKWT antara Penggugat dengan Tergugat I telah
menjadi PKWTT, sehingga hubungan kerja Penggugat

demi hukum beralih menjadi hubungan hukum dengan
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Tergugat I. Konsekuensinya segala tindakan hukum
sepanjang mengenai hubungan kerja antara Tergugat II
dengan Penggugat dinyatakan tidak sah dan dianggap
tidak pernah ada, dan oleh karena itu pengunduran diri
Penggugat kepada Tergugat II dan pemutusan hubungan
kerja Tergugat II kepada Penggugat, juga dinyatakan
tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.

Di dalam membentuk kontruksi dan sistematika
peristiwa hukum dalam perkara @ guo, terlihat Majelis
Hakim harus mempelajari peristiwa sosiologis yang
melingkupi setiap peristiwa hukum itu sendiri untuk

dapat merumuskannya dengan baik.

2. Konstruksi Pertimbangan Hukum
a. Dalam Eksepsi.

Sebelum menguraikan tentang pokok perkara,
penulis memandang perlu  untuk menguraikan
pertimbangan hakim dalam Eksepsi, karena ada hal
yang menarik di dalamnya, karena dalam Eksepsinya
sebenarnya secara implisit dan eksplisit Tergugat 1
menyatakan Eksepsi kompetensi absolut Pengadilan
Hubungan Industrial, akan tetapi judul Eksepsi
Tergugat adalah gugatan kabur (obscunr libel).

Dalam  pertimbangan  hukumnya, Majelis
Hakim telah menafsirkan ketentuan Pasal 56 jo. Pasal
81 jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 yang menetapkan 4 (empat) jenis perselisihan

hubungan industrial yang menjadi wewenang
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Pengadilan Hubungan Industrial bukanlah bersifat
parsial tetapi bersifat integral, artinya konsepsi
pengajuan gugatan perselisthan hubungan industrial
bersifat kumulatif atau penggabungan.

Dari pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim
mengenyampingkan cksepsi kompetensi absolut,
yang seharusnya diputus dalam Putusan Sela sebelum
putusan akhir, akan tetapi memandangnya hanya
sebagai eksepsi obscunr libel. Kemudian terlihat Majelis
Hakim menerapkan hukum tidak hanya terhadap satu
ketentuan saja, tetapi melakukan pertimbangan
dengan penafsiran beberapa ketentuan pasal-pasal
yang saling berhubungan satu sama lain. Hal ini tentu
sesuatu yang memang merupakan tugas hakim untuk
dapat melihat lebih dalam lagi konteks dan konsepsi
dari  ketentuan hukum yang ada. Disinilah
kemampuan berpikir filosofis dati seorang hakim
diperlukan, sehingga tidak hanya menjadi corong
undang-undang semata.

. Dalam Pokok Perkara.

Setelah penulis meneliti lebih dalam lagi
putusan Majelis Hakim dalam perkara PKWT
menjadi PKWTT, ternyata Majelis Hakim terlebih
dahulu menjabarkan ketentuan hukum perundang-
undangan yang relevan sebagai dasar untuk
diterapkan  kepada  setiap  peristiwa  hukum
dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang
ditemukan di persidangan. Oleh karenanya dapat
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dikatakan Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan
yuridis sebagai wujud kepastian hukum di setiap awal
pertimbangannya, sebagaimana ditetapkan dalam
ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004 :”Dalam mengambil putusan majelis
hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang
ada, kebiasaan dan keadilan”.

1) Dalam hubungan kerja antara Penggugat dengan

Tergugat I yang diikat dengan PKWT

Untuk peristiwa hukum berupa hubungan
hukum atau hubungan kerja antara Penggugat
dengan Tergugat I yang diikat dengan PKWT,
digunakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) sampai
dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 jo. Pasal Kepmenakertrans RI No.
KEP.100/MEN/2004.

Setelah  itu  barulah  Majelis  Hakim
memeriksa alat bukti yang ada untuk memperoleh
fakta-fakta hukum di persidangan. Kemudian
fakta-fakta hukum tersebut dicocokkan dengan
ketentuan yuridis, akan tetapi ternyata Majelis
Hakim tidak hanya sekedar menerapkan
hukumnya saja, sebab dalam pertimbangannya
Majelis Hakim menafsirkan jenis pekerjaan
Penggugat yang merupakan tenaga personalia,
administrasi dan kasir adalah pekerjaan yang
bersifat tetap dan pokok (core bussiness), bukan

pekerjaan penunjang.
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Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II,
pekerjaan yang bersifat tetap atau pokok (core
bussiness) dan tidak tetap masih membuka peluang
multi tafsir, sebab tidak merinci dengan lengkap
apa saja pekerjaan dimaksud. Jadi disinilah
kemampuan Hakim diuji untuk melaksanakan
kewenangannya yang diberikan oleh undang-
undang, yakni melakukan penafsiran hukum
apabila ketentuan hukumnya kurang jelas atau
kurang lengkap.

Selanjutnya, untuk syarat pembaruan PKWT
berupa adanya masa jedah 30 (tiga puluh) hari
setelah berakhirnya PKWT sebelumnya, Majelis
Hakim juga telah menafsirkan bahwa hubungan
kerja harus putus dalam masa jeda tersebut.

Berdasarkan kedua penafsiran tersebut
semakin jelaslah terbuktt PKWT tidak sesuai
dengan ketentuan hukum dalam kedua pasal
dimaksud, baik secara konsepsi maupun secara
gramatikal atau bunyi pasalnya. Oleh karenanya
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan
Tergugat I mempekerjakan Penggugat berdasarkan
PKWT tidak sah dan selanjutnya menyatakan
hubungan kerja antara Tergugat I dengan
Penggugat demi hukum berubah menjadi PKWTT.

Dari peristiwa tersebut di atas, menunjukkan
dalam praktek ternyata pengusaha yang dalam hal

ini Perum Pegadaian telah menggunakan
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penafsiran pekerjaan tetap menjadi pekerjaan tidak
tetap agar dapat menggunakan PKWT dalam
mempekerjakan pekerjanya (ic. Penggugat).
Dengan demikian putusan hakim menjadi

sangat penting dalam mengupayakan penegakan
hukum, disinilah azas kepastian dan kemanfaatan
hukum terlihat jelas. Selanjutnya putusan hakim
yang telah znkracht dapat dijadikan acuan bahkan
dasar hukum berupa yurisprudensi apabila diikuti
oleh hakim-hakim lainnya.

2) Dalam pengalihan hubungan kerja (outsoncing)
Penggugat oleh Tergugat I kepada Tergugat II.

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap
pengalihan hubungan kerja ini juga diawali dengan
mendasarkan pada ketentuan yuridis Pasal 64
sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003. Selanjutnya Majelis Hakim
memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para pihak
di persidangan untuk memperoleh fakta-fakta
hukum, barulah Majelis Hakim
menghubungkannya dengan ketentuan yuridis
untuk  memperoleh  kesimpulan  terhadap
pengalihan hubungan kerja dimaksud.

Dalam pertimbangan hukum
selanjutnya,  Majelis ~ Hakim  menggunakan
penerapan azaz hierarki perundang-undangan
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 111 ayat (2)
dan Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13
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Tahun 2003 yang pada pokoknya adalah bahwa
peraturan perusahaan / petjanjian ketja bersama
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dalam hal ternyata bertentangan maka yang
berlaku adalah ketentuan peraturan perundang-
udangan.

Majelis Hakim mendasarkan pada fakta
hukum adanya Keputusan Direksi Perum
Pegadaian Nomor : 3013/SDM.100321/2004
tanggal 20 Oktober 2004 yang menunjuk Tergugat
I (ic. PT. Era Permata Sejahtera) sebagai
Perusahaan Penyedia dan Pengelola Tenaga Kerja
yang tidak terkait langsung dengan proses
produksi Perum Pegadaian, yang meliputi : kasir,
pegawai administrasi, satuan pengamanan dan
pengemudi (sopir) terhitung sejak tanggal 20
Oktober 2004.

Disini  Majelis Hakim menafsirkan
Keputusan Direksi adalah merupakan peraturan
perusahaan, schingga sepanjang yang mengatur
tentang jenis pekerjaan pegawai administrasi dan
kasir sebagai pekerjaan yang tidak terkait langsung
dengan proses produksi harus dinyatakan tidak
sah dan batal demi hukum karena pegawai
administrasi dan kasir adalah jenis pekerjaan yang
bersifat tetap dan tidak terpisah dari kegiatan
utama, schingga tidak dapat diserahkan atau
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diborongkan kepada perusahaan lain. Penafsiran
ketentuan ini  sekaligus ~memperjelas jenis
pekerjaan Penggugat yang bertentangan dengan
ketentuan yang berlaku.

Sekali lagi terlihat upaya pengusaha (ic.
Tergugat I) untuk melakukan penyelundupan
hukum, dengan menafsirkan sendiri tentang jenis
pekerjaan yang dapat dialihkan kepada perusahaan
penyedia jasa tenaga kerja, melalui Keputusan
Direksinya. Walaupun Keputusan Direksi bersifat
internal yang sifatnya berlaku ke dalam,
sebagamana telah diuraikan dalam Bab II bahwa
persoalan ketenagakerjaan memiliki kekhususan
dan memiliki aspek hukum adminitrasi yang
melibatkan  peran  pemerintah  dalam  hal
pengawasan bahkan hukum pidana. Dengan
demikian, pengusaha tidaklah menjadi bebas
membuat aturan sendiri dengan mengabaikan
aturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari
Keputusan Direksi.

Konsep azas keadilan dalam perjanjian kerja
di Indonesia tidak sama dengan perjanjian ketja
umumnya  sebagaimana  diatur di = dalam
KUHPerdata ~ yang  menganut  kesamaan
kedudukan, tetapi harus dimaknai dengan adanya
petlindungan terhadap pekerja yang
kedudukannya secara sosio ekonomi berada dalam

posisi tawar yang lemah. Perlindungan hukum
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tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan
pelaksananya.

Fakta hukum yang ditemukan di
persidangan terbukti perusahaan Tergugat II tidak
memiliki ijin sebagai perusahaan penyedia tenaga
kerja dari instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan dimana pekerjaan itu
dilaksanakan sesuai amanat Pasal 66 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003. Hal ini
membuktikan pihak Tergugat I yang merupakan
perusahaan milik  pemerintah  sendiri  telah
melanggar ketentuan hukum ketenagakerjaan
dengan  mengalihkan  pekerjanya  kepada
perusahaan yang tidak memiliki ijin sebagai
penyedia jasa tenaga kerja.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis
Hakim menetapkan bahwa oleh karena pengalihan
pekerja ke Tergugat 11 7 casu perusahaan penyedia
jasa tenaga kerja tidak sah, maka hubungan kerja
Penggugat demi hukum beralih menjadi hubungan
hukum dengan Tergugat 1.

Berdasarkan pertimbangan yuridis Majelis
Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dan
didukung dengan kemampuan penafsiran terhadap
ketentuan perundangan yang berlaku, maka
praktek penyelundupan hukum dengan membuat

aturan perusahaan sendiri untuk melegalkan jenis
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pekerjaan agar dapat diikat dengan PKWT hanya
dapat ditetapkan dengan putusan pengadilan.

Selanjutnya  terbukti  pengalihan  status
pekerja khususnya Penggugat kepada Tergugat 11
merupakan hal yang telah direncanakan, sebab
sebelumnya telah ada petjanjian kerjasama antara
Tergugat I dan Tergugat II tentang penyediaan
dan pengelolaan jasa tenaga kerja. Akan tetapi
dengan diterbitkannya Keputusan Direksi yang
bersifat internal, yang menetapkan jenis pekerjaan
yang dialihkan kepada Tergugat II tanpa disahkan
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai
dengan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003, maka jelas menunjukkan
adanya upaya penyelundupan hukum dari
Tergugat 1. Hal ini menurut penulis perlu
dipertimbangkan Majelis Hakim agar pengusaha
mengetahui apa kewajibannya.

Dari uraian di atas, maka dari segi
penegakan  hukum  secara  represif, peran
pemerintah dalam hal menetapkan suatu jenis
pekerjaan dalam PKWT menjadi PKWTT sesuai
ketentuan yang berlaku menjadi tidak ada, akan
tetapi peran pemerintah dalam  mencegah
terjadinya hal ini dapat dilakukan dengan
pengawasan pemberian ijin kepada perusahaan
penyedia jasa pekerja dan dalam pembuatan
PKWT.
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Dari perkara tersebut di atas, maka penulis
berpendapat seharusnya perlindungan hukum
administrasi yang dapat dilakukan pemerintah
untuk cegah praktek penyelundupan hukum
adalah dengan melakukan pengawasan secara
berkala terhadap Perjanjian kerjasama penempatan
tenaga kerja oleh perusahaan penyedia tenaga kerja
ke perusahaan pemberi pekerjaan, dengan cara
pencatatan perjanjian kerjasama penyediaan tenaga
kerja dan juga penempatan tenaga kerja ke instansi
yang bertanggung jawab di bidangnya. Apabila
terjadi pelanggaran, maka sanksi administrasinya
dapat berupa penolakan pencatatan  atau
pencabutan ijin usaha perusahaan jasa tenaga kerja
maupun perusahaan pemberi pekerjaan. Hal ini
belum ada diatur dalam ketentuan perundang-
undangan secara tegas.

Kalaupun belum ada diatur, maka putusan
pengadilan yang telah /nkracht yang menyatakan
pengalihan pekerja ke perusahaan penyedia jasa
tenaga kerja tidak sah karena tidak memiliki ijin,
dapat dijadikan dasar hukum untuk mencabut ijin
usaha perusahaan dimaksud. Dengan demikian
diharapkan keadilan, kepastian hukum dan
kemanfaatan  dapat ditegakkan dalam  hal
pengalihan pekerjaan ke perusahaan jasa tenaga

penyedia tenaga kerja.
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3) Dalam hal tindakan Tergugat II yang memutus
hubungan kerja dengan Penggugat dengan alasan
Penggugat mengundurkan diri.

Dari kasus ini, terlihat adanya keterkaitan
antara  perselisihan  hak, kepentingan  dan
pemutusan hubungan kerja yang tidak dapat
terpisahkan satu dengan lainnya, sebab ketika
hubungan kerja dimulai sampai dengan berakhir
akan menimbulkan hak dan kewajiban dari para
pihak. Hak dan kewajiban tersebut tergantung dari
status pekerja. Status pekerja tergantung dari jenis
Perjanjian Kerja, apakah PKWT atau PKWTT.
Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim
dalam menafsirkan ketentuan jenis perselisthan
hubungan industrial yang terintegrasi satu dengan
lainnya sebagaimana tertera dalam cksepsi telah
terbukti dalam perkara a guo.

Majelis Hakim telah mempertimbangkan
bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan
Tergugat II demi hukum menjadi hubungan
hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, maka
konsekuensi logisnya segala tindakan hukum
sepanjang mengenai hubungan kerja antara
Tergugat II dengan Penggugat dinyatakan tidak
sah dan dianggap tidak pernah ada, dan oleh
karena itu pengunduran diri Penggugat kepada

Tergugat II dan pemutusan hubungan kerja
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Tergugat II kepada Penggugat juga dinyatakan
tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.
Konsekuensi tidak dipenuhinya  syarat
formil suatu petjanjian ketja dan/atau pengalihan
hubungan kerja adalah batal demi hukum,
schingga telah sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku. Untuk perjanjian yang batal demi
hukum maka sejak dinyatakan batal demi hukum,
perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat
IT oleh hukum dianggap tidak pernah ada. Akan
tetapi apabila ditinjau lebih jauh sebenarnya syarat
subjektif dari perjanjian kerjasama antara Tergugat
I dan Tergugat II juga tidak sah, sebab Tergugat I1
tidak memenuhi ketentuan adanya kecakapan dari
perusahaan penyedia jasa tenaga kerja berupa ijin
dari perusahaan, schingga perjanjian kerjasama
scharusnya dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim.
Selanjutnya walaupun Majelis Hakim telah
menyatakan pengunduran diri Penggugat kepada
Tergugat II dan pemutusan hubungan kerja
Tergugat II kepada Penggugat juga dinyatakan
tidak sah dan dianggap tidak pernah ada, dan
menyatakan surat pengunduran diri tidak relevan
lagi untuk dipertimbangkan, akan tetapi Majelis
Hakim  memandang  perlu  untuk  tetap
mempertimbangkan proses pengunduran diri

Penggugat.
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Majelis Hakim berpendapat walaupun surat
pengunduran diri Penggugat secara formalitas
surat pengunduran diri Penggugat harus dianggap
benar sepanjang tidak dapat dibuktikan lain, akan
tetapi secara prosedural surat pengunduran diri
harus sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

Walaupun terlihat pertimbangan hukum ini
tidak perlu lagi, akan tetapi penulis dapat
memahami hal pertimbangan ini dengan mengkaji
dari  segi  kemanfaatan  hukum  sebagai
pembelajaran bagi pihak pekerja dan pengusaha,
schingga putusan menjadi jelas dan terang
benderang. Kemudian dari segi pembuktian,
ternyata Penggugat juga mengajukan alat bukti
surat berupa surat pengunduran diri, yang
menurut  hukum  pembuktian = merupakan
pengakuan dari pihak Penggugat. Oleh karenanya
azas keadilan dalam hal pemeriksaan pembuktian
juga tercermin dari hal ini.

Majelis Hakim harus menemukan fakta
hukum bahwa pekerja benar-benar ingin
mengundurkan diri dengan kemauan sendiri sesuai
ketentuan Pasal 162 ayat (3) huruf a dan ¢
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hal
yang menarik dari pertimbangan majelis hakim
adalah adanya penafsiran terhadap maksud dari

ketentuan dimaksud, pertama bahwa
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peketja/buruh  yang bermaksud mengundurkan
diri  harus  sungguh-sungguh  yakin  dan
bertanggung jawab dengan keputusannya, kedua
agar pengusaha dapat mengantisipasi dan
mempertimbangkan segala akibat dan konsekuensi
dari pengunduran diri peketja/buruh. Penafsiran
ini mencerminkan cara berpikir filosofis dan
sosiologis, sebab setiap ketentuan hukum memiliki
hakekat dan konsepsi sendiri yang terkandung di
dalam bunyi ketentuan hukum dimaksud.

Selanjutnya  Majelis Hakim melakukan
penafsiran secara a contrario  yakni adanya
ketentuan hukum tentang tenggang waktu
pengajuan surat pengunduran diri sekurang-
kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
mulainya pengunduran diri. Menurut pendapat
penulis,  ketentuan ini  sebenarnya  tidak
memerlukan penafsiran, sebab memang bunyi
undang-undang tersebut sudah demikian jelas.
Justru penafsiran secara sosiologis dan filosofis di
atas telah sangat cukup untuk menjelaskan
mengapa prosedur pengunduran diri tersebut
perlu diajukan dalam tenggang waktu 30 (tiga)
puluh hari.

Berdasarkan fakta hukum di persidangan,
ternyata terbukti syarat formil dari surat
pengunduran diri tidak memenuhi ketentuan Pasal
162 ayat (3) huruf a dan ¢ Undang-Undang
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Nomor 13 Tahun 2003, sechingga surat
pengunduran diri Penggugat cacat formil dan
dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
Ternyata pemeriksaan Majelis Hakim juga
tidak berhenti sampai di sini, tetapi masih
mempertimbangkan alat bukti Penggugat lainnya
untuk  memastikan  peristiwa hukum  yang
melingkupi Penggugat membuat surat
pengunduran diri. Hal ini didasarkan pada
ketentuan Pasal 154 huruf b Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 yang menetapkan
pekerja/buruh mengajukan permintaan pengun-
duran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri
tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari
pengusaha. Peristiwa hukum yang menyebabkan
Penggugat membuat surat pengunduran diri
adalah tindakan Tergugat I yang memanggil
Penggugat untuk mengikuti Diklat Penaksir Muda
di Jakarta dengan syarat harus membuat surat
pengunduran diri kepada Tergugat II. Akan tetapi
kemudian Tergugat I memba-talkan kepesertaan
Penggugat dalam diklat secara sepihak. Kemudian
fakta hukum adanya surat pemutusan hubungan
kerja yang dibuat sama dengan tanggal surat
pengunduran diri Penggugat, dianggap oleh
Majelis Hakim sebagai bentuk tekanan atau

intimidasi atau tindakan manipulatif yang

120 Status Hukum Pekerja Kontrak



bertentangan dengan ketentuan Pasal 154 huruf b
dimaksud.

Dalam pertimbangan hukum ini jelas terlihat
bagaimana peran hakim untuk menggali lebih
dalam hal-hal di luar hukum yang melingkupi
perintiwa hukum. dan fakta hukum adanya
tindakan Tergugat I dan II selaku pengusaha
mencerminkan perilaku pengusaha yang semena-
mena yang sama sekali tidak menghiraukan nasib
dan kesejahteraan pekerjanya demi menghilangkan
resiko pemenuhan kewajibannya selaku pengusaha
apabila terjadi pemutusan hubungan kerja.

Penulis  hanya  menyarankan  kiranya
kesalahan ketik (clerical error) dalam halaman 38
putusan tidak terjadi, yakni terhadap penulisan
pasal 162 ayat (3) tetapi ditulis 163 ayat (3), dan
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tertulis 1 (satu)
hari, walaupun hal ini masih dapat ditolerir sebab
pada halaman-halaman berikutnya penulisan telah
benar.

Berikutnya Majelis Hakim mempertim-
bangkan faktor sosiologis dalam hubungan kerja
yang tidak mungkin lagi harmonis untuk
diteruskan, dan para pihak juga telah sama-sama
menginginkan ~ pemutusan  hubungan  kerja,
sehingga Majelis Hakim menetapkan pemutusan
hubungan kerja karena jabatannya. Walaupun

ketentuan  hukum  sebenarnya  menetapkan
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Tergugat  harus  mempekerjakan  kembali
Penggugat pada posisi semula atau kedudukan
yang setara.

Dalam hal pemutusan hubungan kerja ini,
azas keadilan dan kemanfaatan lebih diutamakan
oleh Majelis Hakim yang mengalahkan ketentuan
yuridis, dasarnya adalah karena ketentuan Pasal
151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 yakni kewenangan Pengadilan Hubungan
Industrial ~ untuk  menetapkan  pemutusan
hubungan kerja. Dasar hukum ini menurut penulis
seharusnya dicantumkan dalam putusan, sehingga

pertimbangan hukumnya menjadi jelas.

3. Penerapan azas Keadilan, Kepastian Hukum dan
Kemanfaatan

Dari uraian-uraian di atas, maka mulai dari proses
pemeriksaan perkara di tingkat litigasi, pengajuan alat
bukti, pemeriksaan alat bukti, sampai dengan
pengambilan  kesimpulan, azas keadilan, kepastian
hukum dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum telah
dilaksanakan oleh Majelis Hakim.

Berikut  ini  penulis akan mengkaji dan
menganalisisnya lebih dalam lagi untuk menggambarkan
bagaimana masing-masing azas dapat diterapkan secara
tepat dan mana yang lebih didahulukan untuk peristiwa

hukum.
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Berbicara tentang berlakunya hukum dalam
mencapal tujuan hukum keadilan, kepastian hukum dan
kemanfaatan, maka tidak dapat dilakukan dengan

mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan
semata, tetapi harus melihatnya sebagai suatu sistem
yakni sistem hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, suatu sistem
hukum terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu struktur (structure),
substansi (substance) dan budaya hukum (legal culture).
Struktur hukum berupa institusi/lembaga dan aparat
yang membuat, melaksanakan dan mengawasi atau
menegakkan hukum itu sendiri. Substansi hukum berupa
materi hukum atau ketentuan-ketentuan hukum dalam
perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan budaya
hukum adalah perilaku masyarakat dalam melaksanakan
hukum, termasuk kepatuhan terhadap hukum itu sendiri.

Ketiga unsur ini saling berpengaruh dan tidak
dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Dalam suatu
sistem, maka ketiga unsur ini saling melengkapi, apabila
salah satu unsur terganggu atau tidak berfungsi dengan
baik maka akan berpengaruh terhadap unsur yang lain
dan akhirnya akan berpengaruh terhadap seluruh sistem
atau bahkan merusak seluruh dengan sistem. Akan tetapi
dalam suatu sistem yang baik, walaupun salah satu
sistem tidak berfungsi dengan baik, maka unsur lainnya
akan melengkapi atau menutupi unsur yang tidak
berfungsi tersebut sehingga seluruh sistem tetap dapat

berjalan dengan baik.
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Berangkat dari pemikiran sistem di atas, maka
sistem hukum juga demikian, khususnya sistem hukum
Ketenagakerjaan dan lebih khusus lagi yang berkaitan
dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dengan
demikian ketiga unsur hukum ketenagakerjaan tersebut
adalah sebagai berikut :

a. Unsur Struktur Hukum.

Struktur hukum berupa Institusi/lembaga dan
aparat yang membuat, melaksanakan dan mengawasi
atau menegakkan hukum ketenagakerjaan adalah
Pemerintah bersama DPR, Kementerian Tenaga
Kerja beserta jajarannya hingga di  tingkat
Kabupaten/Kota, Pengadilan Hubungan Industrial
dan Pengusaha baik yang menjalankan perusahaan
milik negara maupun swasta.

b. Unsur Substansi Hukum

Substansi hukum berupa materi hukum atau
ketentuan-ketentuan hukum dalam  perundang-
undangan yang berlaku bagi PKWT dan PKWTT
yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo.
Kepmenakertrans RI Nomor
KEP.100/MEN/V1/2004.

c. Unsur Budaya Hukum

Budaya hukum adalah perilaku masyarakat
termasuk aparat penegak hukum dalam melaksanakan
dan menegakkan hukum, khususnya kepatuhan

terhadap hukum itu sendiri.
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Pada pembahasan dan analisis berikut, penulis akan
mengkaitkan ketiga unsur di atas dengan putusan Nomor :
37/G/2011/PHLMdn.

Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya,
bahwa unsur substansial hukum berupa ketentuan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah menetapkan secara
tegas syarat-syarat PKWT dan penyerahan pekerjaan
kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Hal ini dapat
dipahami sebagai perlindungan hukum kepada pekerja yang
notabene kedudukan sosial ekonominya berada dalam
posisi tawar yang lemah.

Oleh karena itu Peran Pengadilan Hubungan
Industrial sebagai unsur struktural hukum sangat dominan
dalam penegakan hukum dalam rangka perwujudan tujuan
hukum yakni kepastian hukum. Apabila ada pelanggaran
terthadap ketentuan tersebut, maka yang berwenang untuk
menyatakan PKWT dapat dibatalkan atau batal demi
hukum, atau menyatakan demi hukum PKWT menjadi
PKWTT adalah Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan
demikian keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial
adalah merupakan hal yang urgen.

Pengadilan Hubungan Industrial diharapkan dapat
membawa  perubahan  bagi  peketja/buruh  dan
pengusaha/perusahaan untuk mempermudah penyelesaian
perselisihan antara peketja/buruh dan
pengusaha/perusahaan terutama mengenai hak-hak dan
kewajibannya agar mendapat suatu kepastian hukum,

kemanfaatan dan keadilan.

Mangaraja Manurung 125



Harapan itulah menjadi dambaan masyarakat
khususnya pekerja/buruh dan pengusaha/perusahaan yakni
dengan penegakan hukum yang berfungsi sebagai
perlindungan kepentingan pekerja/buruh dan
pengusaha/perusahaan, agar kepentingan para pihak dapat
terwujud, hukum harus dilaksanakan, dapat berlangsung
secara normal, damai, dan bermanfaat, namun seringkali
terjadi pelanggaran hukum, dalam hal inilah hukum yang
telah dilanggar harus ditegakkan kembali karena melalui
penegakan hukum dapat menjadi kenyataan.

Kepastian ~ hukum  merupakan  perlindungan
yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang
berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu
yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat
mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan
adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena
bertujuan ketertiban masyarakat. '

Kemanfaatan, masyarakat mengharapkan manfaat
dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah
untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan
hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi
masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya
dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam

masyarakat.

77 Sudikno Mertukusumo, SH, Dr. Prof,. Suatu Pengantar Mengenal Hufen,
Yogyakatta, Liberty 1985. hal. 160 —161.
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Keadilan, masyarakat sangat berkepentingan bahwa
dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan
diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum
harus adil, karena hukum tidak identik dengan keadilan.
Hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat
menyamaratakan. Barang siapa yang melanggar hukum
harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang
melakukan  pelanggaran  apakah  pekerja  maupun
pengusaha/perusahaan.  Sebaliknya  keadilan  bersifat
subyektif, induvidualis dan tidak menyamaratakan, adil bagi
pekerja belum tentu dirasakan adil bagi
pengusaha/perusahaan.

Dari hasil penelitian penulis dalam perkara a quo,
masih terdapat kelemahan unsur substansi hukum yakni di
bidang hukum administratif, sehingga membuat peran
pemerintah dalam hal ini instansi terkait di bidang
ketenagakerjaan tidak terlihat, sebab sanksi terhadap
perusahaan yang melakukan PKWT untuk PKWTT dan
sanksi terhadap perusahaan penyedia jasa tenaga kerja
secara hukum administratis belum diatur.

Dengan berpedoman pada suatu sistem hukum yang
baik, seharusnya ketentuan ini segera dibentuk oleh
Kementerian Tenaga Kerja RI, atau setidaknya dengan
adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah
berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang menyatakan
PKWT tidak sah atau pengalihan hubungan kerja kepada
perusahaan penyedia tenaga kerja tidak sah karena

perusahaan tidak memiliki ijin, maka putusan ini dapat
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dijadikan dasar untuk mencabut ijin perusahaan pemberi
kerja ataupun perusahaan penyedia tenaga kerja.

Menurut penulis, hal ini penting sebab sanksi hukum
kepada pengusaha (ic. Tergugat I dan II) terhadap
pelanggaran syarat PKWT sesuai ketentuan undang-undang
hanya berupa pengembalian status peketja dan/atau
pembayaran hak-hak pekerja, jadi sifatnya hanya untuk
kepentingan  Penggugat semata. Sedangkan  sanksi
administratif berimplikasi lebih luas sebab sifatnya berlaku
untuk kepentingan lebih banyak orang lagi sekaligus
merupakan upaya pencegahan. Tujuan hukum akan
kemanfaatan lebih dominan dalam pemberian sanksi
administrasi ini.

Dengan adanya ketentuan sanksi administrasi ini,
diharapkan peran pemerintah dalam hal ini instansi di
bidang ketenagakerjaan memiliki landasan hukum untuk
lebih  maksimal dalam hal pencegahan terjadinya
pelanggaran PKWT.

Selanjutnya ditinjau dari unsur bidaya hukum, maka
kemampuan, keahlian dan integritas para Hakim Pengadilan
Hubungan Industrial sebagai satu-satunya institusi yang
berwenang menetapkan PKWT menjadi PKWTT menjadi
sangat sentral dalam mewujudkan tujuan hukum keadilan,
kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Dalam putusan perkara yang menjadi objek penelitian,
penulis telah menganalisis dan berkesimpulan bahwa
pertimbangan hakim telah sangat baik, mulai dari proses

pengajuan alat bukti, pemeriksaan alat bukti, penafsiran
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hukum dengan menggali hakekat dan konsepsi bunyi
ketentuan undang-undang secara mendalam sampai dengan
pengambilan kesimpulan terhadap setiap peristiwa hukum.

Dalam putusan perkara yang menjadi objek penelitian
ini, ternyata Majelis Hakim telah dapat membuktikan
adanya praktek perusahaan yang melakukan penyelundupan
hukum dengan menetapkan sendiri jenis peketjaan yang
seharusnya pekerjaan pokok (core  bussiness) menjadi
pekerjaan penunjang untuk melegalkan PKWT dalam
hubungan kerja dengan pekerjanya. Terbukti pula praktek
perusahaan yang mengalihkan pekerjanya ke perusahaan
jasa penyedia tenaga kerja secara tidak sah. Dengan
demikian, penulis berpendapat dalam praktek masih
terdapat perilaku pengusaha yang melangar ketentuan
hukum. Hal ini tentu akan mempengaruhi sistem hukum
ketenagakerjaan. Pengusaha mengubah struktur manajemen
perusahaan mereka agar menjadi lebih efektif dan efisien,
serta biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam melakukan
kegiatan  produksinya  lebih  kecil, dengan cara
mempekerjakan peketja/buruh dari perusahaan penyedia
jasa tenaga kerja yang dikenal disebut sebagai sistem
outsonrcing, dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT). Ironisnya praktek ini justru dilakukan oleh
perusahaan umum yang merupakan perusahaan milik
pemerintah.

Dalam hal ini, terjadi kontradiktif, di satu sisi
pemerintah membuat kebijakan PKWT yang melindungi

pekerja, tetapi di sisi lain justru perusahaan milik
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pemerintah  yang melakukan pelanggaran  terhadap
kebijakan yang telah dibuatnya sendiri, azas keadilan telah
dilanggar oleh pemerintah sendiri. Oleh karenanya, budaya
taat hukum tidak hanya berlaku bagi pekerja saja, tetapi
seluruh masyarakat yang terlibat di dalamnya harus
menegakkan hukum sebagai salah satu tujuan hukum.

Dari uraian tentang budaya hukum aspek perilaku
moral manusia saat mempengaruhi tercapainya tujuan
hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
Tidak hanya pekerja, pengusaha atau aparat pemerintah
yang bertugas di bidang ketenagakerjaan, tetapi moral dan
integritas hakim merupakan suatu keharusan dalam
memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan
industrial agar tujuan hukum tercapai.

Hakim adalah pembela keadilan, dan keadilan
melampaui  “fazrness” karena menimbang seluruh aspek
secara imparsial dan bukan sekedar kompromi /
ckuilibrium kepentingan. Hakim yang berlaku sebagai
“utility maximizer” dengan menjadi sarana kepentingan
(popularitas media, uang, jabatan, dst.) telah kehilangan
martabatnya.

Kata “moral” dan memiliki akar religius, kata “Yang
Maha Adil” mempercayakan tugas kepada manusia (hakim)
untuk mewakili diri Tuhan Yang Maha Adil dalam
memutuskan perkara-perkara. Dengan demikian hakim
dengan “mata Yang Maha Adil” memutuskan perkara-
perkara (Kisah Nabi Sulaiman).

78 Budi Suhardiman, Dr. MA. Opd,
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Berdasarkan hakekat moral hakim sebagai wakil
Tuhan di dunia memutus perkara perselisthan hubungan
industrial sebagaimana diuraikan di atas, maka martabat
putusan hakim tidak semata-mata bersumber dari sistem
hukum, melainkan juga dan terutama dari integritas pribadi
hakim, integritas itu juga bisa mengoreksi sistem hukum
yang ada. Integritas terkait dengan iman religius (takut akan
Allah) dan tidak sekedar rasional kalkulatif (takut akan
kematian). "

Putusan adalah hasil pikiran ditambah lompatan
kehendak. Pikiran adalah “medan pertempuran” berbagai
motif, moods dan kepentingan. Tugas hakim “discernment’
yakni membeda-bedakan berbagai motif, kepentingan dan
moods tsb.dengan kondisi “detatchment’. Sehingga putusan
yang adil adalah kebijaksanaan ditambah hati yang rindu

keadilan yang melampaui melampaui suka/tak suka. 80

79 Bandingkan .
80 Ihid.
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Bah YV

Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan
Dari hasil kajian dan analisis di atas, maka dapat
diperoleh kesimpulan sekaligus menjawab permasalahan
dalam penelitian, yakni sebagai berikut :

1. Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
menjadi  Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
(PKWTT) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan dan aturan organiknya
yakni Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 adalah telah jelas
dan tegas menetapkan syarat-syarat dan sanksi
hukumnya. Akan tetapi dari hasil penelitian penulis
belum ada ketentuan hukum administrasi berupa sanksi
kepada perusahaan yang melanggar PKWT dan syarat
perusahaan penyedia jasa tenaga kerja sebagai tindakan
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pencegahan praktek penyelundupan hukum

ketenagakerjaan.

2. Mekanisme dan prosedur penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dalam perkara Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), yaitu :

a. Di tingkat non litigasi yakni : perundingan bipartit
dan mediasi

b. Di tingkat litigasi yakni gugatan ke Pengadilan
Hubungan Industrial.

Peran instansi pemerintah yang bergerak di bidang

ketenagakerjaan  dalam  mekanisma dan  proses

penyelesaian perselisthan hubungan industrial belum
mengikat karena tidak memiliki kewenangan untuk
menyatakan PKWT menjadi PKWTT, sebab hanya

Pengadilan Hubungan Industrial adalah institusi yang

berwenang menetapkan PKWT menjadi PKWTT.

3. Dalam Putusan Hakim Pengadilan Hubungan
Industrial dalam perkara yang diteliti, walaupun
ketentuan hukumnya telah jelas, akan tetapi dalam
penerapannya Majelis Hakim melakukan penafsiran
terthadap ketentuan syarat PKWT dan pengalihan
hubungan kerja ke perusahaan penyedia jasa, dengan
menggali konsep filosofis dan sosiologis, schingga
kesimpulan setiap peristiwa hukum menjadi jelas
dasar dan alasannya. Dalam putusan yang penulis
teliti, azas keadilan, kepastian hukum telah terwujud
di dalam proses memeriksa dan mengadili perkara «

quo.
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4. Seluruh unsur sistem hukum ketenagakerjaan saling
terintegrasi, akan tetapi penulis berpendapat dalam
perkara PKWT menjadi PKWTT unsur budaya
hukum berupa perilaku dan moral masyakarat, baik
pekerja maupun pihak pengusaha, pihak pemerintah,
terutama hakim Pengadilan Hubungan Industrial
sangat dominan dalam mencegah dan mengatasi

pelanggaran ketentuan yang terkait dengan PKWT.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat

memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1.

Hukum dibuat untuk ditegakkan bukan untuk dilanggar,
oleh karena itu budaya hukum berupa kesadaran hukum
seluruh komponen masyarakat yang terkait dengan
masalah PKWT harus terus ditingkatkan.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi hendaknya
segera menetapkan ketentuan hukum tentang sanksi
administratif berupa pencabutan ijin kepada perusahaan
pemberi kerja dan penyedia jasa tenaga kerja yang
melanggar syarat PKWT dan pengalihan pekerjaan.
Pengawasan pemerintah dalam hal ini seluruh jajaran
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI mulai
tingakt pusat sampai dengan Kabupaten/Kota, terhadap
Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan
Perjanjian Kerja yang melegalkan PKWT, juga terhadap
penempatan tenaga kerja oleh Perusahaan jasa tenaga
kerja perlu dilakukan pencatatan dan pendaftaran secara
kontinu, sehingga dapat dicegah ekspolitasi tenaga kerja
melalui penyelundupan hukum PKWT
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Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan
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Menimbang

]
BEPUBLY MO

UNDANG-AINDANG REPUBLIK NDONESIA
NOMOR €3 TAHUN 2033

TENTANG
KETENAGAXERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Repubiik Indonesia,

batwa  p g d dalam  rangka
penbangunan L mwwdnpomwn
yang saRimn, el makomur, yammm namammwmwn
spitus besdasarkan Pancasds dan Undeng Undeng Dissar Negurs

barma ahm P mrags kerja
i petanan dae badudul WM SaNQak pening sebagal
penummumwnww

hﬂn:umdongmmnmnudxﬂmhwhm-
dpekan p
m;mmmmwmmnm
peninghatan perdncungan %naga keqa dan keluargarya sesual
dengan ket dan manabal emanusiaan,

bawe pefiedurgan hedap Bnage keda dmaksudhan unkk
menjamn hak hak dasa pekena®urun dan menamin kesamaan
b L um fanpa mdauupw

b karaburih dan
mm nfap mamperhatkan polwnb:nom kamagan dunia

.wmmumma«wwmmn

dipardong sudah lidak sesusi fagi dengan Ketubitan den tnkssn
pembangunan kekenagakeman, ckh karena fu pedu dicabut
danuiau diari tambet

batmy berdasarh tereatut padda funil
a b o d muummmﬂummmm
Ketersgsbaraan,

Mergingsl | Posdl 5 ayal (1), Passl 20 syl (2), Pussl 27 aywt (21 Passl 28, den Pasal 33

ayat |1) Undang Undang Dusar Segars Republk indonesa Tshin 1945,

Dungn prrsebapaan bersams siam

138 Status Hukum Pekerja Kontrak




DEWAN PERWAKLAN RAXYAT REFJELIK NDONESA
Dax
PRESIDEN REFUBUK INDONESIA

NEMUTUSKAN
Menalapkan UNDENG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN

BAB | KETENTUAN
UNUM

Pasy 1

Datam undang unsarg Il yong cmaksod dengan ©

Katenagekeriaan adaish segala hal yang beshubungan dengan lenaga kera pada Wik
sebelum, sebima dan sesndeh mase kee

Tunage barjs adalah safap omng yng mamin melshubes pabiin gung menghasiun
barang daniatau jass botk uriuk memenuhl kebutuhan sendn mapun umuk masyarakat.
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Parren kaths ackiah oning peeseonngen, pangussiia. backan fukum, shiu Seckn-tuclin lernyw
yang mampekerjakan tenags ket dengan membaye: upsh sty mbstan dalem bentuk in,

5. Pengussha adswh

orang parseccangan, persekutian, atas badan hukum yang menjplankan susty
peusahaan mik sendri;

OUING PRNSOrancan. PArsshuliaen, @y badeen haem yirg sacam berit sendsl
menaiankm perusshssn bukan milirgn,
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Indoresia
Partisiian adalsh
gatiap tenhk saha yang teadan hulue aky ek milk 0RO persecmngsn, mik
persekutuan. sty mibk badan hukum, Sak mik saasts maugun milk negar yang

§ faturuh dengan yar upsh atau mbakan dalam Zentuk Lan
usaho<saha sosil don ussha-usaha lain yang Memeunyol penguus dan
mempeketiaban orwg bin dengan memitume upsh Wi imdelen dabam etk lin
PRrarncanaan Inach 2ere adalah rosss pensunem sncea elnigakagan sacam
wsiemals yong disdion casar dan acuan dalam perpusunan keboaican, sinneg, dan
P progran 5 yorg e

b adalah & dan aaiss data yang berbenta

mqummmm mmmmmwum nial dan mukrss lerenty
mengera kelenagakensan
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1) mm.ummmmm \ st
Ko produksvls, G, skap, den uis bnod (uds Sgkat
wmmummmwnmmm-mm
pekenam
10. Kompetensi kerda adaiah kemampuan kerfa setap ndvidy y@ng mencakip aspek
pergetstn. bederamplan. den skap beds g sesum dengan standar yang dielapkan

11, Permagangen ades® bagian dan sadem pelothan e yang deserggsrkan sacarns Serpada
anfars pelathan nwmmmmmnm m:wmmnou-
dm = i pebsriatann yarg b L Aabam prosss

josa dip dafam rangsn menguasy Selecampian sy

tararg
Keahian Sertarty,
12. Pelyoran ponempanan fenaga kena adalah keglatan unluk mempenemulan naga ke
dengan pamber Keth, sRR008 Weags Kme dagal Memperoeh pelaaan NG sl
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pefanian kefa NG MENEUsWi unsur pakacaan, upah. dan parntah

16, Hubungan ndusirial adalahy suatu Sstem hubusgan yang Mibenkk antam pan pelaiu dadm
mmmmmmmanmm pekatjaburvh, dan

pemsrintd yang Gdasodan pada o nieé Pancesian dan Usdang Undang Desar Negar

Repubic ndormss Tahun 1945

17 Serksl pekerpaserkal buvh waleh crpansasl yarg dbeniuh cwel deb, dan anbik
pekerjaltun bhak o perusatomn maupen d L perusshaan, yarg bersitat bebas, torbuka,
mmmma«mmpwmw m-mbd-numdm

hak cln k G ¥ o
WWE"‘:‘

18, Lembaga ke sama bigart! acaiah forum i dan 4 Palnat yang
beskositan dangss sind di s p mwwm

mmunmmmmmuwmmmm
Jawa di bidang Rewragakegaan atau unss palkarnatiuuh
19. Lembaga ke sama tparg adaiah fonum b A rah tentang
mnahh umm WG AngRslanye Mlmmowud vmsm- sarikat
p #al tunh, dan
2. P haan ajaloh yang dbuat sacam wrtubs cleh pengussha yang memuat
syaral synmat kerja dan tata terth perssahaan
21. Pedarjion kags b adnlah geriarinn yng menpskan hasi penndnge snlaa serbal
+al tunh atau serkal pekena) buuﬁwumumm
pnmmmmnu-m dengan abw
mmmmwmmmmswnm|mmmmm
belsh phak

H." a3h g adalsh
wmmuwmmwm mm.t
mwnwumm,s o U= dan

Xeno e " mrm ) bunh
wanmmmmm.
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mempedamtal pekenaan
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Anak addlah setap omng yarg berumur dbasah 18 (dedapan belas) tahun

Siang han asalah wakiu antam pukut 05 00 sampal dengan pebut 18,00,

1 {satu) hart adalah wakys selama 24 [das puluh empal) @m

Sarminggu adalah wakly seiama 7 (tfch) hart

Ugah adadah hak pekeratund yang dienima dan dinyatakan datam berh wang sebagal
imbakan dari pengussshe siws parrbesi kern kepadn pelajaboruh yeng dimlspcan dan

dbnm"mu\nm van kene, kesep oo p P 9 L
hacatush dan keluany was suany e danaiay jasa

ylmwclhudmdhluim

¥ pebatpitunh stes sa p hen kebatitin wng

mmnmmm nkddmmdlunmuwlu\»myl secwa
langaung ati 1idek Wrgung tepat Memperingg produbindtas ke dalam Srghusgan kerja
mmnmuﬁu

P nIaan dan

dang gan dibidang "
mmdl&mmmquﬂmmpmammunm

BAS Il
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Pasid 2
Perrbmng \ " $askan Pancashy dan Undeng Usdang Dusar Negars
Republs ndoresh Tahun 1985
Pass 3

Pembangunan ketenagakeraan disslenggaraian otis asas keterpaduan dengan meai)
hoordieasi ungesonal Tinkis sebiosel pusat dan dosesh.

Pas 4

ban dan wican lenoga ke secara optmal dan manusiawt

fenaga kena yang sesual dengan

L)

patan dega dan
Ketntiban pardanguran nesonal dan daseah
memberian peindongan kepada Noaga bads dalm mewdulhan besejRhiman; San
mennghatcan tesepahienzn senaga kena dan kebsarganya,
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Bag
KESEMPATAN DAN PERLAKLAN YANG SAMA

Pasal 5
Selap lecog ko memilhi kesempatan yarg sama tanps deksimnas: untuk memperleh
PERRARN
Pasal &
Senp pebatabunvh ek mmepecieh perakian yang sama targe dshriminas dai
pengusaha,
24BN
PERENCANAAN TENAGA KERIA DAN
INFORMASS KETENAGAKERJAAN
Pasal 7
(1) Do rangks L L Gk 8 L Laphan kel jakan dan menrpeun
perencanaan enaga kena.
(2) Pacencorman eeaga ke mekpus .
B PRMNCENAN 1H0agE irks makro; dan
b. perencanasn Yenaga ke mikm
(3) Dl penyusuran keblarmn. striegl dan ol program p 2 A
yang betkese gon, h harus berp poda aran lenogs ke
sebagamana dmaksud calam ayat (1)
Passl 8

(1) Perancannm leesgn kors dsusun stis casar niommasi betenagaknran yng smars o melpd

W panduduk con lenaga hena
b, kesernpatan karja.

nomsiln;momh‘u}c;
. pRngupshen dan Kesaarinissn enags ke, can
b, jsminan sosid tamag kere

12) Ink ¥ k tag d daksm ayu! (1) dpercieh dan semua phak
yang tarkall badk natans pamenintah maapun swasla

(3) Mataraan =angans ats cara de fomasl Gakenaan dan pary it
& enago kesja dakam ayat (1) dishe cengan
Parsturan Pamerriah
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BAB Y
PELATIMAN KERJA

Pasal 9

Peiyihan kerp disstengparakan dan dianshican untuk memtekal, meningeakon, dan
gembangs pakngi ketja gua maning jpaan, pe dan

heasejshtersan,

Pasal 10
(1) Petatinan kerja b pasar kerja dan duna ussha,
Mkdlu&nmmalwmnw
() Polatihan karja desel argoarakan 0 than yang mengacy pada standar
Koxn pedsres k.
(3) Petatizan karjs dopat ciatukan sacans barenjang.
(4) Matsrfian mengens tils cara standar komp ke calam

ayat {2) clatur dengan Keputsan Martar
Pasal 1t

Selap Koaga ana berhak antuk P danistay
mergembangkan tompekns hags sesus dengan bakal, i, den men musul
palathan kark.

Pasal 12
(1) Pengusiaha bartanggung jawab aas pening can'atie pang >
pekitanys mes paisan ke,
(2) Paning 'yl o K = derakuud dbam ayal (1)
Jokan hagi pengusaha yang ¥ yang diatur dengan Kepuausan Mentael
(3) Setiap jatrruh L yang sama unkk mong duti polathan kork sesuad
dengan b-dang lgesrs
Pasal 13
(1) Pelaizan hero cisslergaarshan cieh fran knps pe can'at o
pelathan kerjla swasta
lenmammammmmmm-
(3) Lembaga d calam ayal (1) dafam

mmmr&m oolalhm ke daou Dekarja 5313 GeNgN Ewasla
Pasal 14

(1) Lembaga pedrbhen ket saasts dapal berbeniuk badan hikum donests stau peromngsn.
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(2) Lembaga pelathan kene swasts schagamana dimaksud dalam ayat (1) wajb mompexich n
alies men CoNa ke NSRS yBNg beranggueg lawab d bicang kalenagakaraan ol

kabupsienfuls

(3] Lembaga pefathan ko mm deslenggarkan deh nstansi pemernish mendafiarkan
kegiatannya kepada yang beranggung jawab o bidang kelenagakenaan di
kabupateniola

(4) K AN 1S Cirs pEdzinan dan pend hmitags pelatian kars sab

dimaksud dafam ayut 2 dan gt |3} daror dengan Keputusan Meren.
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4. Wrsedianmys Wrage kepeaihan,
hmmmwmmmwmmm

. samana dan o e dan

d & cana bagi ket - penyeleniaraan than kerja

Pasal 16

(|)L-nhvpuﬁmnmnahy\m9hln tzn dan 32 pol kana
yang tedah teslafar dagat e dari lembaga sradtasi
munbmmmmmm-mmmmmmxmmmnum
musyy ekt dan anngan Ki Merioni

(3) Crgarisasi dan tats kens 1 dimaksud dalam ayal (2] stur dengan
Kepu usan Mentar

Pamal 17

(1) Instansi yang bartanggeng |awad o tidang GAVSTRS 0 AR danat
an seme nlies denggarsan pelabhan kede. spabils dalam
pelisanaannya leorata ©
au&mimm,. hers sebagai o d g Pasal 9 dan'atss
b. tdak h g L d dodarm Pasal 15.

1 Pe ‘ggaraan kerj sebogaimana dmaksad
&Uﬂeyﬂ(!lMIIUMMUMWMMWUMWBW]M
(3) Pengr ] mnmmuwummm
han yang tids ‘m oy ¥s0d deam Pasat O dan Pasal

(T
(4) Bag| perywhenggar peathan Kuta dalam waktu & |anam) Euan Sk memenund dan medngias

saran per baikan s=bagamans dimakeud deem syt (2) dhenskan sanksi

pelathan.

(%) Penyolenggara pelathan keta yang Sdak meraati dan telap moltksanakan program palathan
mmnw- mmmmmmuwwmmwummpmm

U T o

izin dsn nase
(%) Malertan tals cara broian 2in, Gan
par pen dataran diabr dergan K Mentari
Pazal 18
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(1) Tenaga kerja bertizk p peng P wwmmumm
b Kol smasi

yang ol selengpainen pelgnan kern 0%
atons pedativan o tempt ks
mMme-mmn‘— A dalam aymt (1) eon melaka
ana.
(3) Serwibas b Kija saga dalam ayst {2) capat pula diuA ol Knaga
WM”NNWIM
(4) Uniuk mak seetiias b  Sben bk badan nesons seiiiss profesi yang
irde penden

(%) Pembeniuban badan naskonaf serttkasi peodest yang independen scbapaimana dmaksud calam
ayal {4 aatur dangan Pearatuen Pemsrinah

Pasal 18
o ool e oo r
Pasal 20
(1) Uk 3. ‘ karja dalam rangka pemzangunan kesnagakernan,

ammmsmm k3t badin nesiznal yeng mesup Bousn pels
mmmmsmmmmum

(2) Ketorman bereuk. " sistom harja

v

sebagamens dmaksud ahmmlmamucwni‘mlum Pasmarielsn

Pasal 21
Pelsttan kinp capst deekenggarskan dengan sstem pemagsngan
Pasal 22

(11 Pemagangan dish kan stas dosy » nagangan anba peserts dangan pengusahe
¥ang 01 buat secarm K

(2) Perjaryan p > dm dafam ayat (1) sesumarg-lurangnya memuat
ek i b Hhan peserta dan peng mimdumlmw
(3) Permagargan yang deslengarskon sk metall p Emars desahsod
anmxmmﬁmmmmmwmmqwmm
perusata yong bersangeutan

Pasal 23

Tensage keta yarg Ylsh mengian progusm pemsgengn nmm s peogshin huaiitas
kompetens kel dan perusabaan alau lambaga serfkas

Pasal 22

dagal i sandkl alau d Begat pamelngpIran
pcmhmlam mmu bak & dofam maupan o luer wiagah hdonesia

Pasal 25

Mangaraja Manurung 145




(1) Femagargan yang diakukan d juar wizysh Inconesia eajio mendapat con dan Menles atau

pajtst yaryg Slnph

(2) Uk oeh (2 sab Aiem ayst (1), parmelarQgann (emagirgan
vamkbo&nhmmlﬂmmlwmmwuwm
b

(3] K o luar whayah Ndoresia sebagamana

ana:momsmnwmmm Asr d20gan Kepuliasan Marma),
Pasal 76
(1) Penyeienggarzan pemmagangan d luar wiayah indonesia horus memperhatian -

& harkat dan martsbat bengsa hocoesi;
. m0gussnsn kompesns: yang kbh ool den

c.p Gan dan esep pesaria Coll + L ¥
(2) Menlen afau pepbat yang diunpk dapat b pangan i luar wimah
N0 HS8 SPASER OF A pHlaksraamnys MMyals ok sasus dengan ketanum
sebagaimana dimaksud cakam ayal (1)
Pasal 27
(1) Menteri dapat mawaiokan kepada parusahaan yang memonuhi ¥ unk ]
Progam pamagangan.
(2) Dolam RPN parsy iy d cram aydl (1), Memen rarne
> ke penting: yarshal, con negsm.
Pasal 28
(1) Uniuk fisan saran dan per gan dalam e bigkan serla melakiukan
koontnasi pela Than kerja dan pemagangan dient, ag athan kara
nasions,
(2) Pembemukan, ksanggotaan. dan tats kevja lembaga keord) ahan kena
mmmmmn)Mrwmm
Pasal 29
(NF h Pusat dandatau P Dt malakban po ol Kl can

pemagangan,

(2) Pe {m dinspban ke arah pesingk Kuslias,
mnnmupmwammmmpmnms

(31 Paningiatan produkivias sehsgamana dimaksud daam ayet (2) dakukan melsul
wnggwmn&_mw}.mmmwm,mu

Passl 30
(1) Unik m caam Pasal 20 ayat (2) cenul
mmmmmmhmm

(21 Lembaga produkiy bzud dalam syt |1) berbentuk jepnng kefembagaan
yang bersfal Stas sehor maupun dasrah.
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(1) Pembamiuban, keanggotaan dan tata keqa lemb: ta
mwwmmmrmmmw

BABVI
PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 3t
Setp oz e = hav dan yang sama urduk memih, mendapakian,
atzs pncah jean dan o g yang layak i dalam atau o luar negen.
Pasal 32

(1) Penempatan terags ketjs dilaksaratan beisarkan asas istuka, bebas, obpekd! seris adil, dan
S0 Wanpa dsirminas!

(21 Penampatan teraga Karfs dRraticn Untuk mensmpatan nags Rk mmunmm
sewuni de ngan keshion, elerampdan, hakal, minat, dan dengan
harkat, martabat, hak asasi, dan perindongan bubum.

(3) Fenompatan tenaga ketja dengan knsempatan kena
dan perys Ga3n WNAZ ke mwwmmmm nasioral din demn

Pasal 33

Penemputan tensge keda terdri dan
2. penempatan tenags karR d dalam neger, dan
b peniempatan lerags bt o st nepen

Pasal 34
Ktk trags bats & lua seged selogsimans denaksaud dalsm
Pacsal nmmammnmmqu

Pamsl 3§

(1) Pamban kena yang mamenukan tenaga kera capat massknt sendel tanaga kera yang
dibubhkan atsu melshs pelaksana perempatan fensge keds.
(2] Pelskssra panempalan lenag et sebagamans dimaksud dalam ayal (1) waib menbedan
perindu ngan saak reknubmen sampal penempalan %enaga ke
almnmwmummawmmmnhmumwb
i, i kel

mmmmmw
Passl 38

(1) Penempatan tenaga kefja okeh g dalam Pasal 35 ayat (1)
di dengan Lerh b p BNags ke
(2) Pedaryanon peoempaian terags kads ssbagaimans dimikeud defam aysl (1) bersial wipadu

dalam sty setem parempotan tenaga ketjs yang meiput unsurunsue |
& pancarn ke
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a;UWmmmmnmnmm-mummmm
olakeanakan 3ecien legasah yang unuk e P RNGH kéra
Pasal 37
(1) Pelsksara lenag e dimaksud dalam Posal 35 et (1) lerciidan |
a mmmnmummmmgmﬂmmn
£ feenbiogs swasts berbadan husum

Q}WWMWWM&MWMMMMNMMDM
sarakan pefaynnan penempatan senaga senn wagh mem ik n teriuls can Marten sou

P‘W!WGW
Pasal 38
(1) Pelsh mum dimehsud dalam Passl 37 oyt (1) bl &
diwang haik & ¥ maupun tdak langsung. setagan atau

mmaummmwmnw

(21 Lambaga perampatan %naga e seasls sebagamana dmaksad dalam Fasal 37 ayak (5) hunut
b, hanys capal memungul béays pensmpaion lesags keds das penggurs leeags ke dan dari
tanaga kefja goiangan dan lbazan trents

(3) Golongan dan jshaan sebagamana dmaksud dalam ayat (2] dimspkan dengan Kepusan

BAB VI
PERLUASAN KESEMPATAN KERIA

Pasal 18

(1) Pemenmiah bertanggung jawab menguparyak kerja hak dical
Mapun 0w Bubungan ke,

(2) Pameninah can misgaraist bersama-sama meng [ TE) kena bak di
awmmalwmwnm

(2) Sermum hadk pusat maupun daerah di setiap sekior darahkan untus

,"' nerm karjs hak & dalam maupun di kar hubungan swja
(4] Lembaga keuangan hialk perbaedisn maipun non parhankan, dan cun usaha peru membanty
oanmem Bevikan dnmudshen bagi satiop kegk yerskal yang dapal menciotaran atsy
" korje

) v »

Pasal 40

(1) Perluzsan kesempatan kara di uar mnuvan S AU N Ml panciplaan keglEian yeng
prodkkf dan t (| dengan sk in potensi sumber daya dam, sumber days
manusia dan ieknolog lepat gura.
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kerp L dalam ayat 1) d dangan
pobwvmmwumwnmummdvl PRrRtREan SEMem pedal kinya,

penenapan inobg e gura, dan pandapag fenoga sivps sk ala poly lan yang
capat mencarong y sema.
Passl 41

(1)F b Vi PAkRRan dan e kafia

(21 Pamenimiah dan b ST MG pa o LEH
m*mdd*umnl!l

(3) Do dalom aryat [2) dapat dbentuk badan
mnmmwmmr AN UnsUrMasy

)

mmums\un Pndlo anmamﬂmmnm:m
Peraturan Pemenniah.

2ag vl
FENGGUNAAN TENAGA KERJA ASNG
Pasal 42
(1) Setiap pember kergs yang batjshan Jenaga ke asing way memibti i2in kel dan
Montani mau pejahat yang dtunpek
(2) Pemioen kerja cang p wgan clarang jakan leoaga kera asing.

Mesagban memik @on dm calam ayat (1), ok berdake bagl
mmmmmmmmwmwwwmam
(AJTmm-mdlw fakan di b harya dalam Pubungan kema untuk jabatan

&nmuhnmlu

(S)menmmmmmmmwmwum
dRelaphan dengan Keputssan Menter

(81 Tenage katjo asing sebagsinans dmaksad dalom ayal (4] yong masa kedqorvs habes dun fidab,
dapat d perpanjang dagat dganiian olkeh wnaga kera asing kinmya.
Pasal 43
(1) Pembar kena yang merggunakan 1naga kel asng hans memiki rancana pencgunaan knaza
kers asing yang desaliean tah Mertes stau peabisd yorg dhunjuk

(2] Remncans pergpunsan iamaga kesjs asng sstagamany dmsksud dalam et (1) sekurang-
kuangma me muat keterangan ©

a wasan penggunaan wNaga kena aseg;

-} Jabatan danfatau kedudukan fenaga kena asng dalam stnukir organisasi perusahaan
yang bersanghulin

& JANgs Wik enQounsan Snags kads asing, Gan

d perunfuksn Wnogs ke wargs negan hooness setegs pendampng knsgs keds
asng yang dpekenakan.
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(2) K dalam ayat |1) sdak beraku tag nstans pemenmish, badan.
umnmmuwmnoemmnmomm

) 0 D918 CAra DENDABANAN MRGHNN PerQUUNESN WOigH kivie sang dals
dengan Kepuu san Menlen.

Pasal 44

(1) Pamber kerja tenaga kerja asing sajb meraat kelenian mengenai jabatan don stancar
hompears: yang barlakou
(2) Matornusn sangane jsbalsn dan standae hompetensl sedagaimans deraksad dalam syal (1)
ciatur dengan Kegutszan Merten
Pasal 45
(1) Pembari keda tanaga kera asng wajb

2 ek Trage ke wiegs negats Indoness sebagai lerags pendamprg lenags
kenja asing yang dpekenakan s i leknclogi dan alh sashian dan fenaga kena asing dan

-1 kan dan kana bagl terags kerja indonesia sebagaimana
muwannurmu'nmmmummimmmﬂmmumm
asng

21K dalam ayat |1} sdak beralu bagr lenage sane asng yang
mmlnmmmmlm

Pasal 48

(1) Tonags bera asing tlarang manduduk: sbates yang mmng Jia daniati jabean-
jubaton ter tentu,

(2} Jabatan gbatan tertenta sebagamana dimaksud dalam ayat |1) datur dengan Keputusan Menlen
Pasal 47

(1)mnmmmmvmn:mpuwwmpmdpmmmn

21K dabam ayat (1) tdak berkby tag
mw;nmchw\ mmu\mnawq bodan-dadan mamasiony krbags sosil,
|lsmbaga keogamaan, mmmmnmmmbmhwwddhn

(3} Ketertuan mengenat jabatan jabatan serteniy of lemb

e o el

dalam ayal (2) diater dongan Kepuausan Menlan

41 W ¥ i) g M i dangan P
Pamnermnish.

Pasal 48

Femben ki yorg mempekorpian teraga kerja asing waph memusangkan tanaga kerja asing
kb negarm asalnya seldah Tubuegan karanys batkhe

Pasal 48

mmmsmmnmwhmnmmmmm
pelithan feanaga sarp g cadur dengan

150 Status Hukum Pekertja Kontrak



3AB X
HUBUNGAN KERIA

Pasal 30
Mubongan koa derjadi karena adanya kers anlorn dan poken
Pasal 51
(1) Perjaryan kerja dbuat secara mriuls alaw bsan
(2) Pejojan kerja yang secan s d kan sesum cengan peramn
parundang wndangan yang taraki
Pasal 82
(1) Perarjan kerje dibust atas dessyr

a brsapakatan kedua beleh pitak.

b kemampuan s kecskapen melskudan pertusales bokom,

c. sdanyn whn'w yung dpecanjkan, dan

d foar diperjenphan tdak ber dengan keteriban umum, kesusdsan,
unmmmmwmw

@) Perangan kerja yang dbusk oieh paa phak yang 'gan déngan Kaknk =
dimaksud detam aysl (1) hund o dun b dagal dtalsan

(371 Pedorgan katjs yang dbost oleh paes phak yang g dengen kulenh &
dmaksud colam ayat (1) hunt © dan d batal dem| hukum.

Pasal 53

Segah hal dirdatau Baye yang di gl  pestangian kerj
dinksaniakan cleh dan menjadi tanggung jewab pergussha

Pasal 54

(1) Perjrgan katja yang dbust secara tertulis sekurang karangnyas memuat ©
A rama slamal parnusahaan, dan jents usaha
b, nama, s kelamin, umer, dan slamet pekenatuns
. jabatan atau jenis pekerar
0. Wirpal pekataan
e. besamya upah dan cam pembayaranmya.
f syarat syeat kena yang memuat hak dan gsaha dan it 3
§. mutai da aNgka wikh bertahuna perdeniian kada.
. fempal can tanggal peranjan kens dboat; dan

| %N 1angan para piak dadam perjanian kerja
mwmnwummwumwmmmmmoom ek boleh
berladungan deogan paraniian kerjs barsama, dis paratutan
nmqmdanommmm
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(3) Peraryan kerja ' dafam ayat (1) dbuat sekurang kuangma mngkap 2
(ﬁm yonommyal VRGN MM YaNg SAME BLE pisefatunm dan pangusaha masing
masing mendspal 1 (satu) peranian tegs.

Passl 55
Fegaryan kea ddak dopat diark kemball danatau cubat, kecual! #as persespan pam phak
Pasal 56

(1) Parjangan kerja dbust untuk wakiy lerseniy afau urmuk wakiy bdak fertani

(2) Parjandan kefja urmuk waki terkentu sebagamana dimaksod dalam ayat (1) ddasarkan aas @
& Bnghs wakdy; sy
b. selesanyn suahi pesecaan lerfentu

Pasal 57

(1) Parjargan karja unauk wakiu torkeni d buat secara tartuis serma namns menggunakan barasa
ndonss dan hunl lsin

(2) Perjorjaan katjs umud wok b lerdenis yang dbust bdsk %rlutis befentangen dengsn ketenhan
ubmmmamddm-mu)ﬁnwﬂm sebapal perianian kegn untuk wekiy Scak

mwmmmnjm hath mmmwm noones i dan baress asng, apabia kemuadian
ks ked makn yang berkaku peranjan kega yang dibust

calam bahasa nocnesia,
Pasal 58

(1) Parfanfsan karja urmuk waka trkenhs tdak dapat mansyaraian adanmys Masa percabaan kara

(2) D hal ayarakan mmnmammmmmysmmawm
dukam syal (1) mass buen keta yarg y bl demi

Pasal 50

(1) Penangan kena urmuk wakts terlents hanya dapat dbual untuk pekarRan lorfents yang menunit
jorés dan sER1 alau kepatan pelerRannya skan saesal dalam wally Rertanty, yaity @

& pekar|aan yang sekad selssal ala yang samentam st
P yarg dpark parymbesas daam wakh yanyg tdek sy lams dan
palrg tmas 3 (iga) tabun
c pekerjaan yang berstat musiman; ata
d pekerjaan yang berhubungan dengan procus bary, Segiatan bary, atiu produk tambanan

yang mash dalam percobaan ata: penjkan
(2) Parjardan kara unmiuh wiki taekinhs ek dapat Badakan ik pekeaaan yang bersfidt titsp
(3) Padanjan kats umuk wakiu taend; depel diparpaniang alau dgerbaharn

() Perjargian kecs wikiu berdenhu yang didassrum otss jengs wakty e copsl dedakan umuk
paring tma 2 (cua) tahun can harys bolsh dparpaniang 1 (satu) &all unbuk jangka watku paling
lama 1 (salu) saten
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(%) Pengasaha yang o fena wakis lectenty lorsetut, poing ima
7Ml harl sabebum paran jan ummmmm tekah membectadutan maksoinys
secars lerubs hepad s peterpitaruh yang bersanghulan

1) Pemnbaruan perjanjan kerja warkks lerents hanya dapat dadakan setelsh meetiy masa enggang
watkty 20 {832 puluh) har| berakhimya perjan|an kefja waktu tertentu yang lama, pembansan
pelENEN keta wakly Ky v hinys bokh akulan 1 (sak) ksl dan galng bma 2 (dua)
tmhen.

(7) Perjaryan kerja uriuk wokis terenis yang tidak h
::"0!91“) mm a4p0t (4), aut (5], Gan syt §5) maka demi hufkuen marnged peranisn

(%) Mat-had hnmnmndm-mm 0l skan daker ebh gt dengan Kepuaisan Menten
Pasal €0
(|)mmmumuummmwnkmmmwumm

mommmmummmmwaummml perguasha (aleg
membayar upsh & basah vpah miemum yang Serlsh.

Pasal &1
(1) Penaryan kerja berakhir apatel ©
a pekerja meningpal cuna;
B ¥a Jangka waskty pesan(ian kena;
c n&n,n pulnn puwﬂhn can‘atay potusan atau g 7
hukungan yang telah Py ek Pukum tap, ata
d 330y8 keadaan alay ke jpdan lanent yang o kian delam pedanian keda.
haan, atau peqanan keqa yang dapat meny G
hutungan kefa

mmwm mmmummmmwmumummmam
persatan yang o p

(3) O had terjandi pengatihan p h mnaht—h& keraiburuh menjadi tsnggang jewad
&in dalam

mkm b Lt o o L g o L4
me
(4) Dol hed NG pe N, ekl dunis, ah| was pergusste dapst
mengakhir per-jarian kona selelah gkan dengan bush

(5) Dolam hal pekeradunh meninggal dunia, nmmpcurptbumh besak
mn»wommwmwuwmm mmrsumw
diatur dslam peraryian keno, pernk i pesy; betja by

Pasal 62

Apabla salah sats phek kena ¥ angka wakis yong
mmnmmmmm»m e tarakhimya Wumwuam
datam Pasal 61 nym[l).pﬁdtmnmarwmdhummn
mmwmuwwmwmmwmwmwmm
bates wakty basskiinya janghn wably penandan kem

Pasal 83
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(1)D¢m|ﬂmﬂ'ummmuum-mm:mmmmwmqb

SN pengangiinan bagl pekaraauh yang b

(2) Sl panganghation sabiagas din d delam syal {1), sekueng kirangnys semuat
keterangan :
2 rama dan alamat pekenatunitc
B, Sa0g0a! kel bekar;
<. jenis pekorjaan; dan
. Basamys wpan
Pasal &4
Parasahisan dapst merry b e + kepads p isnys
meaki paranian p L Ran ala pempedaan s okl yang dbua
secany ks,
Pasal 68
(1) Penyeraran sebegi bk borjisan kepods I disksanakan mesu
yin pem gan pekatsan yang cituat secan fertuis.
(2) Pekanaan yang dapat ‘opada p lan sebaga dmaks.d calam ayat (1)

Nans momanuhi syaral-syanal setega bariat |
& cdiakuban sacara lerpisab dan kegiatan utsma.
nmmwmswmmutwganmwm
& G p | dan
uduk g proses pr 'm' g
(3) Perusahsan lain seb ekt civiam ayat (1) havus Berbantik badan fusum

(4) Perindungan kerp dan syarat syarat kerjo bagt pekemburuh pada paruzahasn len sebagamann
Sk -sud dam A8 (2) SERRNG-KWENDNYG Sams Gengan parknaungan kera dan syaral-
syt herja pada perusahaan pamberi pexenaan ata sesusl dergan peeatuinn parondang:

unzdangan yang barahy

(5) Perubah syantsyannt schagamana dmassud daam ayat (2) dats
l&hwavmn&whnnﬂvhn

(81 Hubungan ke dafam peiscsaranm pek SR drrak. J&nmmm
Galam perjaryan kefja secana lerduds antara lain dan peler h yang
dpskaakanys

(7) Hubungan kera sebagamana dimaksud dalam ayi () dspat ddasanan aias penanisn ks
warkly Sk lerienh atau perenian herjs wakis lectenks spabls mamenuhi persyarstsn

sebagaimana dmaks.d calam Pasal 58
mon-Mkmmmumummmmmmmuwmmm
demi husum stk =1 P dergan
berih menaz hubungan sema b :h dengan pemben pekerpan.
() Do hal rubungan kena tamin ke p pemben } "
ek aya (81 @8k tubingan ke pekadabun $angan pembed pakedaan seaus dagss
L kevja ' dimked catam ayal (7]
Pasal 68
(1) Pekenaburuh dan |esa pessmalburuh tidak boleh dgunakan dleh pemben
Ko uniuk me kan keg Mw getn yang bartibiungan Bngsung dangen
proses produks, keouak untuk kegistar jasa penunjeng atou seg yang Sdak bechubung
langsung dengan peoses produks,
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(2) Penyeda jasa p L Qs
betulingie hno-nnn dsromm m«ummm:mmmwm

. AN uBbungan keds amang pakaraburd) dan perusatan peoyeds jgss
pesenatunh;
b pananjan kera yang berabu defam hutungan keda ssbagaimana dmaksud pods tund

& Rialh perRnlan kerg wnluk wakly %rtendl yang mamandh| persyamian sebagamana
dinaksud Jeiee Pasal S0 den‘atay parjanien L wikh Idek e yeng dbuel secins
mmmmmmmuwmmm

c syaral-syamt kena, serta parselshan yarg Smbul
mmnm|mbm;mmmmwnh dan
d mmhnmmmmmmwwuwmwm
sebagai h dtuat oecana lertubs dan wajb

s
memuat pasal-pasal sbnpmn am-nm daam undang-undang nt

(3) Penyoda |asa pesesa bunih menupakan Somuk usaha yang bertadan hulum dan memikl 2in
dari instanmsi yang bertanpgung jaws i bickang ketenagakadssn,

(4) Ot bl b b L dalam oyt (1), ayet {2) buruf 3, tend b, dan tunul ¢
mma)mmmn mnmmmmsmnmmmmnnmm
s pekena! beralh mesfadi hutungan kens antars pekedatunh

d-npmahmm«tmpmm

BAB X
PERLINDUNGAN PENGUPAHAN, DAN
KESEJAHTERAAN

Bagan Kasaty
Perirdungan

Pamgrat 1
Penyandarg Cacat

Pasal 87

(1P ha yang koatjokan enag S pey g cacal majb memberk A
sesi dengan jns dan dermjat kecacaiannya

(2) Pembarian penndungan sebagaimana dmaksad calam ayat (1) claksanakan sesual dengan
petiuran penndangundangan yang bardska

Putagral 2
Anak
Pasal 68
Penguisha clarmng mampekerskan ask
Pasal g8
(1)K t dalam Pasel B8 dapal dkecuaihan bagl ansk yang benmur

antra llmbemlmnmwduwlimnb&ﬂhhnum&md&hnum
ngan sepaniang Sdak mengIanggu perembangan dan kesehatan 45k, mental, dan sosial
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(2) Peng yang korjakian anak pada pekenjsan mgan sebagal ana dmaksud dalam
591 {1] Da-1uE MEMENUN ParEyaratan |
&, 0on bertulis dari orang hus sty wal;
b, paranjan kerja ansam perg dengan cfang tua atau wak;
€. Wikl kers maksimum 3 (5g8) jam,
@ diakukan podn sang han dan Sdak mengganggu wakty sekolah;
o, kazalamatan dan kesshaian koo
. sxdorys hubungan keds yang jelss, don
G menenma upah sesudl dengan kesermuan yang bersky,

dalam ayst {2) teruf & b, 1, dan g déecualkan dagl anak yang

@

l &
bekata pada uiahe LuagAnys.
Pasal 70

(1) Acak dapat melskuban pebursan di lampat bads wang merupaken tagen dar kurle
atu yang Onh peatat yang berwenang.

(2) Avak sehagamana dimaksod dalam ayat (1) palng sedbit berumur 14 (empad belas) tahun.

(3] Pakar) o dmaksud calam ayat (1) dagat akusan dengan syarat

a dheri patunjuk yang wias kntang cara sana gan dan
dofam oan

b dber padindungan keselematan dan kesshatan ki,

Pasal 71

(1) Anak dapal melskuk urmak han bakal dan mnainy

QJMMW b mas demakesud datsm ayat (1] b memeruts

adb‘mmmnwmmm-ﬁt
b. wakay kora palng ema 3 {8ga| jam sehart dan
¢ hoondsi dan Tnghungen kavja tdsk mergpangou parkemiangan sk, mental, sosel dsn wakl
sekobah.

(1) Malertuan mengens ansk yarg bekera untus mengembanghan bekat den minal setagamans
dimaksud datam ayat (1) dan ayat (2) datur dengan Kaputusan Mender

Passl 72

Dalam hat anak dp Sama dargan dewnsa, makia tampst kara

anak harus dersahkan dan et kena peknraunh cemass.
Pasal T3

Anak danggep bekerja blamana berada o sempat ko, kecusll dapat dDUSKAN sebaiinya
Pasal 78

(1] Sagapen damng nakan dan melb analk pada pekiens 4 yong ertuni
(2} Pekarjaan-pakar)ain yang Nibunk yang cenaksud dalam ayat (1) mapad
a 5003l0 pekenman dalam antuk pertudakan ali seRNSNE.
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o segala man yang chakan, ates anak untk
P 3 AT, peNkaN POmo. 815 Pl

< sogali pekarisan yieg L ,‘“‘ ati meltatn anek unhik

cubost dan NG keras, narkotk & dan zat ocktf lanmpa;

dan‘atay

d sanma yang y sl ol anak.

(3] Mnkans } yang . i monal anak
sshagamea mmma;nwuammm-&wmm«

Pasal 75
(1) Pamenniah berkeeajban melskucan upoya peranggulargan anak yang bekera d kar tubungan
kana,

(2) Upaya penangguian gan sebagaimans derakisud dalm syat (1) diatur dangan Pestuen
Pemariiish

Parogral 3
Pemmpuan
Passl 78
mmhmwwwmmwuﬂumm)mnmc
dpatatgakan mmwnmmwmmnmm
2) P e ha disesng bty pus tami yang menueul kalenngse

mwmmmmmmmmwm
beketa dntars puked 23,00 sampai dengan pukul 07.00
(31 Pengussha yang mempakegeien pelagatur paraspusn snlsrs puid 23 00 sampe: dengan
pukul 07 00 wals
. a

dan miv berglzt dan

b menes e o b selama o terroet Kede,
(4] Pengusshs wish * anla jempul bag) pekenabunn paeamguen yang
uwmqummuuwmnmmnmmmm
*) G dimaksud dalam ayat {3} dan ayat (4] datur dengan Keputusen Memer
Pamgrat4
Waky Kiegp
Pasal 77
(1) Setiap peng walb ot Reerrhann weikh kerjn
(21 Wahis ke sebagpaimarns deraskosud dstam ayat {1} meigul .
a 7 (ujuh) jam ¢ [saku) harl dan 40 (empat puitis) jan 1 (satu)mirggu unuk 6 (snam) han
kena camm | {saks) minggu; alee
o 8 (delapan) jlam 1 [satu) Ran dan 40 (empat puiun] fam 1 (satu} mingga urask 5 Jma}
haiti kada datam 1 (3900) minggu

(3] Ketorvismn wakds hiri ssbagaimans dimekaod dalem syslt (2} idek Barkaky bagi sebio usaha
ataa pekerjaan lerends
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(4) Metermuan mengena wakiu keqa poda sekinr ussha atau pekenaan terfenty sebagamana
dimaRsud dafam ayat (3) dater dengan Kepotisan Menlest

Pasal 78
(1) Pen, ih 1) hatatnauh Wik be R it dimak
aumnmmr-msmmm
a oda pekenaburh yorg dan
o wakiy kena lemiur hanya capat diakukan paling banyak 3 (ga) lam dafam 1 (sau) han

dan 4 (smpal EeBE) jam dalkam 1 (saki) misggu

(21 Pengusahia yang mempakeraksn pakarabuth mathiwaki: R setapamana dimaksud
cakam ayol (1) wopb memtayor upah ke kembur,

(3) Katerhuan wekds ser lembur sobagamana dmaksud dalam ayal |1) huruf b Sdak berlahu bag
SR USHNR R peRaTaan ety

(4) Keteetuan manganai waklu keda lembur dan Upsh keda embur sebagaimana dmaksuad Salam
ayat {2) dan ayal (3) calur dengan ¥eputusan Menten

Pasal T8

(1) Penpassha wojts memben sakiu istrahat dan cut kepada pekenatunun
(2) Wakiy etrahat don cutl sebagamana dimaksud doam ayat (1), melput ©

a trahat ontra jam koqa, sekgang kaangnya selengah jam selelah bekerja selama &
(RMPAL) A s manarus dan wakiy stisiat tarsabut Wdak Semmask jam kans;

1 hmhat ceingguan 9 (satu) Pan unauk 6 (enans) har bana dalam 1 (Satu) mingga atau 2
(cun ban umiuk 5 (ma) han kega ciakem 1 (saki) minggu;

(- cutl tshunan, mmmtzmmlmmmmmmm
barsanghutan bakerfa selama 12 (ua baas) bulan secar tarus mensus dan

a Birahat panang sakurang-Raangnya 2 (dua) bulan dan dlsksanakan pada tahun

katypsh dan kadelagen mesng easng 1 (satu) bulan bag peknraturuh yang Seish betegs
seloma & (enam| fahun sacara lers-menenus pod pensanaam yang sama dengan setenkan
paraiRturuh tarsabut tdak barak lagl alas strahat lahunaenya dalam 2 () tahun benalan
dan selanjutrys bedaky unhk seiap befpaten masa kego § (enam) tahun

(3) Pelaksanaon wakis s¥rahal lshuran ssbagamana dimaksud dofam ayat (2) hund © detur datom
pananian kg, parn. #au pananian ke o

(4) Haik stihat parjang setagaimana deaisud dlam ayat (2) hurut @ hanya barkaiu dagi
pekematunih yang betern pads parusahiaan Yaetanty

51P hassh terlesly i cimukeud dakam ayal (4) dishe Gengan Kepuhusan Mente|

Pasa B

Pengusaha wash membenkan kesempaten yong secukupmyn kepoda peketa’ burch unbok
ban Dadah yang deadkan ol agamanya

Pazal 11

(1) Pabarjatioruh perampusn yang dalam masa haid sakk dan Rahkan kepada
pengusaha, bek wih bekera pada farn perama dan kedua pada wakks hakd.
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(2) Pe o dmaksud dalam ayat {1) diak calam perjanfian kena,
[ Pensaahaan, au petarian keda b

Fasal 82

(1) Pekaqationn p Dtk PO BIENM seama 1.5 (salk sstergin) e sabsbum
saatmga medahiskan anak don 1.5 (st setengah | bulan sesudah melahrian menunt
ummwmmnmm

(2) Pakadabiveut p yong Rindungan barhak mempeied Birahat
1smnm>Mnmm-wwwuwwwmmmumwm

Pasat 83

yang mash nans dbar b
unu\ mmwun Myl lhwmmmsdumnmawmwm

Pagy 84

Sedap pekerabunh yang menggurakan hak wakiu istrahat sebagamana amaksud dalam
Pastl 79 ayal (2} turul b, ¢, daed, Pasal 80, dsn Pasal B2 bedhat mendapst ugah perun

Passi 65
(1) Pekenabunt tdak wajb bekesa pada han han kour resmi

(2) Penpsaha dapat mempekerakan pekerabunh untuk beiena pada harihar tbur reami apabis
’“MO”]WWNMQ‘M nqumm—maw
pods

nafteruh dengan
Q)Pmmnng bt LEUSE ‘m ik mmmml
mmnmuﬁmqﬂajnpmmp unnhmbmwr
(4) Keterouan mengena |enes dan séal peken g L dalam ayat (2) dator
dengan Keputisan Mentet
Paragmd 5
Keselamanan dan Kesshatan Kera
Fasal b8
(1) Satap pekatatumh memponyal hak ik memp AN atas |

@ keselamaran dan kesehatan kerja
b maol dan kesusiarc dan
€, perianan yang sesusl dengan hakat dan martatat manusia sara o B agama.

2) Lk melind. barch guna dukivezs kerja yang ogtimal
awvwwm Wpaga kasaMmatan dan hesstatin b

(31 Partindungan setagsimarna denaksud daiam ayat (1] 0en ayat (2] dlskesnakan sesuai dengan
poruran perndang undangan yang berlak
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Pasyi 47
(1) Setiap pe wb apikan ssiem 24 L dan keschatan Aera yang
riedBgrass CHNgan SSm MENaBNn pensshamn

V| bk manag an kasshasan kera
sebogamana dmaks.d datem syl (1) distur dengan Peraliran Pemenrisn

Bagan Kedua
Pengupshan.
Fasal B3
(1) Sstiap peksrburch tarhak " hastan yrg Al preghidpan yang linsk
bap kemanusizan
(2) Uniuk ok ghasian yang Gh yang lysk bog kemarusiaon
sebagaimana dmaksud dakm ayat (11 per L aRan pang yang
mefiedungi pebadatuun
(3) Kebiy shan yang meling, sburuh L cm o dakarn Ayl (2)
mefigut
@, upsh sinkmunm,

b upah kara emiur;

€, upah Sdak masuk kerja karena berhalangan,
¢ upah ddak masuk kera karena mefakukan kogatan fan d luar pekerpanmya;
€. upah karona menjalankan fak wakis sAmhal e,
I bentus dan Cars pembayaran cpah;
¢ denda dan posangan upah;

N hat-had yang dapat dipeeviangkan dengan upah
| struktur can sl pangupahan yeng sroporsional
|- wpah wmuk pembayaran pesangon; dan

K

. wpah umuk partitangan pejak penghasian
(4) P h taphan upsh mi Laga & d ceram oywl (3) ol a
berdasarkan kebutuhan hidup ksyak dan dengan mes an pr ftas dan p
akanomi
Passl 88

(1) Upah minimum sabagsesans dimsksod deam Pasg 33 syl {3) hund o dspal Wedin stas
& upsh minkmum beeckshan whaseh provns alsu kabupsientots,
b upsh miniemum beeckassrkan sskior pada wiayah provinsi atau kabupaeniots.

(2) Upah sebagasmana dmaksus dalem xyat {1) kepaca percapaan keb.
hidup layak.
(31 Upsh G dafam ayat () ddetapian ofen Gubemur dengan
peehathan rek dass Sari Dewean Porgupshan Proves: dan@tau BupeW ko,
) sl pel ketiutuhen hidup kyee sebagiemans

1 atapan
dimaksud dalam ayat (2) diakr dengan Keputusan Menlon.
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Pasal 90

(||Mmulmgmmmmnnthmmm_mnmm
dakm Pasal 80

maaolwaoMamwkmmw Yo Upals minim, Dy chm, d dalam
82 dapat diskuban perangguhan

(&)} hhm panangguhan sebagasmana deraksad dalim ayut (2] diatur dengan Keputusan Manten

Pasal 01

(1lmmmmdnh¢hnmmwmmmnmm&mﬁ
Bl werikal pekadasechat buruh tidak boleh bteh rendah dari ketenfusn peogupshan yang
berlaku

P p L) fan yang
momm sba -‘- k ‘mm-ﬁ(!lwmhwmmn
GONGaN PEULEN Paundangundangan, arsabut badat demi hukom, dan
pengusaha wajb bayer upah pek h perundang undangan yang
Baraku
Pasal 82

(1) Penpusahia menyusun stukiur dan shals upah dergas memperhatican polongan, jobatan, masa
kerja, perdidkan, can kompetons.

(2) Pengsaha medahudian pannausn Lpah secard 2akak dengan mem-petatkan Kemampuan
perussrann dan predikivis

(3] Keteuan mangens shukhr den skals upash sebapaimens dmaksad dabim ayal (1) diste
dengan Keputsan Mentes

ngan
Fasal 93
(1) Upah Bk dlayse apabia pekanaty Tidik mokk [Ty
(2) K teag s d detam aypst (1) bdsk berkshy, dan pengussha wajb membayer
upah apabds |

. pekeiaburuh sski sabingga dak dapat melskokan pelerpaan;

b pesmRiburuh perempoan yang sakct pada har pertama dan kedua masa hatdnya sehingga bdak
dapat maR UGN peedann;

cmwmmmmm kadabunh menkah keth i

ahw k2nd, e sl isters olsy

m*anamm-mmmmmnmmmmummm
mesirgpal dune.

. peteciatunh Sk depul medakuken pebersanngs karens sedang menplankn kewy oo
terhadao negany;

e pexerjturuh tdak dapart medok b ¥ kiwera monalan-kan badah yang
Clparintinhan sgamangs.

f paummnmuemuummnymwmwnwmma

besk karars Gan yang

dhindari penguzaha:

§ pekanadunh mesksanakan hak simhat:

h pekarjatbonih meRksanakan Lgas serkat patons buruh atas Y gusah
dan

I peksedabund mesk tugas p ari p &
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(2) Upsh yang o spada pokerj yang sakk sebag dalo apat (2)
Nt 8 sekagai ekt

W uniub & empat) bule perma, aRayar 100 (sarius persersiis ) dan upi

D unuk 4 (empat) bulan kodus, GRayar TSN (b puluh ka pamsenhs) gan upah;

G wrtuk 4 (empat) tubin ketiga, Eayar 50% (1ima pubd) parsenatus) darl uparc dan

d uﬂmnhmmumzn(wwmm, ) 3l up e sabak A

(4) Upah yang rvan kepada buruh yang tidak masuk bekernja sebagamana amassud
mm ayat (2) hus © sehagal barii

A pekerRanh menich, Gtayar ustul seama 3 (tiga) hanl
b meniahkan anskima, dbamer uniuk salama 2 (cua) harl;

C. mangdaankan snaknya, Bayar uviui seiama 2 (us) har
d
0
f

e bagtskan snakngn, dhayar untuk seama 2 {0wa) han,
et matahirken #au keguguran kandungan, dayer uniik selames 2 (dua) han,

SN, 0BG ha Mertus oy Srek M50 Menasiu mennges dune, dbeye unlik seans 2
(cua) hart dan

g angooks kelarga dalam sa3s rumah meninggal dunia. dbayer unik selama 1 |sats) hart
(5) Pengaturan pelaksanaan kelenhuan mmnmmd daa ayat (2) ddompkan daloss
PRGAEN kAR, paralman \ i preanian kide

Pasal 84

Dalam hal kompooen upah Serdn con upsh pokok don Ln@ngan totap maka besamya upah
pORK sedhi-dkInyg 75 % (ujuh pauh lima persaraiue) das jniah upah pokok dan Laangan
talap

Pasal 85
(1) Pelanggaran yang dizkkan cloh pekerjabunt karena sesergaaan atau kelolaannyn dapat
dkeratan dends
(2) Pengussha yang kamns & aha h
WMMMWdMMnMMMum
3) P Bo denda kepada dan'a Verabuh, calam
pambayran upah

(4) Dafam hal perusarasn dnyaakan pa il aau dileidas: Dotk
undangan yang beriaku, mmwmmmumuma|mmmwmm
yang cidahukkan pombayarannya.

Fasel 08

Tumutan pambaaran upsh pehegabush dan segaa pembayatse yang tmiul den hubusgen
kena menjadi kadafumars selslsh melampaw argka wakis 2 (daa) tahun sepk tmbunya
hak.

Pass 07
Kennk N panghasdan yang Byak Aediakan p Tidup Byas,
dan pesindung: pahan s=b *ummu mwmﬁ
gamana dmaksos dalam Fasal B9, dan perg 9
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cimakzod daiam Pasal 85 ayat (1), ayat (2) don ayat (3) diatur dengan Penruran Pementsh.

Pasd 85
(1) Uik membanian saran, permbangan. &n , NgUpEhan yang atan
&wundwmrm satln uniuk peng &
Owman Pergupahan Nasional, Proviesi, dan mhM(an
a]mmmmnmmnwmammummmmm“w
o [~ ECd mmnmmwmwgcmm
mmmmomn&nmnmm & i kan okeh Presiden,

sedargkan keanggatasn DwnnPcnummu Kabouhm‘Knh danghkat dan
MMMWIW

(4) Katernian &6nga 0w Wia s p ban, k | KRANgROREN, 1818 A penganghalan
dunmbumm'mmwm mmanmmmmmm
denaksud delam at (1) dan ayat [2), diatur dangan Keguksan Prasiden

Bagion Ketiga
Kesejahiacsan
Fasal 99

(1) Setiap pekaradurch dan kebargarya harhak intuk mempercieh amnan sosal laraga kerja

(2) Jamnan sosial Mnaga kera sebagaimana cmaisud dalam ayel (1) SRESNREN SR dengan
pemlnan panndang-undengsn yang bedsku

Pasal W00
(1) Uk Bag: paken b dan gama, pengussha wiih
marediinan fasikes kesaimanman
(2) Penyadisan fasfites kesssh bagar mmummm
dengan e sbiduban pekssa dan Ui perussram.

(;)mwu;umnmm:mmumm
h can ukuen "R d calam ayat (1) dan
ayat {2), dishir durrge Perstirsn Pemetintsh

Pasai 101

(1) Unmk Jabunh Kep faburh dan wsaha-
mwmwaumn

2" . peny .un a mm bt} buns berupay
dan

= gean usata
uuwmmamwmummun
217 B0 dedam aysd (1) Raksansan sasus dangan
pummnpenndmmdmnm yong baddvn

)L whk \ | oakudatamich IR
ummmmummmnmm

BAB X0
HUBUNGAN NDUSTRIAL
Bagan Kesaly
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Pasal 102
(1) Cakam mek hutung per mpuil furgsl menctag 4
pERyWaN, P dan  terhadip
peainggaran permbran p g unsng &
2) O 20 fiditiraa weviabunds don serkat peks A

mempueni lungsi mmn FORANAIN SA5UH SRN0AN KIMARGNTE, MenRgs um

dan hut p pocjuangk
hessjahiersan angnok bisers kaluaganys
(3) Dolam mataks anatan hubusgan pengusahs dan 03 PONGU: V8 MED0UaI
fung= vl kan ussha, lapangan ketje, dan
membedkan kesejah leesan pdtwbbuuh P Krbuka, demolrals, dan tadsedian
Pasal 100
Hute Industial dlskssnakan melshd sarsns
& saical pekenaiseriat bundy;
b OIS pengUsSha
c lembaps kerja sama bipardt
d embaga keqa sama Yiparit
e peraturan perusahaan;
L] perjanian kerja bersa=a;
-3 peraturan parundang-undangan keteragakerjaan; can
h g8 pes ] Gar |
Baglan Kedua
Serikat PekeraSenkat Buh
Pasdl 104
(1) Setap ja/burch berhak berhuk can menjad mngpotn seckal pekenadserke bunh
(2) Dot metah fungei s=hagai covam Pasal 102 sericat pakeria'seriat
Buns bee-hak ') dsn K gan safta pEungk
mmw»wmmmmmm
(3) Besamya dan tats cara A dena mogok dalam wpt (2) datur
mMemeWwwmmwmm
bearsanghutin
Sagian Katga
Crganmsasi Pengusahs
Pasdl 105

(1) Setiop pengusaha berhask memberfuk dan menjadi anggots orgensas pengusaha
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2) 2 garisasi pseg chatur sesuai dengan peraturan perundang endangan
yang bei-thos

Hagian Keempat
Lembaga Kerja Sema Sparid
Pasal 106

(1) Setiap po yong hasriaban SO {eva pubh) orang pedn G/ buruh s et wadd
munbctklmh@kupnnlbwm.

almm-mmmmmmmmmmmm:m
komunkaai, dan doredias mengensi hel

almmhwmmnmmmmuwmmmmn
dan ursr pengusa rhumsu- herja by *mgdﬁmplmhp&nmmm

unuk POtNgan adrarch o p FANG barsing

) = dan ARENDOILAN Iembiga kena sama

mmumwdmmmmwmmmnxmwmt

Bagien Kalma
Lembaga ¥era Sama Trpart!

Pasd 107

(1) Lambags kede samea rigant b e N, saten. dan pond -emdaom«hlm
can phak ferkat dafam p ¥akan e | o
munhno-upmnmmnmmm-mmmu
8 Lambaga Kata sama Tripent Nasoral Provinsi dan Kabupaten' Kota; den
b. Lemzaga Kera sama Tripartt Sedtoral Namoral, Prows!, dan KatupatenKot
(3) Keanggotaan Lembaga Kerja sama Trpart# teedn dan unsur pemerncian, omanzas: pengusaha,
can son-kal pekoruserkat bunh.
(4)Tnhmdmwmwwtmwmamnrmwmmmm
ayal {1) ciatur dengan Persturen Pameriots

Bogian Keeram
Peraturan Perusahaan

Pusal 106

(1) Penpsaha yang basjutunh orang Wb
membust perakran wnnvnm ynronuiub«hiu mm ey Memmanupmu
yang dRunpt

bt peraturan dmaksud dalam ayat {1] 9dak besaky
mmmwmmhmml\nmmm

Pasdl 109
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Pemumn persahaan cisusun den dan menad Snggung awab dari pengusata yorg

bersangiutin
Pasal 110

(ﬂmmmmmemncmarom e BN B850 NN gan diet wakl
peter) ¢l pes yng o

(2) Colnm hal A p m g selah serkal burés maka
Waki pe-ker boserd (adann ayaf (1} adaah pengues senkal
pulawndutmm

(2) Ofam hal i p yang beum senkal pesenassankat burch, wakd
mwwmmmmmm-,-mmnmmnhmmnum

P g gars gaiadgatnuh yorg bersangiisan
Pasal 111

(1) Perak seburang gy mermuasl
a. hak dan kowa{ban pengsahac
b fak dan hiwsjban pekadabionh,

C. syarat kana;
dunmbmwmnw
em ¥ e

21K uran p ) fidak Boleh berlertangen dengan kederiuan persi
uwwmmum

(3) Masa berdaky perauran perusshaan pakng lama 2 (dua) lahun dan wajd ciparbabans so%lah
hatis mass bedskounya.

(4) Selama mass ' haan, apsbibs serist pekedal serkal turuh di
pummmn:ngmm gan pemkn janjan kafja maka penguszh,
Wik medapani

(5) Dafams hal porundiegsn pembuatin pe(snisn ket LENTT delam ayat
(4) tidok ¢ . mska Iapmﬂwmwnhbmwn
wakiu beraiumya

Pasal 112

8] h olah Mectan atau pegsbat yang dhnjik sebapamana
dimskeud defm Pasal 3 902 vl (1) harus sudah dberiban dalam wikhs paling lama 30 (igs
puluh) narl kerja sejak naskah pamlian perashasn dienma,

(2) Apabela paraturan perusahaan Wih sesual sebagamana ketertuan dalam Pasal 111 ayat (1) can
:wltzl munmwmm'mmumwummmmm

cleh Merten atau pejabat yang
W-ﬂnmmmmwmmmmm
1 Dafam hal fhaan balum i b chmaksud dalm
Pmu111m(|;mmnz)mmmmnmwmmmwu1m
ot kipads pang 9 ™

(4) Daam wakhs palng lama Mmtm;lmnmmwmmam
dakam ayal (3), peegussha wajb menyampsian ken bl
paumrlnpuusdllmylmﬂm diperbaks kepada Menien atau peabat yang deunuk.

Possd 113
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(1P b berakhir jangha wakiu beriskunya harya dapat
A I >

A 435 (334 013t pengusaha dan wak pebs)
21 hesd h S sk dalaen ayal (1) harus mendipat
pengesa fan dar Mecten aau pepbat yong dhunpk.
Pasdl 194
Pengusaha wapo membentiahukan dan menjslashan isi serta raskah perakoran
perusstan siau p ¥D bepes Dok
Pasal 115

Kemanhan mengens 1als cars pembuatan dan gangasahan pemiren pamsahasn Gl dengan
Keputusan Mertarn

Bagan Katyuh
Paffanian Kats Barsama
Pasal 116

(1) Parjarjan kers bersama duet oleh serkal pelijaie kst uuh sty beb sevial

pesenaisarkat buuh yang telsh tercalat poca nstans yang bertanggung jawab di bdang
QAR SBNPAN pangLs #au pa pengsal

(7) Penry ganan Yana =i dmaksud dadiam apet (1) dksanakin sacam
musyd-wirsh

(3) Perjorfan katjs becsama sebopaimans devaksud dakam ayal (1) harus dibual secara lerduls
dengan huns Bt dan menggunakan hahasa Indonesia

(4) Datam hal terdagal penangan kega yang dbuat tdak merggunakan tahasa indonesia,
Mk per-janian ke barsams by sstut fanus dienematken dalam batass hdosesis deh
pensnemab tersumpah can Snemanan lersetul NP Sudan Memenu™ ketemuan
sebagaimena dmaisad calam ayat (31

Pasal 117
Dualam het $ dimaksud datam Pased 116 syl (2] Schah mencapsi
maka i diakedan metaku p pany h
hubungan indusirial.
Pasal 118

Dalam 1 [sal) pensaaan hanyn digat cRua! 1 [satu) pardanian haa 2arsama yang bedaku
bag selunh pekerjatonh diperusahaan

Pasal 1718

(1) Cafmm hal & satu perusahaan hanyw fercapat sats serikad pekerja'senkat burunh, maia serkat
pekitaisariket bunh lossbut betak mewskl pelqatiuuh datam penndingsn pmbissn
panian kot dengan peng apabla memik jumish anpgota lebib dan 20%
Oime puuh persasis] dad jamiah sehauh cokagatunh A p yorg b 0
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(2) G hal & satu perusataan hanya lercapat saks serkat
mmmmummwnmgmmmmuhwmmw

P il amish seburch dip h m-mm ) bunk
mm etarjaburuh calam p pan dargan pengusaha apabia senial
A “w o ln e mendapet dukungan fatvh S0% Jime puluh
p-mmalmmmhm korja/burch éi p molabu p Quian susm.
(2) Ctam hal g

» b hien

dalam myat |2) tdak sercapa maka serdat
wambai

ying pemmintian unhik
mummmmmmmmnmmmme
(enam) budan 3 Safak ol [= Utan suara dengan mengkia prosedar
Mnmanamammlm

Pasd 120
(1)omwawummumuhammm.mmummm
berhak mewakh

pekoraby dengan p yang jmiah
Wwwmnmumummgwwmmmmammm
perussham lersebul
(2) Cotoam hal o dsud dodam oy (1) bedak Serpenuty, maska senkal
boruh cagat koaksi sshinggs Wrcepai umian lebh dan S0% Jima
punhpanmnldmnmm"mhhw!nmmdwmmmmkmm
daklam perundngan dengan peng-saha
(3) Oafam hal aa uunmn)mqmzpummm
PAm Ser-kat pakaraseriat bush g yang annt
mvmlmmmmnﬂwmmpmm

Pasd 121

tean serkat o kat buruh sebaga dmatsud calam Pasal 119 dan Pasal
lwmmamnmbmmm

Fasal 122

uars i demak ‘odunpnd“hwlwwnlanukh
plmlwgmdndlnmuwnn } dan pengu
mmmmmpapummwmamnmmnm
pergusaha

Pasel 123

(1) Masa peranjan kena palng bma 2 (cun) tahun.

(2} Penarjan kerja bersama sebogaimana deaksud calam ayat (1) dapat diperpaniang masa
berghunys pa-kg bmimnﬁmm Wessepalatnn WMAE anties pangussha
pekeraiserial bu:

dengan senkat

(31 P b hqn berdesnya dapat cimulal pating cepat 3 jtiga)
wmmmmmmhmmnm saang betaku

(4) Datam hal dingae dimaksud dalam ayat {3 sdak mencapst kesepakaian maka

MWMMM“WWWMWMMH&“)W
Pasdd 124
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(1) Perjaryan kerja bersama palng seddal memuat

4 Yok din kawajhan pangusaha
btk dan hewajan sarkal pekedatoanitnl buiuh sens pekegaturnuh
¢ jargia waktu dam tanggal mutal W perjanjan kerja ; daeny
4. tands langan parne pdak penboat o el
@)K dalim paranisn bogs titak bokshy GaN dengen p %
undangan yang beraku

(3) Dainm hal isi porjanjen kega bersama berieniangan dengan peraiuran perundang-undangan yarg
bershy selagamana dmaksud dalam ayal 2], mnwmwmmwnww
bartel deemi bukuss dan yung berdsky atslsh k dolan

Pusdd 125

Calam hal ¥ndua belah phak sepakat mesgodakan penb anjan kone maka
parutahan Wrsebul menupakan tagan yang Sa lep: danl penanian sea yarg
sedang berdsku
Fridl 126
(any.saMunll b what buruh dan pekanaty wab tan yang
wmmmam
(21 Pengasaha dan serfkat pekena'seniat burh wib sl pary wh
alas per-behareya kepada ssluruh pecsnsl turuh,
31 P ha harus dan bagkcan nasksh perjonjan kens bersamy kepeda selop
peAROY DUt atas blaye penusahaan
Pasal 127
(1) Parjangan karja yang dbuat oah peng; dan pakata tidak toksh gan dengan
petanian e bersama.
(2) Cefarm hal b deam paganjan karja 1 dafom syl (1) bertertangan

gangan pajas{an kera b maka ) harja tersat Datal damy
hugum dan Mmhﬁummmk«hwm

Pasdd 128

Datam ha penanion kera tdss memust skean-shaan yeng distur delam peanian ke
basama maka yrog Daflaky aiaah slan-ahuan daam paianian kene Damama

Pasa 129

(1) Pengusaha dhasng mengaant padan jan kars Desama dengan peraturin piusahsan, selama di
petusahaan yang bessangiutan mash ada serikal pekerjasedkal buni
(2) G hal & perusshasn (dsk ada lagi saiksl p fearical buruh can pecpnjion keray
cigant dengan hiaan, maka b yang ada dalam peraturan pensshasn
mmmmmmumunmmwmmmmo

Fasd 130

(1) Db hai peranjan ketp bersama yang sudsh berakhe masa berlakunya akan dpemaniang atw
dipar-bahanl dan d perusahaan eesotut harya terdapat 1 {sak) serikat pekera'sanhat turuh,
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mako p angan atau p fanjan ke odak

Ketanduen daam Pasal 119,

(2 Dt Il poarjanian heojs Darsame yang sudah beaeabhn muse borkakiunms shan dpeganing sy
diper-baharu dan d perusahaan lersetut terdapal lebin dan 1 (sat) serkat pekenalseniat bunb
dan senikat peseraisetkat buruh yang cuu g scak lagy Pasal 120
ayat (1), maka Forgan als 1 L) dladnban
wmwmmnwmmmm%m-mhmxmmm
mmmwa pansaraan h«umu-udmasn m MW buruh yang

ki b dengan A tim Y secEs
proporsonal

(3) Dutam hal perjanian karg bersama yang sudah berakhi masa berkbunya akan dpepaniang atsy
diper-bata i dan A perusatamm leesetul iardesal lebih dan 1 (saty) stk pakerjal seckit
wmmmmmmmmm,wmmxwmhu 120
ayat (1), maka pepanangan fanian saga dakodan
mmlmdwhnlvmmﬂ]dmmm

Pasal 131

(\)mumnmmmwrmmmw
2 an kRra Wlap barlabos sameai bersktimya Janga wakiu
mmnhmm

(2) Defam hal tenadi pargpabungan perusahaan (merper| dan Mesng-Mmasng perusshan
mampunyRl padganan keta maka pananjan ke yang beraky adoiah
PRGN WetA yang lebh mangurAunghkan pekn bl

GJDMMWlmmmmmmuw&mmmmwmmmwl

sona dengan yang
maka powihn WatR Darsas lesetul berkiu No-:nmmmn ¥ang bamgabung jmerger]

sampai dengan bacskhimyys jangka wikhu perpry
Pzl 132
(1) Petjrgan kerja bersama mula berdaku poda han penandatangaran keosal di=nidan ain daam
pafEIEN kata 2arsama esatut
(2) Parjaedan karja bersama yang ciandatangant okeh phak yang be. ke
adm'myud&lhﬁmdnm-mmmhemmwmmbdn
kedanagakenaan,

Pasal 133

Kemnhan mengena porsyaaian sert Rta cara pembualan, parpanangan, penbanan, den
s diartur dangan K Manleri

Pasdl 134
Dalam mewy; pol ok dar kowaj bon peketiabunss dan pengu
Woib mdsk peeg Gin PRNEgakan paMHNEN penndang ndang
ketenagakenoan.

Pasd 135
P . dalam i

InduStrial Menpakan egpung jrwab pekena Deng.5aha, 450 Pemenmah
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Bagian Kedelapan
Lemiaags Penyeasain P
Hubungan hdustrial

Paragral 1
Parsebsihan Mubungan ndusral

Pasal 135

(1) Fan nbungan ind | way disksenaksn oleh parguaste dan
mwunmm buruh secam h un bk mufakat
(2) Cafam hal LRCATI MUsY uniuk mutalat drmaksed dalam
(1) tiaak mt m Wmdm nmt)ar bruh ativs mz mwm aumn
! mebabii

mmnpn industral yang diatur dengan undangundang
Famgrat 2
Mogok Katja
Pasal 137

Mogus serje sebags hak dass pesegnuruh dam serissl pekennserkal bunn diskiken secars
sah, orth, dan camal sabagal abat gagalya perundingan

Pasal 138

(1) Pskarjatiund dank g by s Luch
wnunummmmmlmmumwm"mwmmm
hukum

(2) Pekerjaburih yang dayak mogok kera sebagamana dimaksud calam ayat (1) dapat memesuhi
Al lidsk manmanndil BN tarsatel.

Fasal 128

mmmwmmwmmmwmmwmmﬂmi
gan umum ang s keg: ya membarayokan kesclamatan
mmmooum«mmwumwmnmmmu
mambahayukan keseamatan amng lan

Pasd 140

(1) Seburang-kuangnya dalam wakiu 7 (tuuh | harl kerja sebelum mogok kerja diaksanaban,
PERAOATUILN dan sarkal pekeaserbat uruh walh membakahuken secam teid s kepads
pengussha dan imstansd m Bertinggung jawabd di bidung ketenagukermn selamt

(2) Permoertah fe. d calam ayot (1) sekurang kurangrya memeat -
a |hnwlmm|mnmmmm

b fempat smogok kena;

< nlasan dan sabab sebab mengaps hanss melakodan mogok kerja: dan
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d tanda tangan ketua dan sekretans daniatu masngmasing ketua dan seketars serkat
pekanasarkal bush sebagal peranggung Bwab mogok kara
Q)WMMW“@‘MGMMM»«MMU&mmnWMM
pekenal serkat turuh, maka calam ayat (2)
oleh kerabi ‘mcmwunhmlmumu
persGung b mogok hara

(Almwmmommmmmamm»ummm-
duksi dan aset p dapart

mmommm
. mesanng pars pehetiaburh yang mogok keno berads o lokasi kegiatan proses produkis;

atos
b til Gargoap pers melsrang pekenntunm yang mogok kéns teids o lokas perusshasn.

Pasal 141

(1) Instens pemerdinlah don phak perussham yang mansrma sural pesbertshusn mogok kero
schagamana dmaisad calm Pasal 140 wags memterkan tanda larma

mswmnmmmmpmm nmwmwmamm

dengan dan ghanny ﬁnwunpmmhmdhn

(3) Conm hal o 0 dimaksud dalam @t |2) mang kalan, maka
hans dbuak. N oleh para piak dan pegamal dan
mmmhmmdibﬂmh&m*mmwm

(4) Do head o L dimaksud dalam syt (2} Scak menghasikan kesapasatan,

mnw-mwmmwmmammmm
Ptk h yang menrpebaty: WHWM*MGM&W

o o -

(%) Dafavm had pen ._m an hosp o bosuxt calam ayat 4},
maka alss dasa QA IR perg dangan senkat peiark buruh atay
mm!dmmmummw dan whay dibenditen umuk ke

atau dhentkan sama sekal
Pozd 142
(1) Mogok ke yirg diakukan Sdak b dedam Pasal 139

dan Pesal 140 adalsh mogok kena bidak sah,
(2) Aot hukum dan mogok ke yang tidek ssh sebagamans cmaksud defom gt (1) ssan dater
dongan Kepuusan Mente

Pasal 143

(1) Sipagen Kok dipat manghalang -halangi pebaraburuh dan serbiat pakarassiial buh wihik
mengguna kan hak mogok kena yang distukan secam sab. ferth, dan damas

(2) Sixpapun dlameg mek ' dsnisy, " Neriaburh dan
mmmwmmmmmmmmupmnm e, dan
dava \AN paraiaan G-ustangan yang bedaky

Fasal 188
Terhadap mogok ke yorg sesa dengan ag dalam

Prsad 140, pergisaha Farmeg
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a mengzand peserjaburuh yang mogok kerjs dengan peketjaterch lan car luar
PORBATAE Hau

Ll b sarkel alwy Balasan caam benhk spacun bepadi puberatuuh
dan penguus senkat pekedaiseriat burch selama can sesudah melakikan mogok kena.

Pasdl 145

Dalam hat pekeraburh yang meblukan mogos kona secam ssh dalam molakuikan luntutan
hat nom e yang ssnpguh-sungguh anggar chih pengusaha. pakidabiuruh badak
mesdapakan upah.

Pangral 3
Pamcaupan Parnsshasn fock<ut)
Pasd 146
m panusahaan Jock out) P hak dasar pergusaha unbh menoiak
“lhu".wmﬁ bk jomn setiags akbid gaguinys penndngan
(2) Pengpussha tiduk o o f hasn (kok oul) sutaps tindakan

uwmmnmnmmmun w! dandaiau seokal poknt)aseri
bunih

(3] Tindaiass panudupian perysahaan ook out) e diskuken sesusl dengsn ketsodis tukom seng
baraks

Posd 147

mmommwm pada p haan yarg
umum o jenis ReGESIN yang mmdmdm tosstamalen jna
mmwmmutmmmmm pusal pengendal lelekomun kas,
pussl peeyeda Bnaga k., pengolatan miryak dan gas bum| sers kensts spl

Fasal 148

(1) Pengasaha wikd msrdartaluban secans ends bapaca paks (aturuh danal sk
pekerysarkal buruh, serta nslans yarg bertanggung jrwab & bdang kelenagakegean
SHRPAt SSURNGHIRNgWa T QUMN| rar kena sebaium penutupan parusahaan ook out)
clacsanakan.

)P h deraskensd calam ayul (1) sekurang kurangoye memual -
1M|Muwun|m)mmnmmm(mmdm
b, slssan dan setab-sta pan parusatann (ock out)

(3) Pammmiciah > devakaud calam ayel (1] diendatengani oleh pengusala canti

P yang bersangh

Pasel 140

(annhmnnumponmwmmnmgwmwwmmm
hemnaga-keian yang sacats langeng sl p
(ock out) sebagamana cimaksud dafam Pasal 142 hanes tmd-bum
GOngan MENcanumken o, BIGOH. Jan jam senedeaan
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(2) Sebefum dan ssloma pentupan h cul} berlangsung, instansi yang tertarggung

perutan

mmmmmm&mqm

(2) Ofam hal a d dalam s {2} L maka
hans Stuat paanan b dAngs “Amoﬁﬁmmunnmnﬂ
mummu-mmmgn*u

(4) Coiam hal dimaksud dalam ayat [2) sdak menghasikan kesepakartan,
mmw-dannmwmobummwmmwm
men sh yang / (lock cul) kegada

(s)mmn titai ampksud dabam ayat (8),
mnunduav mwmmmman w’n”m”w pemu.pen
perusataan [lock cut) dapat dierusikan atau unduk
skl

(E) Parmtsriah 1 & d dalam Pasal 148 ayal (1) daer ayit (2) dan domihkoan
apsbis

a pekeraturun aau serdat pekera'sarkat buh melanggar prosadur mogok ke
sbagamana dmaisad canm Passl 180,

1 pekaratirun mau sorkat pekena'sarka m meanggar keteriuan nomat! yang
gRunlban dasam pedann ks, p peranian ke #au
ummnmwmm

8AB XN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Fasal 150

Kedamizan mengenss permusan bobungen kera dalam undangurdang in mebpli pemitsan
hutungan kerfa yang tarjad d hadan usaha yang berbadan hykum @aa sdak, milk orang
parsacesngan, MK parsakuhuan ati milk dadan hubum , Dak mBk swista maupun mil
NEgREra, MEspun Ussha-usss sosisl din ussba-usas i yarg mempungs pengurus dan
mempekeriakan orang lan dangan membayar ipah atiy mbalan dakam etk Bin

Sasal 151

(1) Pangesaha, pekenaburum, serkat pabaqaseniat bunh, dan pamanntah. dangan S60% vwpaye
meso‘dznmmhﬁpwtmh&mtu-
(2) Oafum hal sogefa upayn telah o y, Setaps by keno tdak dapat dhndari,

Maka maksus pemusasan Karfa wagd gkan cich dan sarkat

mmmwu.omm karabunh spati cak ‘-'"-m bt ik
menjadi anggota sevikat pekeratsenkat burih.

(3) Oulnm hal perunding: o ksud dalam ayat |2) benar Senar tdok menghasian
“"::-IW‘., g Tanye capal Inburgan kitia dengan o l; h
Lo i

o " carl lembags peny . Fr -ty

Pasd 152

(1P hutungan Kerp dajuian secarm tertulis kapada lembaga
pary o parsedisihan hubengan ndusrad dsens alasan yang menid dasamyw,
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mmmmnmmmmwmm|mmmm
d fpatila %ish deundanghan sebagaimana
ﬁulmddm Pasal 151 aywl (2)

(3) B sas b *evja hanya capat diberikan oleh lembaga
ryod { bung: )uwnmnhdmnkm-w_m
hutengan kedfa tolah deandingiin, Miagi parundingan lersebut il menghasitan kesepakasn
Pasal 153

(1) P ha diatang gon kerja dengan olosar |

a pebaq AU behaiangan masuk keda kirena sakt manuut ketarngan dokier sslama
wullu&ulmbnuwnlzmmbdu)wmgmmm

b bt bt fakank ¥a Karena kerwajb
hnunmmpmmmlnom . 9 gan yang beraku

c pekerabuns menplhrkon Badah yang mmmhn agamanya;

d pekatiatune menkah;

. .' .‘ p hami, met Qg ReedanQan, Sl Mmanyusl bama

|

i partaan danmh Raten dengan
mumnmmmm uminldmdnuanhn pesjargan kena,
g

P F

-1 pdaqnwmm menyad anggols dan o pengurus seckal pekenadsenkat
mmmqmmmnmwmmmtmmwummmo
calam jam keqa atas kesepakatan pengu: yang datw dalam
pRran; w., au, (3N KR IRMAma

h yang 4. vuEaha kipadi ying " RN pérte
ummmmﬁhﬂnmmw

L hanra perbedsan peham, sgema, slmn pait, suku, woma Wil gdosgan, jene

kelamin, knndis sk, tau status perkawnan

peksratiuns dalam kaadasn cacat tetap, sakt alohat kecelkaan kora. atau sakt
Kaany | wan keda yang sl AN dokler yang jenges wakly
h beum dapat
mmmmnmmamwmmnmmmm
betal e Pubm dsn pangusans wa mermpatagatan kembal pakerabouh ying
bersanghutan.

Pasdd 156
Paretapar n dalam Pasal 159 apat {3) 8dak diperiakan calam hal ©

a pebadabunm mash Gl Mass i kpga, M Teieh dpersyiritin sacat
tertiis sebelumva;

b = , mmuummdnl-uum
wmmmmwomm J midas o
mmmmmwmmmmmm

c pekerjabuns mencapal usis pansiun sesusl dengan katelspan dalam peransan ke,
P pensahaan, perjaniar b c e 9 gan atau

d pekaatuni men gl duni
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Pasal 155

(1) Pemubusan hub bt tarpe i di d dafam Pasal 951 ayst (3)
bartal e bukum.
(2) Selama pusizan 2ga o P pan mausial bekam hak
QUEENa maupun pebedaturuh hiews telap melibsanakan gola bamegbanny
3) A ha cepal ' Redsihaen dafam

m?ﬂpummhnwxé&m%mw;—m»mmw
hutungan kesja cergan tetap wajb membaar upah beserta hak-hak lenmya yang basa clenma

paRagAtunh
Pasal 156
(1) Dustam had vecjadi permub, Fubs earfa, T e wn
dan atau uENg penghargaan masa kera dan wng penggantian hak yang seharusnya dierma
(2) Perhhungan uarg 2 3 datam ayat (1) paling sedikt sabaga berfut

a s hars hurang dari * (satu) Bahen, 1 (salu) bulsn vpeh

b s Rafi 1 (a0 tabun alsu btih belegi barang das 2 (cus) Sshun, 2 (dus | buen upsh,
c. masa kerja 2 (cua) tahon atau lebit betapi kurang dan 3 (tiga| tahun, 3 (tiga) tulan wpatt
d masa kefjs 3 (ge) lahun ates kebih Setapi kurang dati 4 (empsst) lshun, 4 (empat) bulan

. masa ki 4 (empat) tahun atau ubih telep| kurang dan 5 (ima} shen, 5 (ima) buan
upat

1 s detje 5 (lima) Sshun steu lebihy etapk sunng dari 6 (enam) tahen, 6 (snam) Bulen
upah,

¢ masa ket 6 (enam) tatun atau Setih tetapi kurang dan 7 (tupeh ) tahun, 7 (tuuh) tulan
upah

L] M K81 T (k) tahun atau [atih telap] hurang dan S (detagan ) thun 8 (calpan)
butsn upsh;

L masa kerje B (delapan) tahun ataw lebh, § {semblan) bulan upah
(3) Perhitungan uang penghargsan mass kerja sebagaimana dimaksud dafam mpt (1) distapkon
webagal bo-rhut :

a Masa bark 3 (%0a) tahwn atau kabeh Satagd kurang darl & (enam) tatun, 2 (dua) tulan
upah,

b masa ketja § (enom) tatun atss lebrh tetapi kurang dan @ (sembian) tshum. 3 (550) bulas
.

up

[ masa ke 8 (sembidan) tahun atau lebh tolapd kurang dam 12 (dua belas) tahun, 4
(emnpat) tulen g

d s Aeris 12 (dus belss) lshun stau lebih efaps hurang dan 15 {lma telss) shan, 5
(maj dulan upar

e masa keria 15 (fma belas) tshun atau leod telapl kurang dan 18 {deiagan beias) tahun, 6
(anvgen) bubin wgash,

t masa kera 15 (delagan betas) oun atiu b tsed kurang die 27 (dus puh sab)
tatun, 7 (ljuh) buan upsh;,

-1 masa kerje 21 (doa pulul saki) tahun ata lebh fetape kurang dan 24 (dua pulun empat)
tatun, 8 [defapan) bulan upsh;
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h masa kerje 24 (doa puluh empat) fshun ata jebih, 10 {sepulh | butan upsh,
(4) Uang penggantian hak yang sehanusnya déenma saehagamana dimaksud dalam myat |1) mekputi |

[ cuti tshunan yang dedim diamid dan Selum gugur;

b biayw atws onghos pulang wntuk pesenaturuh dan gany cmana
pokamRtunh harma bekali:

3 PENgORNEan p b 6118 P desapkan 15% (s bales

dari usng Qon d mmmmnmuhmbodmnmm

YR

a hal-hal lan yang dalam pecanian ke, P haon atau A
ker barsama.

(5) Perubs ITeae koD, dan usng

rporqthn P mownnm Mdﬂm mt 12) anl (3) dan ayet (4) ddetapikan
ngan Peraliean Pamerniah

Pasal 157

(1% upah yang digurakan sabagai dassr pechit, NG pengrargsn
masa kera, dmmgmlmkmmmmnwvnymgmmm

a upah pokok;

] s0gala macam banduk tunkangan yang barsitat itap yang ditarivan kepada
pekitatunh don knkarganyn, sk hirga pambelss dan cans yarg dberkan kepads
pekera/turuh secan cuma-cuma, yorg apabda catu hamus dbayar pekecpibuuh cengan
L6, Makn Sbapai upah Gan0gap selsh anars Naga pesbelian dengan hirga ying hans
dbayur cleh pekardabuni

(2) Owlnem had & % auh han atns dasar perbiungan haman, maka
mm:mmnom 30 kall perghastan seharl
(3) Dutam hal upa 7 bush s dasar p satsan hasil,

mmmmm mmwm:ammmmonnm
rata per hari selama 12 {dua belas) butan torkhir, dengan ketertuan tdak boleh kurang carn
Wetarmuae upah misimum prondngd alsu bitupssenkota

(4) Osfaem hal gakariaan vgantng pads cusca dan

pada upah
wmmmmwmammmwmqn 12 (dua betas| bulan
torakhy.

Pasal 158

(1) Pengusaha depat Ruskean hubungin kers iemedsp peknitunh dengon akssn
pekeraturuh ssiah terat sebagai beakot

a melsiodan penipuan, perourian, sau penggelapan barang danirau wang milik
perusataan
o membsoian koterangan mw e yang dpaksisan seningga merug kan parusahaan;

e P bk bt oS

mabk, WIS g 9
nafoiia, pekolopis, den mldlmlm di Inghangsn s,

d elshiukan pert v assusle atau pedudian o lngsungen keds;
g, mengarioys, atoy wchasl feman sekeri sy
pengusaha o lingiungan kerja
1 mambuuk leman sekena atau peng Uk - yang

bedenlargan dengan parslaran genrdarng-undanga
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-1 dengan ceroboh alou sanga merusak atau membarkan dalam keadoan bahaya barang

mik par g k ugkan Bagi p

A Bengan cortoh ali sangaa mumbarkin Smsn sekuls sl pengusahs deam
keadaan bataya o tempat kena;

L bongker atau b rahasa p yarg soh x

Keual UNtuK kepeningan Negara; Atay

melabubian partuatan innya & Ingsungan panusahaan yang dlancam pidara penam 5
Jima} tshun stau lotin

dl‘u hon beral sebagas dimaksud dolam ayel (1) harus ddubung dergan buks sebagal
it |

& pabarwbonh Brtangkap Bngan,

b. ada danl fbaruh yeng b aau

cmmuwulwomhpdﬂnpngdhmdmmu(mghmmmummmu
b, 0 ..-NMIavwmt
m.AmdMS;A heastagark . e
calam aymt (1), dpmmnpumh\-ummlm Mubvmdmnmddulﬂaﬂ
156 ayat (4)
(4) Bag| peednt bisggtse Gudisn syt 1) yog hgae dan ngsirys hiak
ik ha secara sslan uang penggantan hak sesuai dengan
wmmmwmmwnmwmmmr
dalam pecanfian keda. aléns perjanjian kers bersara

Pasal 156

Agabrla pekegaburnh tidek pemrdusan hubungan ke dimaksud dalam
Pasal 158 ayat (1), pakerpiuruh yang bersarghutan dapa mengagkan gugatn ke D

Pasal 180

(uommmmmmmwm karera cidugs melshiban Sedux pickina
bBukan aas p toak waf b membayer upah Ktap wajb
mmbmhnhuﬁmlmdah&amwwmmmmmm
keteruan sebagas benkul
B Wbk 1 (5810} orang mw + 25% (Cun pulun Bms persensius) dan upah,

b. unhuk 2 (dus) orang knpaungan - 35% {liga puuh lma persersius) dart upah,
€. umiuk 3 {Iga| orang nggungan < 45% (Gmeat pULn ma perseratus) dan upat
@ unbk 4 (RMpat) coang tRag@ungan atvu kbl | S0% (A pUuh persetiis) dal upsh

(2) Banhaan sebapaimana cmaksud dolam ayat (1] dberkan whk palig B 6 (enem) tulan

takwn ler-heing sejak hari pertamo pekeqaturun dishan cleh pihak yang beraajo

(3) Penpusaha dapat gan kea ap peberabunh yang selelah 6
(snam) butin tdak capat mekikuk 1 mmoummue
mm&mmdm*mddﬂnmu)

(l)OuuMthnmmmndmammmﬂmm)wmm

cimak sud dalam ayat (3) berakhi dan pekesy; h, maka peng
Wb mempakadakan geknratiruh keensball

mwwmmmmmmummmmrm
pﬂa.wwnhﬂmiuunhmhh maka pengusaha capat p [V
Kl kepada pob hywg H
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() P hubungan kefja seboga 2 o dalam ayat (3) dan ayat (5) dakuban tanpa

mmwuwo agads p b g [
mmmmmﬂlquﬂ&l mummmltﬁw)w
keterntuan Pazal 158 ayai (1) dan uang penggantan hak sesual ketortuan dalam Pasal 156 ayat
4

Pasal 151

mouumwmmwmummmm,wummmm
s p 0 dagat f
hutaungsn kea. st bupads pbutiatunh ey bersangbutn dheian sual paorngots
pmammhdumbmum
QIMNMWNWCHMM(Hm-wmummMmm
& (anam) bulan, kecudl diotapkan Rin cam
mmm

Ok 4 s

Lt | P L

'gon keda dengan dasan
mmmmmu)mmnwmmm 1 (satu) kall ketortuan Pasal 156
ayal (2), vy penghosgaan mass keda sebesar 1 {saks) ksb keleotuan Pussl 156 ayat {3) dan
uang penggantian hak sesual ketentuan Sasal 156 ayal (4)

Pasal 162
(1) Pe Yurh yang cin atas b sancrl uang penggantan hak
m-mhwnﬂmt‘)
(2) Bagi pekeqaturb yang dorkan dirl atas k sendii, yang hpas den hngsioys fdsk
me bl secara 3, selain menerima uang penggantan hak
mlmhmﬁému)amuwmmmmm
diatur dalam {1l P P berja
(3] Pekarjabiunh yang han din seb dalam syt |1) harue mamenutl
syt
2 mumnmaommmwmm
puluh) Fari sebelum tanpgs! mus .
o tidask erihard daviarn kostn dinass; can
3 Ietap metatsanskan kéwajtantys sampai tngos muls: pangunduran dirl
(4) Peemutusss huburngan kads dengsn saten p duran Giri akas k sendei di
targa pone-sapan A pany P gan ndustal
Pasal 151
(1) Pangasaha dapat gan kifja ek dalam Pal tirad
perutahian slakis panpoet 2 oy i kepemiban pee dan
pesenaturuh bdak bersedia derabuh berhak atas uang

ketja, maka p
PREANGUD sabssar 1 lumidtmhwmnnﬂaal 1ssawm uang parhegaan mass
kerja 1 (satu) kali betestuan Pasal 158 syt (3] dan vang penggantian hak sesuai kelentuan
dalam Pasal 155 ayat (4)

(2} Pengusaha depal P o mmwmm
han status, prngg i peiaby dan pengusaha tdsk bersedin
di maka ‘bunh berhak afas usng

pesangon
mzmmmwnnnm 156 ayat 42), ummwmwuwwu
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ketertuan dalam Pasal 158 ayad |3), dan uang penpgantian hak sesu solenian caam Pasal

156 ayat (4)
Pasal 154
(1) Penpussha depat P Idsungan ke tets pebeatuh kaners
mmmdm mengalami kerugan socam s

etama 7 (0ua) tahun, @lau keadaan memakss (foece maew ], dengan kotenfuan gekarfatumn
barhak ales uang pesangon sebesar 1 (530)) 4 keterues Pasal 158 ayet (2) usng
penghargaan masa Korja sebegar 1 (sat) kal keteman Pasal 158 ayat (3) dan uang
perggantan hak sesus kewnuan Pasal 156 ayat (4)

(2] Marugk d = dirrabisad dalem ayel {1) hatus dibukitan dengan bpoan
mmn!ﬁ-)hnhﬁwmmwldmmuﬂ
mn«»gmm h ena terty farera

mmumwwlmﬂmnﬂmnummmm
mmm&nQWWJWMMmMnW
keterfuan pekenatunh barhak s uang pesangon sabesar 2 |dua) kal ketentuan Pagal 155
ayul (2), useg paoghargaan miss ks ssbesar 1 (sal) ksl kelenlisan Passl 156 ayal {3) dan
uang penpgantian hak sesusi selentuen Pasal 156 ayal (4]

Pasdl 165

Porgasaha cagat Kerja pekenal buruh karera
oA NAdE Jangan ummnwwmmw 135 LG pesangon sebesar 1 (satu|
ki ketertusn Pasy 158 et (2), wang pengramgaan mass kara sebessr 1 [satu) kali kelertumn
Pasal 156 ayat (3) can uang penggantian hak sesum kekentuan Passl 158 ayal (4],

Basal 166

Dakam hd tubungan sios Darakhn karena peksdatunn mennggal dunia, agada s wersnym
dberkan seumiah uang yang besar perhturgarnya sama dengan peshiungan 2 (dua) kali uang
pesangon sesual ketenban Pasal 158 ayet (2], 1 (saty) kall uang penghargaan masa kars
seai betefusn Pasal 156 st (3) dan weng peopgantian rak secusi balentian Possl 156 ayal
).

Pasdl 167
(1) Pengasaha dapat mefak ukan gan kefa jabunh karena
memasuki usia pensiun dan apitde elsh barabunh rads progy

p-mnnymgumnpdbwyvunﬁdm mmmmmmum

usng AU & Pussl 156 ayal (2), uang peghargasn msss
herjes sessusi betieuen Pasal 155 syt (3), Salusi deta berhak atse usng serggention hak sesusi
ketarmuan Pasal 158 ayat (4)

(2) Datam hal besamyn jaminan atay mandaat pensiun yang dieoma sekalgus dalam program
pensun se-bogsmena dimatsd dalam oyel (1) tarmyat lebh kecl daripocs jumish uang
pesangon 2 {dua) kall ketentuan Pasal 158 ayat (2) dan wang penghargaan masa kena 1 (satu)
wall kntartian Paset 156 apid (3), A0 UGG SENGERALAN Pak shsua Ketsntan Pasal 136 ayal
(4Lnﬂasehlmn<buysvdmm

() Cufes had peng felah fakan e T PROGRAM persiun Yang

nya dbayar oleh pengusaha dan h, maka yang
cemmmno PESENGON Il LENY petELn yang umluumn dibayar cieh M
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(4) K gor dalam ayat {1), ayat {2}, dan ayat (3) dapal clatur i dalam

PRnANEN A3, para, B pedan{ian ks Deama
(5) Dol hal poryg ek » beratuns yng
hubungan keqa karena usia pensun pada

| penziin maka ha waph b
kepata pekerabunh wng pesangon mztm]ldlmhd 156 arpat |2), wang
penghangasn mass kedga 1 (3eu) & ketemuan Pasal 156 ayal (3) dan usng penggantan hik
sesai ketentuan Pasal 158 oyt (4)

N)Masmhm“m-mumammm(u ot |2}, aat (3), can

ayal (4] S-Sk menghih ek 1 5136 Jsminan hifl Lo yang darsla WD sesual
dnngan pastyion perundang undangan yeeg teaby.
Pased 168

(1) Pekerjabunh yang mangkr selama 5 fimaj hari kena atau lebh bertunst-turut tanpa keterangan
S0Can3 ter ks yang ddenghapd dergan bukd yang sah dan felah dpanggll oleh pengusaha 2
(dus) kel encara patut dan lerdufs dapal dipulus hubungan kenenys Lanea Shud fissskan
mesguadukan din,

mmmmuuwm sah sabagaimana dimaksuc dalam ayat (1) hanis

diseeahban pakng lambal pada Far perlams pekedaturh meseh bekers

P ks Nesja #2b d delam ayt (1) pekejabunh yang
bersangiouton berhak menenma uang perggantan hak sesual ketontuan Pasal 158 ayat (4) dan
dberkan uang psah yarg besamyn dan pelaksanaannya dedur dalam paranjan kena

Y a0 e

P Wy

Frsdl 169

(1) P uh dopatt * p gan kera kepoda lemboga
parry d o dalam hat pang diih
sebogi berkut ©

2 menwnm menghing secan kassr slas mengancam peketabush;

b b merpauh salburuh unmuk metsodan pertustan yang
waomw“mummnmnmw

[ X tidak mambayar upah fepat pacs wakil yang %elsh dientkan selama 3 (Nga) tulan
berturut-tunst atsy Sstrh

d Tidak han kewsban yang leiah dianiian kepoda peleds’ turuh,

e h berabunh ustik meaksh g i huar yang d Tie
atau

L] memberikan pakerjaan yang ¥ Jwa, dan
kessumlaan pekesia dangh berjaan Srsebul ok doanhmisn pads petanian keto,

(2) Pemuusan hubungan kefa dengan dasan setugaimans dimsksnd dabam sy (1) pakagatunh
berhak mendapat uang pesangon 2 {dua) kol keterman Pasal 158 aynt (21, uang penghargaan
masa kera ¥ {sat) kadl betentuan Fasal 156 ayat (3], dan uang penggantian hak sesus
keturnuan Pasal 156 syul (4)

(3) Defam hal d kan Sdak metshuk thusk dimaksud dalam syt
(|}ohh aga pary ! WMm-lem
k«iﬂsﬂ \
h d L ng b g Mbomlkduvaeﬂw

sgnlugnm inliﬂnumomwmwnmuOWwwmmmm
156 ayal (3)
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Fasal 170

Permubsan hutungan kerda yeng diiatutsn toak memanuhi beter-ues Pasal 157 ayst (3) dan
Pasal 168, kecuai Pasal mmmmmmm Pasal 162, dan Pasal 1¢8 tatal demi
hukum dan panguesty § Yang bersang sats

mwmhﬁmnm”mdm

Pasel 171
Pekeratuni yang | Fubungan keda tanpa bag
desvel yarg 3 sabaga dadam
Pmd lSBtyal(ﬂPaaHOOam(S]deaw!Q an petagat yang hutn
mmmmlpnu\m mwmmmmm
G e ke lemtx kehan hutungan i dam wikhy
uwinlm)mm-ﬂumeMh‘mmm

Pasd 172

Pchﬂlnmnﬁynnommpa.mm‘ pangan. mengal 1 anibat koced KR
At dapat milakakan m Datas 12 (ua 2elas) butan dapal
hubung buqndm kan wang 2 (dua) hab
Pasal 1SGW;7] uang pangharpaan masa kana 2 (dua) kel ketentuan Pasal 155 ayat (3), dan
unng penpgart hak 1 fsalu ) kak keteriuan Pasal 156 oyt (4L

BAB XN
Posd 173
(1)F P ursur-ansur dan kogiatan yang bamubungan dangan
katera-gakiramn
(2) Pe iy cnaxsud Gaem ayit (1) Gapst menghl-sanskan ogarsas
G 00 kat burh, dan crg poodesi Serkait
3) A " sebag caam ayot (1) dan ayat {2), dlaksanakan secara tepady
dan terko-ordinasi
Posel 174
Calam rangka p L o i organias peng-usaha serkat
pekafa/sarkal buruh dan oganisas profesi tehak dagel meakikin birs sama nkmasicod &
bazang b ke dengar g wan yang berfaku,
Pasdd 175
(1) Femenmiah dapat memierkan penghasgaan kepada ong atau lembaga yang fish benasa
destam pen-binsan kednsgakedam
(2) Pengharmaan sebagaimana dmutsud cilwm ayvat (1) dagat darkan dalam Bentuk pagam, usng.
danfisu benkk lsmmya.
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BAB XN

PENGAWASAN
Pasal 176
P ¥ boacjsan o ol i keterags-kersam yng
puny can gura mena » %
undangan kedaragakarissn
Pasal 177
Pegawal pangiraas hatessgak SN A S d i Pasal 176 dledspann oieh
Mentor mau pojabat yang diusjk
Posel 178
(1) Peng pakaraan claksanak Mmlwmnp\ﬂmnuymgIMAp
tugas dan tanggung | o tidang kealér peada pe h pusal, pemerintsh
provinss, can pemerntah katupatenkots
(21 P = 5 dalom ayat (1) diokr dergon
memm
Pasal 179
(1) Und ke panges heringa dimsksus delan Pysyl 179 pads
pamamniah prowvn-si dan p atx. 9 aporan pelak

pengasasan ketonagakeraan kapada Menten
(71 Tats car panyupaen Bporan sebagaimang dekid dabim ayat (1] dlutaphan dengan
Keputisan Me:

e,
Pasel 180
Katon. L) Peisy PRy nak dan b
pong Kaleragakar * dm “ahmwlnwaldﬁnomumum
perurdang undangan yang berfaku
Pasd 181
Pegawa pergawas kelemagakeraan calam melsksarasan tugasya sebagas mana dmaksud
dalam Pasal 176 wib
amumm”mmmlslmnwmemnuun
b, Sk ho gy
BAB XV
PENYIDKAN
Pasd 182
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(1) Selain peryichk pejabat Polis Negara Republk nd 33 kepada
Ketanagakinaan dapal dben wisenang w-ummoupomimmomau ELET
dengan pesiimn parundngundangan yeeg berlaby

mmwnmmsummmmmm et (1) berwenang :

a CEXS s b laporan sarts kelaangan famtang Srdak pdana
o bidang kalenaga -kenaan;

] elabibian pamor dap ofang yang diduga melakuban tedak pidana df tedang
hetunagakensan,

c mamnta kelecangan dan bahan bukti dan orang atou badan hukam sehubungan dengan
ndak pdana di bidang koknagakonaan

d 4okt oau tahan ntau barang bukh dafnm perkaca tndak
paana dibidang ketanagakedasn,

. Meakan permsritsasn a6 s danatan dokamen lan Wmang tndak pdans di
bidang hetenogakenaan,

{ mamniz bankuan enaga ali dalam rangka pelaksaraan kgas penydkan indak pidans
o bidang Wilenagakaraan. dan

a MengRanian penyiian apabia ek Srdapat cuup bokt yang memeukticn Bntang
mmmamumm

(3) Mewenangan penydis pegaal negan 1 dmaksad detom syal (2] dlaksanekan
mimmmmmmm

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA DAN
SANKE ADMNISTRATF
Bagian Panama
Katentuan Fizana
Pausd 183
(n&nngmnhrwl d dafarm Pasal 74, dkenakan sanks!
PRlan pen| mwowznm:wwwmlmsum)mmunmmwm
sedict npzooouocoom(n-rmmum-mmpdmumnpwomooownm
ratus uta nupah|
(2) Tientake pickana sebagairnans Gimaksud dalam ayRt (1) merupakan In0ak pidana kijatatan
Pasal 184
(ﬂmmﬂew b d duem Pasal 167 gy (3). thanskan

sankw prdana perjara paing singkat xm)mmcmwnglmunmsmamm
danda patng sediit Rp 100 000.000 00 (serak:s jus nplah ) dan pakng banyak Rp
500 000.000 .00 [lems rhs Ut mpish).

(2) Tindok prcdana ssbaguimana dimaksud dafm ayal (1) menupakan Incak prdana keahatan
Pasat 185

(uawmw " sebag i dolam Pasal 42 ayat (1) dan aym (2),
Pasal €8, Pasal 58 ayat (2). Fasal B0, Pasal B2, Pasal 50 ayat {1}, Pasal 143, dan Pasal 160 ayat
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{4) can oyt (7). dkenaskan sarks: padana penjam paling sngkat 1 (sak:) tabun dan paling ama 4
(empat) tahun daevisau denda palng sedeit Rp 100.000.000,00 {sarats (U8 fuplah) dan paing
Barmyak Rp 400 000 000,00 (empal ratus juts nupah)

(2) Tindak piclana sebagamana dmassud calam ayat (1) merupakan tncak pidana keatatan.
Pasdl 186

(1) Barang siapa mekinggor k b d d dofm Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3)
Pasel 93 apat (2}, Pusel 137, dan Psal 138 ayal (1], 0hanaksn sanksi (0578 prgasm patng
wngkat 1 (sal) bulan dan palng lsma 4 mmmmm-mwmm
mpo'gnoo.no (wepuun jua ruplah) dan paleng banyak Ry 20,000 000 00 (empal ratus juta
nes

(2) Tk pitkana sebagaimans dimaksud defams apat (1) menpaksn fndsk pidana pelanggeran

Fasal 187

(1) Barang saps mebanggsr dedorm Pasal 37 synl (2], Pasal 44
ayat {1}, Pacal 45 ayat (1), Fuc?mm Pasal 71 ayat (2) Pasal 76, Pasal 78 ayat 2},
Passl 79 syt (1), dan syl (2), Passd 85 syt (3], don Passl 184, dianskan sanksi pdsn
Kkaungan pakng singkat 1 [satu) tulan dan paling lama 12 {dua bekas) bulan dandtau denda
palrg sediit Rp 10 000.000,00 (seputul juta repiah| dan paling tanyak Rp 100,000 C00.00
(serafus utn rpiah),

(2) Tirndok picans sebagaimans dimaksud datam mas! (1) merupakan Sncok pidena pelanggecan.

Fasdl 188

(1) Barang siapa melanggar d d dolam Pazal 14 ayat (2). Pasal 38
ayet {2), Pﬂl“mfl”-’unm(ﬂ’ﬂﬂ mammhw 111 ayal (3}, Pl 114,
don Pasal 168, dienskan sarksi pdara denda palbng sadit Rp 5.000.000,00 (kma juts rupish)
can pating baryak Sp 50.000.000.00 {dma puluh juta nigtah)

(2} Tindak pedana sehagamana dimaksud dafam ayat (1) menvpakan tndak pidana pelanggaran.
Pazd 188

Sanksi pidana panjas. gen. d dands ok manghdanghan kewiBan pengusaia
yar hak-hak @ant kerngl mmmnumcmuh

Bagun Kecun
Sanksi Adminsstrat!
Pasal 180

(1) Mentir stau gaibiat yang dojk mergenakan sanksl administant atis pelnggane kil tusn-
kstarmian 5 diahr calam Pasal 5, Pasal 6. Pasal 15, Pasal 25, Pasdl 38 st 12),
Pasal 45 ayat (1), Fasal 47 ayat (1) Pasal 48 Pasal 87, Pasal %08, Pasal 128 ayat (3) can
Possl 160 ayel (1) dan ayal (2) Undang-undang ini sema pealusn pelskamaanmy,

mwuummvmmmummmumm
b

c.pwbmmhenh'mm:
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. sembekuan tagaian umhx
& pRmEaisian persei jan

f. pembatslen pandafisan,
¢ pangt olan atau solurvh aiat produks,
b, pencatuten §in
(3) Katortumn sa00ns saeksl : LEET dadim sy |1) dan et (2}
diatur jeteh langat oleh Menlen.
BAB XV
KETENTUAN PERALHAN
Fasal 191
Semua pe frete SONg Mmen sl 50 Jelan bedacy separgang Sdak
berlentangan dan'atau belum dganti dengan yang tan terdasarkan Undang undang
I
848 XVill
KETENTUAN PENUTUP
Pasd 192

Pada saat muki berakumya Undang undang m, maka

1 Crdoransi leedang Pengarhan Orang nd B Untik My Pebarjsan Oi Lus
ndonesi |Stastsblad Tahun 1637 Nomer B);

2 © tamggal 17 Oy 1625 P entang Pembatasan Kena Anak Dan
Kea Maws Bagl Wanta (S:aatsbiad Talun 1825 Nomor €47)

3 Ordoransi Tatun 1928 Paratran mengenai Karje Anak anak Den Crang Muda DI Als
Kapal (Stamisbing Tarun 1828 Nomer 875

K Crdonansi tsoggal 4 Mei 1235 Katang O i ik M Kegatan kege
Mencan Calon Pekerm (Staatsblad Tahun 1936 Nomer 200

5 5. Ordonans! tantang Permulangan Buruh Yang Canma Atau Dikarahian Dart Luar
Indonesi (Stastsblad Tahun 1839 Nomor S45)

& Crdonansi Nomor 3 Tatun 1849 lentarg Panbatssan Keda Anak anek (Staslstied

Tahun 1943 Nomor 8);

! Unsang urdang Nomor | Tahun 121 tertang Pemyataan Sedakuma Undang undang
Kaga Tahun %548 Nomor 12 Dan Repusli Indnnesia Unik Saluruh hdoresia (Lembann
Negara Tabun 1851 Nomet 2)

& Undang urdang Nomor 21 Tatwn 1954 lentang Perangian Perboruhen Antera Serikat
But Dan Majkon (Lembaran Negara Tabun 1858 Nomar 53, Tambadan Lembaran Negara
Normor 538a),

Q Undang-undang Nomoe 3 Tefun 1858 lentang Penempatan Tenags Asng {Lemtaran
Negara Tahon 1958 Nomaor 8 |

10. Undang-undang Nomoe @ Tarun 1951 fentang Wajt Xema Sarana (Lembaran Negara
Tatun 1961 Nomor 207, Tambahan Lambamn Negara Nomar 2270

186 Status Hukum Pekerja Kontrak




1.

2.

13.

14

15.

Ungang Nomor 7 Prps Tahun 1963 lontang Per [
Perubpen (Lock Out) Of Perusahasn, Jewatan, dan Badan Yuq Vsl lmha'nnuegm Tahun
1863 Nemar 87);

Urdang undang Nomor 14 Tathen 1963 ton mmmmm
Yenaga Kot {Lemtaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembamn Negara
2121

Undarg-undang Nomor 25 Tahiun 1967 tentang Keteragabagsan (Lombatsn Negars
Tahun 1287 Nomor 72, Yambahan Lemiaran Negara Nomer 3702);

Ungang-undang Nomar 11 Tahun 1965 tnnsang Perubshan Berlakanya Undangandang
Nomor 25 Tatun 1997 Wntag Xeenagaceraom (Lembaran Nogans Tabun 1098 Nomor 184,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781)

Undang-undang Nomar 28 Tahun 2000 teeviang Py Pesaturor P
Penggant Undang-undang Nomar 3 Tahun 2000 mriang Perubahan Atas Undang-undang
Nomoe 11 Tatun 1983 lenlang Peatotan Seruturma Undang-undang Nomar 25 Tahun 1967
temang Ketoraga kenaan mnmmmwm Negara Tahun 2000 Nomor 230,
Tamtahan Lanmbarkn Negarn Nomor 4047
dinystskoan tidak berkak lag.

Pasid 193

anm-mmumu &rm
AQar satiap orang meng gan uncang undang ini dangan
daram L Nmkmm

Disstdan di Jakarms
pada tanggal 25 Maret 2003

PREEIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEXASNCFUTRI
Dundanghan d Jokara
pada tanggal 25 Maret 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUSLK NDONESIA,

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBUK INDONESHA TAHUN 2003 NOMOR 39
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